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BAB X

BKNDAHULUAN

1.1. Latar Belakana Penelitian

Mulai FELITA ketiga, pemerintah telah mencanangkan

bahwa pembangunan akan lebih ditekankan pada aspek

pemerataan, salah satu jalur pemerataan tersebut adalah

pemerataan dalam kesempatan pemelikan perumahan bagi

masyarakat golongan ekDnomi lemah, dengan maksud untuk

menumbuhkan serta meningkatkan kesejahteraan goiongan

ekonomi lemah tersebut khususnya dan masyarakat luas

Limumnya.

Agar dapat melaksanakan pemberian kredit pada

Limumnya dan pemberian kredit pemilikan rumah khtisusnya

diperlukan perencanaan yang terpadu dari setiap unsur

yang ada dalam Bank untuk memungkinkan tersedianya dana

guna membiayai kredit, sebab penyaluran dana kepada

masyarakat dalam bentuk kredit hanya dapat dilaksanakan

apabila tersedia dana yang cukup. Dana yang tersedia

berasal dari masyarakat melalui penyelenggaraan Tabungan,

Giro, Devosito berjangka dan sebagainya. Dari dana terse

but serta ditambah dana/kredit dari BI [Bank Indonesia 3,

kemudian digLinakan untuk membiayai kredit-kredit yang

diberikan kepada masyarakat.



Dengan demikian jelaslah bahwa keberhasilan suatu

Bank dalam niengelola aktivitas perkreditan akan sangat

tergantung pada kemampuan pimpinan Bank tersebut dalam

mengatasi, mengendalikan dan mengalokasikan dana sehingga

tersalurkan sebagai mana mestinya. Keberhasilan pimpinan

suatu perusahaan(Bank)

dipengaruhi pula oleh besar atau kecilnya suatu perusa

haan (Bank), tingkat kemajuan atau kemampuan masyarakat,

kemajuan teknologi,dan lain sebagainya.

Begitu pula pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

yang mempunyai lapangan usaha terutama sebagai berikut :

1. Menerima simpanan terutama dalam bentuk tabungan;

2. Memeperbungakan dana-dananya terutama dalam

kertas berharga yang solide;

3. Dapat memberikan kredit yang pelaksanaannya dila-

kukan menurut bimbingan Bank Indonesia. Jumlah

kredit tersebut hanya boleh diberikan sampai

suatu jumlah menurut perbandingan dengan selu-

ruh simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

4. Membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada-

pembeli rumah atau Kredit Pemilikan Rumah CKPR];

5. Dan berbagai bentuk jasa perbankan lainnya.

Dengan berkembangnya perekonomian,teknologi,pendidi-

kan dan budaya masyarakat akan memberikan pengaruh yang

besar bagi Bank Tabungan Negara C BTN 3 dalam menjalan-



kan operasinya, karena hal ini akan menimbulkan berbagai

macam masalah yang kompleks yang harus diatasi dengan

cepat dan tepat.

Dan dengan berkembangnya kebutuhan perumahan di

Indonesia dan sebagai pelopor utama dalam pemberian

kredit pemilikan rumah, BTN dalam hal ini tidak bisa

lepas dari berbagai masalah yang kompleks dalam menja-

lankan operasinya.

Untuk mengatasi hal ini BTN perlu pengendalian

intern yang memadai, karena dengan pengendalian intern

yang memadai akan memberikan jalan keluar dengan cepat

dan tepat.

Sistem pengendalian intern yang baik pada dasarnya

bertujLian untuk melindungi harta milik perusahaan,

meningkatkan efisiensi kerja, menyediakan data-data yang

dapat diandalkan serta mendorong ditaatinya setiap kebi-

jaksanaan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk

memastikan bahwa segala peraturan dan prosedur telah

ditaati. Pengendalian intern yang memadai dapat mencegah

terjadinya kecurangan maupun penyelewengan, meskipun hal

tersebut terjadi, maka hal ini dapat segera diketahui dan

dapat dilakukan tindakan pengarnanan.

Peranan pengendalian intern dalam aktivitas

perkreditan amat besar manfaatnya, terutama dalam

pemberian kredit kepemilikan rumah, dasar penilaiannya



ditekankan pada kelayakan dibandingkan pada Jaminan,

dengan pengendalian intern yang tepat diharapkan dapat

menjamin proses pemberian kredit yang efektif dan

efisien. Pengendalian intern adalah juga suatu teknik

atau cara untuk memperoleh informasi secara sistematis,

benar dan dapat dipercaya yang diperlukan oleh pimpinan

dalam mengambil keputusan pemberian kredit.

Dengan demikian pengendalian intern perkreditan

dalam organisasi kredit serta pemerintah untuk melakukan

pemerataan kesempatan memeliki rumah khususnya bagi

golongan ekonomi lemah dapat tercapai. Untuk itu penulis

mencoba membahas dari segi pengendalian intern pemberian

kredit pemilikan rumah.

SesLiai dengan uraian diatas maka penulis mencoba mengemu-

kakan judul; "Persnsn Siste/n Pengendalian Intern

Perkreditan dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit

Pemilikan Rumah CKPRJ pada PT, Bank Tabungan Negara

(Persero) Kantor hfilayah cabang Bogor",

1.2. Identifikasi Masaiah

Kegiatan yang utama dari suatu Bank adalah usaha

perkreditan. Oleh karena itu keberhasilan suatu Bank

dalam menjalankan operasinya sangat tergantung pada

kemampuan pimpinan Bank dalam mengelola aktifitas

perkreditannya, yaitu untuk dapat memperoleh
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keuntungan/laba yang memuaskan atas setiap pemberian

kredit.

Keterbatasan dana yang tersedia dibandingkan permo-

honan atas kredit yang semakin rueningkat dan adanya

resiko atas kredit merupakan masalah utama yang harus

dihadapi pihak Bank dalam setiap pemberian kredit, untuk

itu Bank perlu pengendalian intern yang memadai dan

seleksi yang ketat dalam setiap keputusan kredit. Sesuai

dengan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam pemberian kredit pemilikan rumah PT, Bank

Tabungan Negara (Persero) kantor kfilayah cabang Bogor

telah diterapkan sistem pengendalian intern yang

memadai ?

2. Sejauh mana peranan sistem pengendalian intern per—

kreditan terhadap pengambilan keputusan pemberian

kredit pemilikan rumah yang dilaksanakan oleh PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) kantor uilayah cabang Bogor?

1.3. Maksud dan Tuiuan Penelitian

Sehubungan dengan latar beiakang penelitian serta

identifikasi masalah tersebut diatas, maka maksud dari

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

membandingkan teori yang didapat dari bangku pendidikan

dengan praktek yang ada didunia bisnis serta untuk



mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu

akuntansi sebagai bahan bagi penyusunan skripsi, yang

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam

mencapai gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada

Universitas Paknan Bogor.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai penulis dalam

penelitian ini adalah :

1. mengetahui, mempelajari dan menllai bagaimana pengen-

dalian intern perkreditan diterapkan diperusahaan dan

peranannya terhadap pengambilan keputusan pemberian

kredit pemilikan rumah [KPR].

2. Dan bagi penulis sendiri , penelitian ini diharapkan

dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan

penulis dibidang akuntansi,khususnya sistem akuntansi.

1.4. Keounaan Penelitian

Atas dasar uraian-uraian diatas mengenai latar

belakang , identifikasi masalah serta maksud dan tujuan

penelitian ini, maka perlu dijelaskan pula mengenai

kegunaan dari penelitian tersebut.

Dari hasil data dan informasi yang diperoleh dan

dikumpulkan dari penelitian ini. Khsusnya yang berkaitan

dengan pengendalian intern perkreditan yang diterapakan

perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan pemberian

kredit kepemilikan rumah [KPR], maka diharapkan



memberikan kegunaan yang bermanfaat, antara lain :

1- Untuk menunjukan bahwa dengan pengendalian intern yang

fliemadai akan dapat menghasilkan data dan informasi

yang secara sistematis, benar dan dapat dipercaya,

sehingga memudahkan pengambilan keputusan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

masyarakat sebagai media informasi untuk mengetahui

hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperoleh

kredit pemilikan rumah CKPR].

3. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Bank yang

bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan,

sebagai bahan untuk penelitian lebih mendalam tentang

pengendalian intern dan pengambilan keputusan.

4. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan yang lebih jelas mengenai pengendalian

•intern dan teknik-teknik pengambilan kepusan.

1.5. Keranoka Pemikiran

Dalam sistem perekonomian di Indonesia, Bank

mempunyai peranan yang sangat penting,antara lain :

1. Membiayai dan menunjang proyek pemerintah mela-

lui jasa lalu lintas keuangan dan pemberian

kredit.

2. Memperlancar usaha-usaha dibidang perekonomian,

perdagangan dan investasi.
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3. Dan dalam rangka usahanya untuk meningkatkan

kesempatan memiliki rLimah, Bank menyalurkan dana-

kredit pemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat,

terutama kepada masyarakat golongan ekonomi

lemah.

Dalam aktivitas perkreditan, keputusan untuk menen-

tukan diberi tidaknya suatu permohonan kredit adalah

langkah akhir dari tahap penseleksian dan merupakan awal

dari pelaksanaan atau realisasi kredit jika permohonan

tersebut diterima. Pengertian ini selaras dengan definisi

"Keputusan" yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo :

" Desisi atau keputusan adalah suatu pengakhiran
atau pemutusan dari pada suatu proses dari pemikiran
untuk menjai^ab suatu pertanyaan, khususnya suatu masalah
atau prohlema "(11; 21}

Pengertian tersebut menunjukan bahwa pengambilan

keputusan itu adalah suatu proses untuk menjawab suatu

masalah atau problema. Karenanya setiap keputusan selalu

mempunyai isi dan tujuan, isi adalah apa yang dikehendaki

oleh pengambil keputusan, sedangkan tujuan adalah apa

yang akhirnya harus dicapai.

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

pengambilan keputusan dalam aktivitas perkreditan

merupakan faktor yang sangat penting, sebab sekali

keputusan diambil atau kredit diberikan, maka Bank harus



siap menanggung suatu tingkat resiko yang selalu terkait

dalam proses pemberian kredit.

Oleh karena itu pengambilan keputusan pemberian

kredit perlu diorganisir secara sistematis dan dengan

mempergunakan cara atau teknik-teknik yang tepat, hal ini

dimaksudkan selain untuk meringankan dan mempermudah

tugas dari pengambil keputusan, juga untuk memperkecil

resiko yang mungkin ada akibat dari keputusan kredit.

Meskipun resiko itu ada , itu merupakan resiko yang telah

diperhitungkan.

Sehubungan dengan itu perbankan pada umumnya selalu

melakukan azas selektivitas dalam perkreditannya, dimana

debitur debitur menurut bonafiditas, kegiatan sekarang

dan kemungkinannya dimasa yang akan datang. Azas

selektivitas pada dasarnya merupakan azas kuantitas dan

azas kualitas.

Agar penseleksian dapat terlaksana dengan baik

haruslah didukung dengan teknik kerja yang sistemmatis,

yang dapat mengumpulkan dan menyajikan data atau

informasi yang benar yang diperlukan mengenai nasabah.

Karenanya dalam organisasi perkreditan perlu

diterapkan sistem pengendalian intern yang memadai

sehingga dapat memberikan fasilitas baik data maupun

informasi yang dibutuhkan.
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Adapun data dan infarmasi yang diperlukan dalam

proses seleksi untuk mengambil keputusan pemberlan

kredit, pada dasarnya disesuaikan dengan jenis kredit

yang diminta namun secara umum bersumber dari ;

- Laporan dari objek (nasabah) pemohon kredit,

- Laporan dari record Bank,

- Laporan dari sumber-sumber lainnya.

Sedangkan untuk meneliti nasabah digunakan prinsip-

prinsip 5C, yaitu; Character, Capacity, Capital,

Collateral dan condition of economy. Untuk mengevaluasi

prinsip-prinsip tersebut perlu dikemukakan beberapa aspek

pokok, antara lain :

1. Aspek Umum,

2. Aspek tehnis,

3. Aspek Ekonomi,

4. Aspek Finansial,

5. Aspek Khusus.

Pengumpulan serta pengolahan data, fakta-fakta

informasi dari pemohon kredit secara sistematis, melalui

sistem dan prosedur yang memadai serta teknik-teknik

pengendalian intern yang memadai.

Untuk menjamin bahwa data, fakta-fakta dan informasi yang

dikumpulkan dapat mendukung pemberian atau penolakan

suatu permohonan, maka data, fakta dan informasi tersebut

harus memenuhi persyaratan-persyaratan relevan, benar,
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tepat waktu dan dapat dipercaya. Sebab untuk dapat meng-

hasilkan keputusa yang balk, diperlukan informasi yang

balk pula.

Pengendalian intern perkreditan, ditnulal dari

masLiknya permohonan kredit, realisasi sampai dilunasinya

kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Hal ini menyangkut struktur organisasi dengan pemisahan

fungsi yang tegas/ jelae, pelaksana yang kompeten/ ahli

dalam bidangnya dan dapat dipercaya dengan garis hak dan

kewajiban dengan jelas, prosedur-prosedur otorisasi yang

tepat, tersedianya dokumen-dokumen serta catatan dan

dilaksanakannya penyelidikan secara indefenden, untuk

menjamin tidak terjadinya kecurangan maupun penyelewengan.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis mengambil

Hipotesis sebagai berikut :

"  Aps bila Sistem Pengendalian Intern yang memadai telah

diterapkan pada organisasi berikut prosedur pemberian

kreditf maka pengambilan keputusan pemberian kredit pada

FT, Bank Tabungan Negara (Fersera) kantor hiilayah cabang

Sogor dapat dilaksanakan dengan cepai dan tepat ".

1.6. Metodoloai Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk

studi kasus, dimana data dihimpun melalui :

1. Riset lapangan, yang melalui :
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- Observasi atau pengamatan langsung kegitan Bank,

- Wawancara dengan pejabat yang menangani pemberian-

kredit,

- Mempelajari dokumen-dDkumen milik Bank serta pera-

turan—peraturan perbankan yang berkaitan dengan

perkreditan.

2. Riset kepustakaan, terutama mengenai hal-hal yang

relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.7. Lokasi dan Waktu penelltian

Dalam penulisan Skripsi ini penulis melakukan

penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor

wilayah cabang Bogor, yang berlokasi di Jalan Pengadilan

Bogor. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan

Juni 1997.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan

sistematika penulisan terdiri dari 7 bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang

penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran,

metodologi penelitian, lokasi penelitian serta sistemati

ka penulisan.
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Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini yang merupakan landasan teori akan

menguraikan tentang pengertian pengendalian intern,

pentingnya pengendalian intern, unsur—unsur pengendalian

intern, tujuan pengendalian intern, keterbatasan

pengendalian intern, pengertian Bank, jenis-jenis Bank

di Indonesia, pengertian kredit, kredit pemilikan rumah,

pengendalian intern pemberian kredit yang meliputi ;

pengendalian intern kredit, tujuan pengendalian intern

kredit, unsur-unsur atau sarana pengendalian kredit,

pengertian prosedur, prosedur umum perkreditan, analisa

kredit, administrasi kredit, serta pengawasan kredit.

Bab III : Obyek dan lietode penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai obyek peneli

tian dan metode penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil peneli

tian dan pembahasan serta pengujian hipotesa.

Bab V : Rangkuman

Dalam bab ini penulis akan menyajikan rangkuman dari

bab I sampai dengan bab IV.
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Bab VI : Slmpulan dan Saran j

Dalam bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan

dari bab I sampai bab V, serta saran bila perlu.

»

Bab VII : Ringkasan

Dalam bab ini penulis akan menyajikan ringkasan jdari
keseluruhan hasil penulisan.



XX

TIN JAUAN E>USTAK:A

2.1. Penaendalian Intern

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan, berperan

penting., karena dengan adanya pengendalian intern, semua

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah

diprogramkan dan dengan adanya pengendalian intern

tersebut dapat mengurangi berbagai kesalahan baik yang

disengaja maupun yang tidak disengaja.

2.1.1. Penoertian Penaendalian Intern

Menurut Drs. La fnidjan,Ak, Pengendalian intern

yaitu 5

"Msliputi struktur argsnisasz dsn segala cars serta
tindakan—tindakan dalam suatu perusahaan yang saling
dikoordinasikan yang dimaksudkan untuk mengamankan harta-
nySf menguj i ketelitian dan kebenaran data akuntansinysj,
meningkatkan ef isiensi operasinya serta mendorong
ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah
digariskan oleh pimpinan perusahaan." (9: Z'6}

Menurut Barry E. Gushing yang disadur oleh Drs.

Ruchyat Kosasih pengendalian intern yaitu ;

"Pengendalian intern (Internal Contrail) meliputi rencana

organisasi dan semua metode yang dikoordinir dan tindakan

atau aturan yang ditetapkan dalam suatu perusahaan untuk

mengamankan harta kekayaannya, mencek ketelitian dan

keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi

operasi dan mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh manajemen." (1: 7B)

15
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Sedangkan menurut AICPA yang disadur oleh Cecil

Gillespie dalam bukunya Accounting System, Procedures and

Method adalah sebagai berikut :

"Iternal Control comprises the plan of organization and
all the coordinate methode and measure adopted within
a  busines and safeguard its assets, check the accurary
and reliability of its accourge adherence to presoribed
managerial policies

(6: IBS)

"Pengawasan intern meliputi struktur organisssi dan semua
cara-cara serta alat-alat yang dikoardinasikan yang
digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untttk menjaga
keamanan harta milik perusahaan^ memeriksa ketelitian dan
kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam
operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan
manjemen yang telah ditetapkan lebih dahulu".

Dari ketiga pendapat tersebut diatas dapat disimpul-

kan bahwa pengendalian intern adalah meliputi struktur

organisasi, metode-metode, teknik-teknik, serta segala

sumberdaya organisasi/perusahaan yang terkoordinasi

dengan tujuan untuk mengamankan harta perusahaan,

menyediakan data yang dapat diandalakan, meningkatkan

efisiensi operasi, serta untuk mendorong ditaatinya

setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Pentinonva Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang baik sangat penting sekali

dan berperan didalam mencapai tujuan perusahaan. Yang

mana tujuan perusahaan pada umumnya mengeluarkan biaya

sekecil mungkin dan mendapat keuntungan sebesar—besarnya.
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Beberapa hal yang menyebabkan pentingnya

pengendalian intern menurut Prof.Dr.H.S Hadibroto, yaitu:

1. Perkembsngan ruang gerak dan ukuran perusahaan yang
telah menyebabkan struktur organisasi menjadi rum it dan
luaSf sehinga untuk mengai^asi operasi secara efektif,
manajemen tergantung kepada kepercayaan terhadap berbagai
laporan dan analisa.

2. Tanggung utama untuk melindungi harta perusahaan,
mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta
kecurangan-kecurangan terletak pada manajemen, sehingga
manajemen harus mendirikan sistem penga^asan intern ysng
sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut,

3- PengaMasan oleh lebih satu orang merupakan ciri khas
dari sistem pengah/asan intern yang dapat menutupi keku-
rangan pada manusia, sehingga kesalahan-kesalahan maupun
kecurangan-kecurangan dapat diketahui segera, Manajemen
akan lebih percaya terhadap data.

4. Pemeriksaan secara detail oleh akuntan publik tidak
praktis, dan terjadi setelah akhir tahun. Kenyataan ini
telah mendorong manajemen-manajemen untuk berusaha men-
dirikan sitem pengamasan intern yang baik. (7s 5)

Sedangkan menurut Anthony, pentingnya pengendalian

intern karena adalah :

Bagasan pengendalian akuntansi selama bertahun-tahun

pada organisasi-organisasi bisnis. Untuk memastikan

bahwa kekeliruan dan ketidak beresan dapat dikurangi,

pengendalian akuntansi internal meliputi :

1. Plat untuk memastikan bahh/a transaksi hanya dilaksa-

nakan atas ijin manajemen.

2. Plat untuk memastikan bahi^/a semua transaksi dicatat

untuk memungkinkan, paling sedikit penyusunan lap>oran

keuangan yang layak dan untuk menjaga pertanggungjat^aban

sumberdaya.
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3- i^lat untuk memastikanf cfengan pemeriksaan fisik herka-

la dan psrhitungan sumberdaya organisasif baht-^a laporan

yang mencaiat pertanggungjah>ban untuk sumberdaya arganxs-
asx adalah benar.

4, Cara untuk memastxkan bahtva penggunaan sumberdaya
sepertx persedxaan dan barang dagangan atau peralatan dan

mesxn hanya dxlakukan dengan xjin tertulxs manajemen.

(3: 23-24)

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan

mengenai pentingnya pengendalian intern ialah, disamping

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mengantisipasi

perkembangan usahanya juga untuk mencegah terjadinya

kecLirangan-kecLirangan yang dapat mengakibatkan kerugian

pada perusahaan serta untuk mengetahui berapa nilai

sumberdaya perusahaan yang sebenarnya.

2.1.3. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Drs. Lamidjan, Ak, unsur-unsur yang menun-

jang terlaksananya sistem pengendalian intern yang baik

adalah sebagai berikut :

jf, i^danya struktur organxsasi yang menggambarkan pemx-
sahan fungsx (segregation of fungtion) dan pekerjaan

yang tepat. Fungsi-fungsi yang harus dipisah adalah :

- fungsi penguasaan/operasi_,

- fungsi pencatatanf

- fungsi penyimpanan,,

- fungsi pengai^asan,

2. Sistem pemberian h/et^nang dan prosedur pencatatanf
3. Unsur pelaksanaan yang wajar (praktek yang sehat),

4. Unsur kualitas pegan/aif

5m fidanya suatu bagian pengahfasan intern ( internal-

audit) (9: 38-42)
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Sedangkan menurut J.B Heckert Dalam pengertian yang

menyelLiruh, untuk memenuhi tujuan yang luas dari pengen-

dalian intern yang baik adalah sebagai berikut :

1. Personalia yang kompeten dan dapat dipercaya, disertaz
adanya gar is weh/enang dan tang gang ja»ah yang ditetap
dengan jelas,

2. Pemisahan tugas yang memadai (segregation of duties)f
terdiri dari :

a. Pemisahan tanggung jatvab operasional dari pembukuan
keuangan.

b. Pemisahan fungsi penjagaan harta dari catatan-cata-

tan akuntansi.

c. Pemisahan fugsi pemberian otorisasi untuk transaksi
-transaksi dari fungsi penjagaan/pemeliharaan harta
apapun yang ada hubungannya.

d. Pemisahan tugas-tugas didalam fungsi akuntansi,

J. Prosedur-prosedur yang wajar untuk pemberian otorisasi
terhadap transaksi-transaksi.

4, 4>danya catatan dan dokumen yang memadai.

5. Adanya pengai^asan secara fisik yang »ajar baik ter—
hadap sumberdaya maupun catatan-catatan,

6, Prosedur—prosedur yang h/ajar untuk pembukuan yang
memadai»

7. Adanya suatu sistem untuk verifikasi yang independen.
(S! 129-130)

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan pada

dasarnya unsur-unsur pengendalian intern yaitu s

1. Personalia yang kompeten dan dapat dipercaya,

2. Pemisahan tugas yang memadai

3. Prosedur—prosedur yang wajar untuk pemberian

otorisasi terhadap transaksi-transaksi,

4. Adanya catatan dan dokumen yang memadai ,

5. Adanya pengawasan secara fisik yang wajar baik
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terhadap harta maupun catatan-catatan,

6. Prosedur-prosedur yang wajar untuk pembukuan yang

memadai,

7. Adanya suatu sistem untuk verifikasi yang inde-

fenden.

2.1.4. Tu-iuan Penaendalian Intern

Alasan dari dibentuknya suatu sistem pengendalian

intern oleh suatu perusahaan adalah untuk membantu

tercapainya tujuan. Sistem pengendalian ini dipilih

dengan memperbandingkan antara biaya yang harus dikeluar—

kan dengan manfaat yang diharapkan.

Dalam merancang suatu sistem pengendalian intern

yang baik, secara khusus manajemen memperhatikan ke empat

tujuan berikut ini :

1. Mengamankan harta/kekayaan perusahaan,

2. Menyediakan data-data yang dapat diandalkan,

3. Meningkatkan efisiensi operasi,

4. Mendorong ditaatinya setiap kebijaksanaan yang

telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan

pengendalian intern adalah untuk mengamankan harta peru

sahaan, untuk memperoleh data/informasi yang dapat dian-

dalakan, untuk mencapai efisiensi operasi, serta untuk

mendorong ditaatinya setiap kebijakan yang ditetapkan.
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2.1.5. Keterbatasan Penaendalian Intern

Keterbatasan pengendalian intern adalah adanya

faktor-faktor yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem

pengendalian intern sebagaimana yang diharapkan. Menurut

Tuanakotta, keterbatasan tersebut meliputi ;

a. Persekongkolan;

Persekongkolan menghancurkan sistem pengendalian
inetrnf yang bagaimanapun baiknya, Dengan adanya perse
kongkolan f pemisahan tugas seperti tercermin da lam renca-
na dan prosedur perusahaan merupakan tulisan diatas

kertas belaka, Pengendalian intern mengosahakan agar
persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, misalnya
dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan menjalan-
kan tugas-tugas yang bertentangan oleh mereka yang mem-
punyai habungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti
dan seterusnya^ Pkan tetapi pengendalian intern tidak

dapat menjamin bahua persekongkolan tidak terjadi,

b. Biaya

Tujuan pengendalian intern bukanlah untuk sekedar

pengendalian, Pengendalian berguna dan diperlukan untuk
berlangsungnya pelaksanaan tugas/usaha yang efisien dan
mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan, Pen

gendal ian juga harus mempertimbangkan biaya dan kegunaan-
nya. Biaya untuk mengendaliakan hal-hal tertentu mungkin
melebihi kegunaannya,

c. Kelemahan Manusia

Banyak kebobolan terjadi pada sistem pengendalian
intern yang secara teoritis sudah "baik" . Karena pelak-
sanaanya adalah manusia yang mempunyai kelemahan. Misal-
nyaf orang-orang yang harus memeriksa apakah prosedur-

prosedur tertentu sudah/belum dilaksanakanf sering—sering
membubuhkan parapnya secara rutin dan otomatis tanpa
benar-benar melakukan pengah/asan, Lobang-lobang kecil
semacam ini cukup bagi si pembuat kecurangan untuk

meneruskan kecurangan tersebut tanpa diketahui,

(17 : 98-99)
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Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

pengendallan intern yang balk adalah pengendalian intern

dimana semua unsur-unsurnya saling berhubungan dan

berfungsi, karena apa bila salah satu unsur pengendalian

intern tidak berfungsi maka pengendalian intern tersebut

tidak ada gunanya.

2.2. Penaertian Bank dan Kredit

2.2.1. Pengertian Bank

i4. Abdurrachntan dalam Ensikloedia Ekonomi Keuangan

dan perdagangan yang dikutip dari buku kelembagaan Pef—

bankan (Thomas suyatno,dkk) menjelaskan bahwa;

"  Bank adalah suatu Jenis lembaga keuangan yang melaksa-
nakan berbagai macam jasa sepertif /nemberikan pinjamanf
mengedarkan mata uang, penga»asan terhadap mata uang.,
bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda
berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan
Iain-lain".

(16: 1)

Sedangkan menurut Undang—undang Perbankan No. 7

tahun 1992 tentang ketentuan umum pada Bab I pasal 1,

yang dimaksud dengan Bank adalah:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masya-
rakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hid up rakyat
banyak (18: 3)

Sedangkan menurut Undang—undang Perbankan No. 14

tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan pada Bab I, yang

dimaksud dengan Bank adalah :
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a. "B&nk" sdalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu 1intas
psmbayaran dan peredaran uang.

b. "Lembaga Keuangan" adaiah semua badan yang melalui
kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari
dan menyalurkannya kedalam masyarakat, (19t 13)

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

disamping menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat

ada dua fungsi terpenting dari bank sebagai lembaga

keuangan, yakni:

1. Fungsi sebagai perantara dalam perkreditan, yaitu :

a. Kredit aktif : Bank bertindak sebagai pemberi

kepuasan terhadap kebutuhan kredit.

b. Kredit pasif : Bank sebagai penerima kredit beru-

pa dana-dan yang dipercayakan masyarakat kepada

bank berupa giro, deposito, tabungan dan lain

lain, juga dana dari bank Indonesia.

2. Fungsi sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedar-

kan uang, baik berupa uang kartal maupun uang giral.

2.2.2. Penoertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu

Credere, yang artinya kepercayaan. Kepercayaanlah yang

terkandung dalam perkreditan antara pemberi (kreditur)

dan penerima (debitur). Dengan demikian seseorang yang

memperoleh kredit pada dasarnya memperoleh kepercayaan.
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Pengertian yang secara umum dipergunakan dalam

dunia perbankan di Indonesia adalah yang ditetapkan dalam

Undang—undsng No. 14/196i7 sebagai berikut :

"  Kredit " adalah penyediaan uang atau tagihan~tagihan
yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persstujuan
pinja/n meminjam antara Bank dengan lain pihak dalam hal
mana pihak peminjam berkeh/aj iban melunasi hutangnya
seteiah jangka waAtu tertentu dengan jumlah bunga yang
telah ditetapkan^ (19: 13)

Sedangkan dalam Undang-undang No, 7/1992, tentang

Perbankan j, disebutkan pengertian kredit adalah ;

" Kredit " adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan dengan pihak
lain yang meMaj ibkan pihak peminjam untuk melunasi hu
tangnya seteiah jangka waktu tertentu dengan jumlah
bungaf imbalan atau pembagian hasil keuntungan. " (18: 4)

Berdasarkan pengertian diatas, jelaslah bahwa kredit

berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan pinjam meminjam

antara pihak Bank dan pihak lain/peminjam atas dasar

perjanjian dan akan mengembalikan pokok pinjaman serta

bunga pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit terkandung

berbagai unsur, dan yang terpenting adalah kepercayaan,

resiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.

2.2.3. Kredit Pemilikan Rumah J[. KPR J.

Secara khusus pengertian kredit pemilikan rumah

sampai sejauh ini masih belum ada, namun bisa dikatakan

bahwa kredit pemilikan rumah adalah suatu kredit yang
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dikeluarkan oleh suatu Bank/lembaga keuangan untuk mem-

bantu masyarakat dalam hal perumahan.

Ada bermacam-macam kredit pemilikan rumah sebagai

contoh diantaranya yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan

Negara C BTN ] yaitu ;

1. KPR paket - A

Terdiri dari : I. Paket A-1

II. Paket A-2

I . KPR paket A-1 dibagl dua yaitu :

a. KP—RSS (kredit pemilikan rumah sangat sederhana)

yaitu kredit yang diberikan BTN kepada golongan

masyarakat berpenghasiIan rendah yang ingin mem-

beli rumah sangat sederhana dengan bantuan sub-

sidi yang berupa bunga yang relatif rendah.

b. KP-KSB (kredit pemilikan kapling siap bangun)

yaitu kredit yang diberikan oleh BTN kepada masya

rakat yang berkeinginan membeli tanah untuk memba-

ngun rumah sediri,dengan syarat penghasilan pemo-

hon tidak melebihi Rp. 175000/bulan dan luas tanah-

tidak melebihi 72 meter persegi

II. KPR paket A-2

KPR paket A-2 atau disebut juga KPR GRIVA INTI

merupakan suatu paket pembiayaan pembelian rumah-

yang diberikan BTN kepada masyarakat yang ingin-

membeli rumah sederhana berikut tanah dengan luas-

bangunan bertipe T.18, T.21, T.27j, dan T.36.
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2. KPR paket -B

KPR paket -B disebut juga KPR—GRIYA MADYP adalah

fasilitas kredit perumahan yang diberikan oleh BTN-

untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan luas-

bangunan tidak melebihi 70 meter persegi.

3. KPR paket -C

KPR paket -C atau disebut juga dengan KPR-GRIYA TAMP

adalah fasilitas kredit yang diberikan BTN untuk

pembelian rumah berikut tanahnya dengan standar -

bangunan diatas ketentuan rumah sederhana (RS) dan

merupakan kredit pemilikan rumah komersil BTN yang

diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasiIan

menengah keatas, (rumah yang lebih ideal).

4. KP~RUHA (kredit pemilikan rumah usaha)

KP-RUHA adalah kredit yang disediakan oleh BTN bagi

perorangan yang ingin membeli rumah usaha, yaitu

bangunan rumah yang berfungsi ganda, sebagai sarana

tempat usaha dan sekaligus sebagai rumah tempat ting

gal misalnya Ruko atau rumah toko dan Rukan atau ru

mah kantor, dan lain sebagainya. (12: 13-16).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit

pemilikan rumah adalah kredit yang diberikan oleh

Bank/lembaga keuangan kepada masyarakat yang ingin membe-

li/memiliki rumah, baik untuk golongan ekonomi lemah

maupun untuk golongan ekonomi menengah keatas, atau

untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan

investasi.
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2.3. Sistem Pengendalzan Intern Pemberian Kredxt

2-3.1. Pengertian Penaendalian Intern Kredit

Secara khusus pengertian pengendalian intern kredit

sampai sejauh ini masih kabur, namun didunia perbankan

pengertian pengendalian intern kredit atau pengendalian

kredit lebih dikenal dengan sebutan Pengawasan kredit,

secara spesifik pengertian pengawasan kredit selaras

dengan pengertian pengawasan dalam arti luas.

MenLirutI>rs. Teguh Pud jo Muljona, Akt dalam bukunya

yang berjudul " Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial

" Pengawasan kredit adalah ;

"  Salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk
penjagaan dan pengamanan dalam pengelalaan kekayaan bank
dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien^
guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan
dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijak-
sanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusaha-
kan penyusunan adminstrasi perkreditan yang benar

(15: 423)

Sedangkan menurut J>R. Faried Uijaya M, MA dalam

bukunya "Perkreditan & Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan

Kita", pengawasan kredit adalah ;

" Psda dasarnya dijalankan pengat^asan kredit secara
aktif maupun pengai^asan kredit secara pasif. Pengawasan
kredit dilakukan terutama didasarkan pada Japoran-Japo-
ran tertuliSf misalnya struktur organisasi pemberian
kreditf catatan kreditf laparan secara berkala mengenai
kredit yang diberikan, prosedur pemberian kredit dan
informasi lain yang diperlukan,. seperti tingkat suku
bungaj macam serta sifat deposito ".(15: 57)
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Dan menurut R. TJipto Rdinugroha dalam bukunya

" Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis,

dan Penuntun " mengemukakan s

" Untuk d&pat mengerjakan pemberantasan tunggakan
secara tertih sehingga tindakan-tindakan yang perlu
diambil tidak terlambatf maka syarat utamanya ialah
adminstrasi yang tertlb dan szstem admznxstrasi pznjaman
yang dapat mengzkuti jalannya perkreditan secara up to
date mempunyaz bermacam-macam carak ".(13: 157)

Dari ketiga pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa pengawasan kredit adalah, suatu tindakan pengamanan

fasilitas kredit yang dilakukan oleh bank secara seksama

atas perjalanan kredit secara keseluruhan maupun secara

individual, pernasabah/debitur dengan melakukan pengawa

san secara aktif maupun secara pasif, perkreditan yang

sehat akan mengurangi tunggakan dengan pengertian bahwa

adanya tunggakan pasti tidak dapat dicegah, oleh karena

itu guna mengefektifkan dana perkreditan dibutuhkan suatu

alat yang dapat membantunya yaitu administrasi sebagai

alat pengawasan.

2.3.2. Tujuan Penoendalian Intern Kredit

Secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai

dari pengawasan kredit atau pengendalian kredit itu sen

diri adalah sejalan dengan batasan/pengertian pengendali

an tersebut diatas, atau secara lengkap menurut Drs.Teguh

Pudjo Muljona dalam bukunyc* Manajemen Perkreditan Bag!

Bank Komersial, tujuan pengendalian kredit adalah :
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a. Agar penjagaan/pengai^asan da lam pengelolaan
kekayaan Bank, dibidang perkreditan dapat dilakukan
dengan lebih baik untuk msnhindarkan penyeleh>engan-psn-
yelewengan baik dari oknum-oknum ekstern Bank/intern
Bank.

b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data

administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan doku-
mentasi perkreditan yang lebih baik,

c. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan dan
tata laksana usaha dibidang perkreditan dan mendorong
tercapainya rencana yang ada.

d. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah
ditetapkan seperti tersebut diatas manual perkreditan
surat-surat edaran dan dapat dipatuhi dan dilaksanakan
dengan baik. (.15: 424)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

tujuan/sasaran pengendalian kredit adalah; menjaga ke

kayaan Bank dari penyelewengan oknum-oknum ekstern/intern

Bank, ketelitian dalam administrasi perkreditan, memaju

kan efisiensi dan mendorong tercapainya rencana yang ada,

serta ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

2.3.3. Sarana Penoenda1ian Intern Kredit

Sarana pengawasan/pengendalian dalam perkreditan

adalah sama dengan sarana administrasi perkreditan namun

mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Sarana pengawasan

tersebut yang mempunyai tingkatan tertinggi tentu dimulai

dengan perangkat perundang-undangan yang mengatur dan

kegiatan perdagangan pada umumnya dan khususnya yang

mengatur bidang perkreditan.
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Dan agar ketentuan -ketentuan diatas dapat berjalan

dengan baik maka perlu dituangkan dalam bentuk sarana

/pengendalian yang berupa hardware dan software. Secara

lebih konkrit sarana pengendalian tersebut menurut :

Drs. Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya Manajemen

Perkreditan bagi Bank Komersial meliputi;

A. Sarana perangkat keras (hardttare) meliputi pula :

- Berhagai bentuk "standarl ized forms" yang dipakai
oleh bank yang bersangkutan dibidang perkreditan

- Berbagai alat tulis kantor, invesible ball point-
magnetic inkf carbonized paper,

~ Alat-alat perkantoran, peralatan-peralatan untuk
mendeteksi dokumen palsu, mesin addreso, graph-
dan lain sebagainya,

- Mesin-mesin tik baik manual maupun elektronik,-
mesin-mesin/aiat-alat hitung, komputer atau -
sejenisnya,

- Filling cabinet yang memadai, alat-alat komuni-
kasi telepon, teleks, facsimile dan alat-alat -
ekspedisi lainnya untuk menyampaikan informasi-
secara cepat aman dan rahasia,

- i^lat-alat transportasi untuk pelaksanaan inspeksi-
on the spot keproyek nasabah yang tersebar lokasi-
nya dan Iain-lain,

B. Tenaga kerja,

Manusia sebagai pelaksana agar perangkat-perangkat

tersebut dapat berfungsi maka harus ada tenaga operator

yang mengoperasikan, maupun yang mengelolanya (memanage).

C. Perangkat lunak Csoftt«are),

Agar perangkat keras dan tenaga kerja tersebut dapat

bekerja dengan baik dan terarah, maka perlu ada sekumpu-



Ian aturan permainan yang disusun secara sistematis yang

berlaku dalam organisasi bank yang bersangkutan maupun

yang berlaku secara khusus pada bagian perkredxtan.

Perangkat-perangkat yang diperlukan sebagai alat

pengawasan tersebut antara lain meliputi ;

- Wanuai of operationf yaitu buku-buku pedoman kerja
untuk segala jenis kegiatan usaha perbankan pada umumnya
maupun dibidang dibidang perk reditan khususnyaf

- ̂ pabila ada ketentuan-ketentuan/kebikaksanaan yang
harus secepat mungkin dximplementasikan dapat pula dit-
uangkan dalam bentuk surat—surat edaran/sirA'uJasi, in-
struksi-instruksi tertulis sebelum nantinya dituankan
dalam up dating buku pedoman kerja tersebut,

~  Struktur organisasi dan pembagian kerja, dengan
adanya struktur organisasi dan pembagian kerja yang baku
dalam suatu Bank (bagian kredit) maka garis t^ewenang dan
tanggung jawab setiap aparat perkreditan akan menjadi
jelas,

~ Struktur dari sistem dan prosedur kerja yang baik,
dengan adanya sistem dan prosedur kerja yang sistematis
tersebut akan sangat membantu semua pihak dalam melaksa-
nakan tugasnya sehari-hari,

- Fendidikan Pegan/ai, salah satu syarat internal
kontrol yang baik menetapkan persyaratan adanya pegat^ai
yang mempunyai kualitas yang sesuai dengan tanggung
jahiabnya,

- Job rotation/mutasi pegat^ai, mutasi pega»ai dida-
1am suatu Bank /bagian perkreditan mempunyai arti yang
sangat penting bagi pengapvasan karena dengan mutasi ini,
seorang pegawai akan dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman pada lain tugas pekerjaan dan juga untuk
menghilangkan kejenuhan,

- Cuti pegawai, cuti pega^ai merupakan sarana penga-
p^asan yang baik, karena dengan adanya cuti akan memberi-
kan pfaktu istirahat fisik dan mental para pega»ai, hingga
demikian kesalahan akibat keletihan kerja dapat diku-
rangi, dan dapat juga sebagai salah satu internal chek,
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- Anggaran/Budgetf anggaran yaitu rencana kerja yang
dimanifestasikan dalam kesatuan nilai uang, anggaran
dapat dijadikan talak ukur dalam menilai berhasil atau
tidaknya suatu aperasi/proyek yang telah direncanakan.

(15: 426-431)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-

unsur atau sarana pengendalian kredit meliputi struktur

organisasi(perkreditan), metode-metods, prosedur—prose-

dur, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan

oleh perusahaan, serta hardware (perangkat keras) yang

mendukung operas! perusahaan umumnya dan perkreditan

khusLisnya.

2.3.4. Penoertian Prosedur dan Prosedur umuin perkreditan

2.3.4.1. Pengertian Prosedur

Menurt Cecil Gillespie dalam bukunya "Accounting

System, Procedure and Method", dikemukakan :

A procedure is a sequence of clerical operations^

usually involving several people in one or more

departement established to ensure uniform handling

or a recuring transaction of business ".(6: 2)

Sedangkan menurut W. Gerald Cole yang disadur oleh

Dr. Zaki Baridwan, M.Sc, Ak., dikemukakan :

" Prosedur adalah suatu urutan-urutan dari pekerjaan

yang biasanya tnelibatkan beberapa orang dalam

suatu bagian atau lebihf disusun untuk menjamin

adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang terjadi". (20: 3)
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Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

prosedur adalah suatu Qrutan pekerjaan yang melibatkan

beberapa orang, beberapa departemen/bagian atau lebih

untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi

yang terjadi berulang-ulang.

2.3.4.2. Prosedur umum Pemberxan Kredit

Setiap permohonan kredit dapat diajukan secara

tertulis kepada pihak Bank, tanpa melihat berapa jumlah

kredit yang diminta. Permohonan kredit itu sendiri meru-

pakan syarat yang paling penting di dalam pemberian

kredit dan hal ini harus diperhatikan secara teliti dan

benar oleh tim pelaksana pemberian kredit.

Menurut Drs. Thomas Suyatna dan kanan-kat^n^ dalam

bukunya yang berjudul " Dasar-dasar Perkreditan " edisi

keempat, prosedur umum perkreditan meliputi :

1. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup ;

<3- permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasi
litas kredit.

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang -
berjalan.

c. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku -
kredit yang telah berakhir jangka hfaktunya.

d. Permohonan-permahonan lainnya untuk perubahan -
syarat-syarat fasil itas kredit yang sedang ber-
jalaOf antara lain penukaran jaminan, perubahan—
atau pengunduran Jadi^al angsuran dsb.



- Berkas

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri

dari;

a- Surst-surat permohonan nasabah ysng ditandatanga-
ni secara lengkap dan sah,

b. Daptar isian ysng disediakan oleh bank yang seca
ra sebenarnya dan lengkap dxxsx oleh nasabah.

c. Daptar lampxran kaxnnya yang dxperlukan menurut-
jenxs fasxlxtas kredxt,

— Pencatatan

Setiap surat permohonan kredxt yang dxterxma ha ruts dxca-
tat da lam register khusus yang disediakan.

- Kelengkapan dan Berkas Permohonan Kredit

Permohonan dxnyatakan lengkap bila telah memenuhi persya-
ratan yang telah ditentukan utntutk pengajuan permohonan

menurut jenis kredxtnya. Selama permohonan kredit sedang
dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipeli-
hara dalam berkas permohonan.

— Formulir Daptar Isian Permohonan Kredit

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan,.
bank mempergunakan Daptar Isian Permohonan Kredit yang
harus diisi oleh nasabah. formulir-formulir neracaf
daptar rugi/1 aba.

2. Penvidikan dan flnalisxs Kredit

a. Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi)

kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

1. b/ai^ancara dengan pemohon kredit atau debitur,

2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan -
kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank -
maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi-
antar bank dan pemeriksaan pada daptar-daptar hitam -
dan daptar-daptar kredit macet.



3, Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kei^ajiban -
mengenaz hal-hal yang dikemukakan nasabah dan xnforma-
si lainnya yang diperaleh,

4. Penyasunan laporan seperlunya mengenai basil penyidi
kan yang telah dilaksanakan.

b. Yang dimaksud analisis kredit adalah pekerjaan

yang meliputi :

1. Nempersiapkan pekerjaan—pekerjaan penguraian dari sega
la aspekf baik keuangan maupun nonkeuangan untuk menge
tahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan -
suatu permohonan kredit,

2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi
penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-
alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambi -
Ian keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah,

c. Setiap permohonan kredit harus diadakan

penyidikan dan analisis seperti termasuk dalam butir

(a) dan (b).

d. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang

berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan

analisis dilakukan oleh kredit analisis. Pembagian kerja

tersebut apabila organisasi bagian kredit memung-

kinkannya. Apabila bank tidak mempunyai petugas khusus

untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, penyelidikan dan

analisis dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank

bersangkutan pimpinan bank dianggap cakap yang dapat

ditunjuk untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan

tersebut.

— Berkas dan Pencatatan

-  Berkas-berkas permohonan dan dokumen-dokumen
laporan untuk penyidikan dan analisis harus diper-
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Ja/fuA'an sesuai dengan sifat rahasza dari informasi
yang dipsroleh.

- Fetugas penyidikan dan petugas analisis memelihara
catatan seperlunya mengenai pekerjaannyaf sehingga dapat
dijadikan alat untuk mengetahui dan menafsirkan pekerjaan
yang sudah dan sedang dilakukannya.

— Data Pokok Minimal dan Analisis Pendahuluan

Pada saat ini berlaku ketentuan bahwa usul fasilitas

kredit harus memuat data pokok minimal mengenai aktivitas

Lisaha, disertai dengan analisis seperlunya antara lain :

a- Realisasi pembelian, produksi dan penjualan,
b, Rencana pe/nbelian,, praduksi dan penjualan,,
c, Jaminan,

d, Laporan-laporan keuangan/ financial statement^
e- fikiivitas R/K (giro dan atau NMP},,
f. Data kualitatif dari nasabah/calon debitur.

— Penilaian Data

Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya

atas kewajaran dan konsistensi dari data dan informasi

yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-

analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpu-

lan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan

keputusan.

Penelitian tersebut meliputi :

1. Penelitian atas real isasi-real isasi usaha.,
2, Penelitian atas rencana-rencana usaha,
J. Penelitian dan penilaian barang-barang jaminan -

tambahan,
4. Financial statement sebagai syarat,,
5, Penelitian pendahuluan atas laporan-laporan keu-

ngaOf

6, Rnalisa kebutuhan modal kerja,
7. Analisis kebutuhan investasi.



37

3- *v»pnf-iic;an atas Permohonan Kred it

Dalam hal ini, yang dimaksud keputusan adalah setiap

tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak

mengambil keputusan berupa menolakj, menyetujui atau

mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat

yang lebih tinggi.

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhat-

ikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya

tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis

kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi

lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus

dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi).

— Wewenang Mengambil Keputusan

a. Wewenang kepala bagian kredit/cabang ;

1. Ssmpai dengan jumlah permohonan dalam jenis

kredit yang ditentukan oleh direksi/kantor pusatf kepala

bagian kredit/kepala cabang diberi t^et^enang untuk memu-
tuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengu

sulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat.

2. Jika permohonan berada diluar batas i^et^enangnya,
cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan

fasilitas kredit tersebut kepada direksi/kantor pusat
disertai hasil penilaian serta kesimpulan-kesimpulan dan

usul—usul yang definitif.

b. Wewenang direksi/kantor pusat 5

Direksi/kantor pusat memberikan keputusan permohonan
fasilitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit/cabang
setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit

yang diusulkan.
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c. Direksi/kantor pusat dengan Bank Indonesia ;

Tentang Jenis-jsnis kredit yang menurut ketentuan
memerlukan persetuj uan dari Bank Indonesiaf terlebih
dahulu kantor pusat akan meneruskan prmahonan kredit
tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan
kepada cabanpf baru dilakukan setelah mendapat keputusan
dari Bank Indonesia.

— Laporan Penggunaan Wewenang

a, Setiap keputusan yang diambil oleh bagian
kredit/cabang da lam hubungannya dengan wewenangnya., baik
berupa persetujuan maupun penolakan atas permahonan
fasilitas kredit, harus dilaporkan ke direksi/kantor
pusat yang umumnya berupa tembusan surat dalam sub (a.2)
di atas, serta tindakan analisa lengkap. Setelah itu
dikirim kepada biro yang membidanginya.

b. Setiap keputusan harus diberitahukan kepada pemohon
secara tertul is*

- Cara Pengusulan

Pada prinsipnya pengusulan permohonan kredit ke

direksi/kantor pusat harus dilakukan denga surat. Apabila

dipandang perlu, pengusulan dapat diajukan melalui

kawat/teleks yang kemudian harus selalu ditegaskan dengan

suratj disertai penjelasan-penjelasan yang diperlukan.

Dalam hal bagian kredit atau cabang memutuskan untuk

mengusLilkan permohonnan kredit kepada direksi/kantor

pusat, maka dalam surat usul harus dimuat minimal data

sebagai berikut :

a. Informasi mengenai nasabah selengkapnya,
b. Aktivitas usaha nasabah,

c. Jaminan,
d. Financial statement,

e* Cash flow projection,
f* /iktivitas rekening.
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- Formulir Usul Perpanjangan Jangka waktu Kredit

Khusus untuk perpanjangan jangka waktu kredit dengan

jangka pendek, harus mempergunakan formulir yang tela

ditentukan. Pada dasarnya usul-ueul disampaikan atas

dasar kesimpulan dari data dan hasil analisis.

Penalskan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan kredit bisa terjadi :

1. Oleh baglan kredit atau cabang,

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-

nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi

persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan

adalah :

a- Semua keputusan penolakan harus disampaikan
secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan
penolakannya,

b. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam
rangkap tiga /

- asJi dikirim kepada pemohon,
- lembar kedua beserta copy (salinan) surat permoho

nan nasabah dikirim kepada direksi, dan
- lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kan-

tor cabang.

c. Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika
dimintaf semua berkas permohonan dapat dikembalikan
kepada pemohon kecuali surat permohonannya.

d. Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan^
berarti jangka Maktu kredit tidak diperpanjang. Bank
harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan
semua keh/ajibannya kepada bank atau mengajukan rencana

pelunasannya.
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e- Da lam hal penolakan tambahan kred it, maka barus
ditegaskan haht^a nasabah hanya tetap menikmati limit
kred it yang telah yang telah disesuai semula, Berkas-
berkas permohonan tambahan tidak dikembalikan kepada
pemohan.

f. Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya
dari kred it yang sedang berjalan, maka nasabah tetap
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disetujui semula. ̂ pabiala permohonan peruba
han syarat-syarat ini menunjukan hubungan dengan gejala-
gejala yang tidak sehat,. maka harus diambil tindakan
pengamanan berupa in\/-entarisasi jaminan dan memberikan
bimbingan dan penga^iasan yang lebih ketat kepada nasabah.

2. Oleh bagian kredit atau cabang setelah mendapat

keputusan penolakan direksi,

Langkah-langkah yang diambil sama dengan penolakan yang

diuraikan pada sub 1 dengan memperhatikan alasan-alasan

penolakannya yang disampaikan oleh direksi.

^ PersetuJuan Permohonan Kredit

Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah

keputusan bank yang mengabulkan sebagian atau seluruh

permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi

kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut,

maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat

fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh

nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain

seperti dibawah ini;

1. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada

pemohon

1. Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan
kepada pemohon secara tertulis (surat penegasan),
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2. Surat penegasan tersebut harus mencatumkan syrat-
syarat, antara Jain;

a. Maksimum/1imit fasilitas kredit,

b. Jangka hfaktu berlakunya fasil itas kredit,

c. Bentuk pinjamanf

d. Tujuan penggunaan kredit secara jeJas,

e. Suku bungaf

f. Sea meterai kredit yang harus dibayar,

g. Frovisi kredit commitment fee management fee.,

h. Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, ya-
itu keharusan menandatangani surat aksep khusus bagi -
kredit yang mendapat bantuan likuiditas dari bank Indo
nesia. Surat aksep tersebut harus diperbarui setiap -
jatuh hiaktu sesuai masa laku kredit 1 ikuiditas bank
Indonesia yang bersangkutan, perincian barang-barang
jaminan, serta surat pemilikan dan cara pengikatannya,

i. Penutupan asuransi barang-barang jaminan,

j. Sanksi—sanksi sepertif
- denda terlambat pembayaran bunga,
- denda terlambatnya pembayaran angsuran, atau ter

lambat ny a pelunasan,
- denda overdraft,
- sanksi untuk penyimpangan dari syarat-syarat

lainnya dalam perjanj ian kredit,

k. Ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan sesuai keper-
luan (jaminan pribadi/borgtocht dan Iain-lain),

1, Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perpanjangan-
dan tambahan fasilitas kredit,

m, Laporan-laporan yang harus diserahkan,

3. fipabila surat perjanjian kredit telah ditandatan-
gani, maka surat penegasan ini merupakan suatu kesatuaan-
yang tidak dapat d ipisahkan dari surat perjanj ian kredit,
karena dengan tegas telah disebutkan nomor dan tanggal-
nya.

4. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam
1  "T — «



^sli dan lemtar kedua (duplxkat) dikirim kepada
nasabahf

b. Lembar i ' 'iplii. •*• .) <=n?tBlah ditandatangani nasabah
dikembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuan
atas syarat-syarat penyediaan fasilitas kredit. Lembar
kedua tersebut setelah diterima kembali dari nasabah,
kemudian disimpan pada berkas khusus ( map »arkat-
hiarkat kredit),

c. Lembar ketiga dikirim sebagai tembusan antuk direksi,
bersama-sama dengan perjanj ian kredit dan salinan
akte pengikatan jaminan,

d. Lembar keempat antuk berkas surat menurut seri,

e. Lembar kelima untuk berkas per nasabah yang merupakan
arsip harian bagi kredit,

f. flpabial diperluka copy tambahan untuk tembusan kepada
biro/bagian/seksi lain, dapat dibuat sesuai dengan
kebutuhan.

2. Pengikatan Jaminan

Dalam pengitan jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

- Pembedaan jenis jaminan;

a. Jaminan pokak yang terdiri dari barang-barang bergerak
maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung berhubun-
gan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit,

b. Jaminan tambahan dapat berupaf
- Jaminan pribadi atau Jaminan perusahaan yang di

buat secara notariel

barang-barang tidak
bergerak yang tidak
pokak, pada umumnya
BPKB dan surat-surat

rus disimpan dalam

serta Jaminan bank,
bergerak dan barang-barang
dijaminkan sebagai Jaminan
berupa; tanah dari agraria,
bukti pemilikan lainnya, ha-
berkas khusus (map warAat-

kredit) yang disimpan dalam khazanah tahan api,

c. Peminjam dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank
kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjam
tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan in-
stansi-ins tansi yang berwenang, nasabah dapat meminta
bantuan pada bank.



3. Penandaiianganan Perjanjian Kredit

1. Nsssbsh hsrus msnsndstsngsni duplikst surat pensgsssn
pemberian kredit diatas meterai yang cukup dan mengem-
balikannya kepada bank^ Duplikat surat penegasan tersebut
harus disimpan pada map »arkat-hfarkat kredit,

2. Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit,

3. Surat perjanjian kredit harus diberi nomor urut dica-
tat pada register tersendiri,

mzni4. Banyak lembar surat perjanj ian kredit d itentukan
mal da lam rangkap 4 (empat};
- asli untuk bank (cabang) yang harus disimpan pada-

wa rkat kred it,
- lembat kedua untuk nasabah,
- lembar ketiga untuk kantor pusat, dan
- lembar keempat untuk berk as a/n nasabah,

5, Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanj ian
kredit harus diteliti oleh pejabat yang beri^enang. Peja-
bat yang melakukan penelitian dan pemeriksaan tersebut
harus membubuhkan parafnya.

4. Penandatanganan Surat Aksep

1. Khususnya untuk kredit yang diberikan dengan bantuan
1ikuiditas Bank Indonesia diluar KIK/kNKP, nasabah harus
menandatangani surat aksep sebesar limit kreditnya untuk
minimal jangka waktu 12 bulan. Setelah jatuh tempo apabi-
la kreditnya belum lunas, surat aksep ini harus diperba-
harui,

2. Banyak lembar surat aksep dibuat minimal dalam
rangkap 4 (empat)f

- asli untuk Bank Indonesia,
- lembar kedua untuk nasabah,
- lembar ketiga untuk direksi,
- lembar keempat untuk berkas nasabah.

3, Surat aksep harus diberi nomor urut dan dicatat
buku register.

dalam

4, Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat aksep harus
diteliti, Tanda tangan nasabah harus diverifikasi keab-
sahannya dengan bunyi aA'ta perusahaannya/surat—surat
kuasa serta contoh tanda tangan.
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5. Pejsbst csbang y&ng melskuksn verifik&si atas keten-
tuan-ketentuan dalam butir (4) di atas, harus membubuhkan
parafnya, >

6. Surat ak.Bep harus dibsri msterai
dengan ketentuan.

yang cukup sesuai

7. Untuk persetujuen tambahan kredit bila aksep sebelum-
nya belum jatuh tempo, maka surat aksep dibuat sebesar
jumlah kenaikan kredit.

5. Informasi untuk Bagian Lain

1. Karena penatausahaan rekening pinjaman berada dibagian
memberita-

diketahui

kas, maka dibuat memo kepada bagian kas untuk
hukan dengan mencantumkan hal-hal yang harus
aleh bagian kas seperti;

- nama dan alamat nasabah,
~ jenis kredit,
- Jumlah/1imit,

- jangka k/aktu,
- Buku bunga,
- Iain-lain informas i dan syarat-syarat kredit yang—

diperlukan.

2, Apabila perlu, disampaikan pula kepada bagian
ekspor/impor dengan pemberitahuan yang sama agar diketa-
hui baht^a nasabah yang bersangkutan mendapat fasilitas
kredit ekspor/ impor.

3. Untuk 1 dan 2 dapat dilakukan dengan menyampaikan copy
surat pengesahan.

6. Pembayaran Bea Meterai Kredit

1. Nasabah

nya sesuai dengan peraturan bea meterai
ini tidak berlaku bagi nasabah KIK/KNKP yang ketentuannya
telah diatur tersendiri).

2. Bea meterai kredit harus disetorkan

kas negara, sesuai dengan ketentuan kas

harus membayar bea meterai kredit yang besar-

kredit (ketentuan

pada hiaktunya ke
negara setempat.

3. Satu copy ekstra nota debet pembebanan bea meterai
kredit kepada nasabah/debitur dan daptar pentetoran BNK

kepada kas negara, disimpan pada berkas khusus bersama
copy nota pembayarannya.

7. Pembayaran Provisi Kredit atau Commitment Fee

1. Untuk setiap persetujuan kredit, nasabah harus memba-
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yar provisi kredit atau menurut ketentuan yang berlaku.

2. Satu copy ekstra nota debet pembebanan pro\''isi kreditf
disimpan pada berkas nasabah yang bersangkutan sebagi
bukti pembayarannya,

\

8. Asuransi Barang Jaminan

Setiap barang jaminan yang diserahkan kepada bank,
harus ditutup asuransinya atas nama bank cq. nasabah oleh
maskapai asuransi yang ditanjuk (atau yang disepakati
bersama), sebesar harga barang jaminan menurut harga
pasar(full insurance)^ Hal tersebut baik untuk jaminan
pokak maupun jaminan tambahan yang insurable,

2, Hpabila barang jaminan telah ditutup asuransinya
sebelum nasabha memperoleh kredit dari bank maka perlu
dimintakan tambahan syarat banker's clause dari polis
asuransi yang sedang berjalan tersebut, Setelah pal is
asuransi tersebut jatuh tempo, maka bagi penutupan asu
ransi selanj utnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam
butir 1.

3 Cara dan syarat-syarat pertanggungan untuk tiap-tiap
jenis barang barang jaminan, harus mengikuti ketentuan-
ketentuan khusus, antara lain;

a. asuransi kebakaran,
b. asuransi pengangkutan,
c. asuransi kendaraan bermotor, dan Iain-lain^

4. Polis asuransi diminta dari maskapai asuransi mini
mal 31embar;

a. asli bermeterai cukup, disimpan pada berkas jami
nan yang harus disimpan oleh bagian kredit,

b, lembar ke-2 (bermeterai cukup) diberikan kepada
nasabah,

c« lembar ke-3 untuk tembusan kepada direksi,

5. Penatausahaan palis-polis asuransi tersebut, seperti
registrasi dalam kartu, jurnal pembukuan, laparan—laporan
penagihan dan pembayaran premi/penerimaan komisi asuransi
meliputi cara-cara yang ditentukan.

6. Berkas-berkas yang berhubungan dengan penutupan asu
ransi disimpan terendiri, secara nominatif per nasabah,
Berkas tersebut berisi antara lain;

- surat permohonan penutupan asuransi dari bank ke
pada perusahaan asuransi(tembusan atau copy),

- deklarasi asuransi (cover note),
- polis asuransi (lembar asli yang telah exipred),
- bukti-bukti penagihan/pembukuan premi.
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- surat-menyurat yang berhubungan dengan asuransi,
- surat-menyurat mengenai tagihan Cclaim),- dll.

9. Asuransi KCredit

Ada kalanya bahwa jenis-jenis kredit tertentu harus

dipertanggungkan, maka untuk jenis kredit tersebut harus

pula dipenuhi syarat "Asuransi kredit bank".

6. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi

dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank.

Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran

dan/atau pemindahbukuan atas beban rekenig pinjaman atau

fasilitas lainnya.

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah,

bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah

dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan

penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian

kredit/surat aksep borgtocht) mutlak harus mendahului

pencaiaran kredit.

Bentuk Penyediaan Fasilitas Kredit

Fasilitas dapat berbentuk;

1, Penyediaan fasilitae kredit dengan suatu limit
tertentu yang ditarik menurut kebutuhan dengan sifat
revolving. Hal ini biasa dikenal dengan nama "Pinjaman
dalam' Rekening Koran".

2. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya
dilakukan berdasarkan jadwaJ pencairan yang mencapai
suatu limit ysng disetujui.. Kemudian dengan pembayaran
kembali secara sekaligus atau dengan cara angsuran menu-
rut jadt^al.
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3, PenyediAan fasilitas kredit yang pencsiirannya
sekaliguB dengan pembayaran kembali atau dengan ansuran
menurut jadwal tertentu.

4. Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupx
ikatan lainnya yang dapat mengakibatkan kei^aj iban bank
untuk membayar kerpada pihak ketiga,

Cara Pencairan Kredit

Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilaku-
kan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank,
antara Jain pencairan dengan cara menarik cek atau giro
bilyetj, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya
yang oleh bank dapat diterima sebagai perin tab pembaya
ran atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening
pinjaman nasabah.

Bukti Pencairan Kredit

Plat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, pemin
dahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan
menjadi alat bukti pembukuan, Ppabila diperlukan alat
bukti tersebut untuk berkas perkred itan, maka dapat
dibuatkan duplikat atau foto kopinya.

Verifikasi Pencairan Kredit

Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinja
man harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untu itu.
Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan,
jumlah serta syarat—syarat lainnya. Sebagai bukti veri-
fikkasi, pejabat tersebut harus membubuhkan parafnya pada
saldo rekening pinjaman,

7. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban

utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya

ikatan perjanjian kredit.

hal—hal yang harus diperhatikan

i- Perhitungan semua kei^ajiban utang nasabah harus segera
diselesaikan sampai dengan tanggal pel unasan

- utang pokok,
- utang bunga,
- denda—denda, jika ada, dan
- biayai administrasi lainnya,
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2. Nasabah diharuskan mengembaliakn sisa lembar/blanka
cek dan giro biJyet yang belum dipergunakan, jika ada.
Periksa rekening pinjaman untuk menyatakan nomat—nomar
yang barus dikemhalikan.

3. Untuk mencegah timbulnya claim dari nasabah karena
tidak lengkapnya pengembalian dakumen-dokumen jaminan,
bank harus msngadakan inventarisasi atas dokumen yang
disimpan pada berkas jaminan dan dicocokan dengan catatan
yang tersedia,

4. Untuk maksud fiat-roya atas catatan pada dokumen-
dokumen jaminan yang berupa sertifikai tanah, bank dapat
membantu pengurusan royanya kepada kantor kantor pendap-
taran tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
biaya apabila ada,, menjadi beban nasabah„

Biaya-

5, Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada
nasabah hanya dapat dilakukan setelah nyata-nyata nasabah
menyelesaikan semua ke»aj ibannya, Penyerahan dokumen
jaminan tersebut harus dengan surat tanda terima dan
ditandatangani oleh yang berhak, Surat tanda terima
tersebut harus disimpan pada berkas jaminan,

S, Dalam hal pelunasan kredit oleh salah satu anggota
group atau pimpinan-pimpinan group dalam pembiayaan atas
group, pengembalian dokumen jaminan kepada nasabah hanya
dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan dan seizin
direksi.

7. Dalam hal pelunasan kredit oleh nasabah y&ng jelas-
jelas menikmati fasilitas atau diduga masih menikmati
fasilitas kredit, maka pengembalian dokumen juga harus
sepengetahuan dan siizin direksi.

B. Beritahukan pada bagian kas bahi^a setelah seluruh
jumlah Litang dilunasi, rekening pinjaman atas nama nasa
bah yang bersangkutan ditutup.

9. Catat pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi
intern untuk menjaga agar informasi tetap mutakhir.

(14: 69-86)

Sedangkan Eugenia Muljono, SH. dan Hadi Setia

Tunggal, SH. dalam bukunya "Eksekusi Gross Akta Hipotek

oleh Bank", berpendapat bahwa prosedur atau tata cara

permohonan kredit adalah meliputi:
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1. Dengan menul is suratjf
2. Dengan msngisi daptar isian pertanyaanf dan
3. Dengan tnenul is surat lebih dahulUf lalu disusul dengan

mengisi daptar pertanyaan.

Umumnya daptar isian tersebut memuat pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut ;

- status hukum sipemohan kreditf
- kedudukan dan kekuasaan sipemohan kreditf apabila—

ia memakili badan hukuntf
- Bergerak dalam bidang apa usahanyaf
- berapa omzet penjualannyaf
- berapa modal yang tertanamf
- berapa j ami ah k red it yang diminta,,
- berapa jangka t^aktu kredit yang direncanakan,
- bagaimana bentuk dan nilai pengikatan jaminan,

Disamping harus mengisi daptar isian tersebut, sipemohon

kredit juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

Sipemohon kredit harus sudah menjadi langganan bank ~

kurang lebih 3 (bulan) lamanya,

2. Sebagian besar informasi si pemohon kredit sudah ada-

pada bank.

3. Ada usaha konkrit dari pemohon kredit.

Didalam perjanjian kredit dicantumkan segala hak dan

kewajiban masing-masing pihak, misalnya hal yang men-

yangkut tentang syarat-syarat pelaksanaan kredit, syarat

pembayaran kembali, pengikatan jaminan, jumlah dan lama-

nya kredit itu.Hal-hal yang tertulis didalam "akad per

janjian kredit"

- maksimum Jumlah nilai kredit,
- jangka waAtu kredit,
- keperluan kredit,
- bunga/pravisi.
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- bea meteraif
- bentuk kredit,
- cara penarikan dan pelunasanjr
- jaminan kredit,
- asuransi, hal ini untuk mencegah apa bila terjadi-
seBuatu yang tidak diinginkan,

- ketentuan-ketentuan tambahan, hal zni merupakan —
kebzjaksanaan dari ysing bersangkutan. (4 :9-12)

Dari kedua pendapat diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa dalam prosedur umum perkreditan terdiri dari penga-

jLian Burat permohonan kredit, mengisi daptar pertanyaan/

isian permohonan kredit, melengkapi lampiran-lampiran

yang diperlukan seperti; akta autentik, surat jaminan,

referensi, neraca laba rugi dari perusahaan yang bersang

kutan (apa bila suatu badan usaha), feasibility study.

Kesemuanya ini mutlak diperlukan oleh bank sebagai tindak

Ianjut untuk menganalisis dan melakukan penilaian secara

umum, serta untuk dicantumkan dalam akad perjanjian

kredit. Hal tersebut karena dalam setiap pemberian kredit

harus dibuat suatu perjanjian tertulis antar pihak bank

dengan sipemohon/peminta kredit.

2.3.5. Analisa Kredit

Proses penilaian kredit atau sering juga disebut

dengan analisis kredit/analisa kredit yang dilakukan oleh

pejabat kredit bisa saja antar pejabat satu dengan peja-

bat kredit lainnya memiliki pendapat yang berbeda atas

suatu permohonan, proses permohonan kredit pada prinsip-

nya dimaksudkan untuk menganalisis dan menilai prospek
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calon debitur guna memperoleh indikasi kemungkinan terja-

dinya default (kegagalan membayar) oleh calon debitur

atau nasabah.

Seperti yang dikemukakan oleh J>rs. Muchdarsysh

Sxnungan dalam bukunya Manajemen Dana Bank, adalah

sebagai berikut ;

Bank dalam menilai suatu permohonan kredit bisanya

berpedoman pada beberapa faktor antara lain apa yang

dikenal dengan istilah "5 C" dan "4 P".

Yang dimaksud dengan "5 C" adalah :

X. Character s Karafiter^ tabiat, kebiasaan-Jiebia-
saan cara hidup calon nasabah.,

2, Capacity : Kemampuan, kesanggupan membayar kemba-
li hutang-hutangnya (dalam hal ini dapat dilihat
dari semua kapasitas sumber daya yang dimiliki
oleh calon nasabah

J. Capital : Modal yang tersedia/ditanam dalam peru-
sahaan calon nasabah

4, Collateral i Nilai jaminan/agunan ystng dimiliki
oleh calon nasabah,

5, Condition : Kondisi perekonomian pada umunya, -
yang mempengaruhi kemampuan calon nasabah,

Sedangkan yang dimaksud "4 P" adalah :

1, Personality : Kepribadian (character)

2. Purpose s Keperluan atau tujuan penggunaan -
kredit,

3- Prospect s Harapan masa depan, rencana pengem-
bangan usaha.

Payment : Cara pembayaran/kemampuan untuk memba
yar angsuran dan pelunasannya, (10: 211)
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Sedangkan menurut Dahlan Sxamat dalam bukunya

Manajemen Bank Umum, dalam melakukan penilaian kredit,

pejabat kredit secara umum menggunakan prinsip-prinsip

klasik kredit yang disebut dengan ; " 5 C + 1 C Prin

sip-prinsip tersebut yaitu :

s. Character

b. Capacity
c. Capital
d. Collateral

e. Condition, dan
f. Constraints

Selain prinsip-prinsip klasik penilaian kredit yang

Limum dikenal dan telah dibahas dan telah dibahas terdahu-

lu, beberapa aspek perlu pula dilakukan penilaian atau

analisis secara tepat dan akurat yaitu :

- Aspek pemasaran,

- Aspek manajemen,
- Aspek teknis,
- Aspek keuangan,
- Aspek hukum,
- Aspek sosial ekonomi,
- Credit lines (kebijakan fasilitas kredit).

(2; 211-217)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

analisa kredit yang dilakukan oleh setiap pejabat kredit

bank satu dengan pejabat kredit bank lainnya tidak sama,

tergantung dari kebijaksanaan-kebijaksanaan bank-bank

tersebut, serta calon-calon nasabahnya. Namun secara umum

analisa kredit tidak lepas dari prinsip-prinsip "5 C dan

"4 P" serta aspek-aspeknya yaitu; aspek pemasaran, manaje

men,teknis,keuangan,hukum,sosial/ekonomi,dan creditlines,



53

2.3.6. Administrasi KCredit

Setelah pelaksanaan kredit, maka bank harus mengatur

administrasinya secara balk, sehingga memudahkan bagi

bank untuk mengikuti perkembangan kredit tersebut demi

Lisaha pengamanan.

Seperti yang dikemukakan oleh Drs. Muchdarsyah

Sinungan dalam bukunya, "Manajemen Dana Bank" bahwa untuk

kepentingan direksi atau kantor pusat maka pejabat admin

istrasi harus mempersiapkan bentuk-bentuk laporan balk

berupa formulir laporan maupun kartu-kartu.

Bentuk laporan yang diperlukan antara lain :

a. Kartu induk dabiturf

Ini berbentuk kartu yang merupakan intisari tentang

kredit seorang debitur, didalamnya berisikan hal-hal;

- Nama dan alamat pertisahaanf
- Susunan pengurus (secara lengkap),
- Bidang usahaf
- Maksimum kredit,,
- Jangka waktu kredit,, termasuk penetapan jatah

tempo kredit,,
- Bunga/provisi kredit,
- Nomor dan tanggal akad kredit,,
- Nomor dan tanggal pengajuan kredit,
- Ri^ayat perjalanan kredit ( untuk menyebutkan-
segala sesuatu hal ysng terjadi selama kredit
berjalan}.

b. Laporan pemberian kreditf

Laporan ini dibuat secara bulanan untuk diajukan
kepada direksi, guna mengetahui jumlah kredit, sektot—
sektor usaha yang dibiayai, jangka Maktu kredit, bunga
dan provisi kredit serta bentuk dan syarat disposisi
kredit dan lain sebagainya.
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c. Laporsn realisasi dan mutasi kredltf

Laporan ini dimaksudkan untuk melxhat perkembangan
usaha debituTf baik yang menyangkut realisasi usahanya
seperti produksi, penjualan dan stokr juga ingin mengeta-
hui perputaran keuangan yang disalurkan ntelalui rekening-
nya, demikian juga pembayaran bunganya, Laporan-laporan
tersebut harus menggambarkan keadaan perkreditan secara
jelas, sehzngga memudahkan direksi untuk mengetahui
posisx perputaran uang beserta kelancarannya.
Pemelxharaan filing (pemeliharaan file) yang baik misal-
nya dengan filing cabinetf pemberian kade-kode untuk
arsip-arsip baik untuk kepentingan cabang maupun pusat,
dan peralatan teknalagi lain yang sesuai dengan perkem
bangan perkantoran modern, (10: 259-262)

Sedangk;an Drs. Teguh Pudjo Muljano dalam bukunya

"lianajemen Perkreditan bagi Bank Komersial" mengemukakan

bahwa administrasi kredit adalah suatu hal yang sangat

penting karena :

- Dari data administratif ini akan dapat diketahui pe-
nyimpangan-penyimpangan aperasional yang terjadi.

— Dari data-data administratif akan merupakan umpan ba-
1ik bagi manajemen untuk penentuan policy dikemudian
hari,

Untuk keperluan pengawasan perkreditan disini, maka

ruang lingkup kegiatan pengawasan administrasi akan

dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu;

1, Kegiatan administrasi nasabah secara individual yang

antara lain meliputif

a, Laporan kegiatan nasabah
b, Prima note debitur/mutasi rekening koran,
c, Buku debitur,

d, Arsip map-map debitur,

2, Kegiatan nasabah secara keseluruhanf

a, Tinkat colectibility,
b, Laporan perkreditan,
c, Pendapatan perkreditan.
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d. Data pembukuan,
e, Asuransi perkreditan. (15: 469}

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

dalam rangka proses pengendalian kredit, administrasi

kredit yang baik sangatlah penting, karena dari data-data

administrasi ini akan dapat diketahui penyimpangan-

penyimpangan operasional yang terjadi, merupakan umpan

balik bagi manajemen untuk penentuan policy dikemudian

hari. Dan data-data tersebut diperoleh melalui laporan-

laporan kegiatan dari nasabah baik secara individual

maupun secara keseluruhan.

2.3.7. Penoawasan Kredit

2.3.7.1. Pembinaan Kredit

Sejalan dengan tugas pengawasan adalah langkah

pendekatan dan bimbingan terhadap debitur. Artinya melak-

ukan pengawasan kredit dengan sekaligus mengadakan

pendekatan dan bimbingan, dalam rangka pembinaan nasabah.

Nasabah perlu dibina agar usahanya maju, berkembang

sehingga ia akan dapat memenuhi kewajibannya secara baik.

Ini berarti memperlicin jalan pencapaian rentabilitas bank

dan amannya fasilitas kredit.

Seperti yang dikemukakan oleh Drs. Muchdarsyah

Sinungan dalam bukunya Manajemen Dana Bank mengenai

pentingnya pendekatan dan pembinaan adalah;

Bank harus dapat memberi bimbingan tentang bagaimana
menyusun buku-buku besar produksi penjualanr pembel ian
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dan stok, yang dibagi menurut Jumlah dsn hsrgsnys dsn
disesusiksn dengsn kebutuhsn rekening nerscs dsn
rugi/Isbs perusshssn,
Psds rekening nerscsf buku—buku ysng diperluksn sdslsh
psling sedikit s

a. Untuk Aktiva;

^ Rekening kss,
* Rekening ban/f,
if; Rekening piutsng,
* Rekening persedissn (bshsn bsku dsn bshsn jsdi),
t Rekening surst-surst berhsrgSf

* Rekening tentsng tsnsh dsn gedung-gedung,
Rekening tentsng kendsrssn-kendsrssn milik peru-
sshssnf

if Rekening inventsris perusshssn.

b. Untuk Pasiva;

if Rekening bungs ysng hsrus segers dibsysr^
if Rekening utsng (kredit) jsngks pendek,
if Rekening utsng-utsng psds pihsk-pihsk Isin jsngks
pendekf

if Rekening psjsk-psjsk ysng hsrus dibsysr,
$ Rekening modsi.

Untuk rekening rugi/laba, buku-buku yang diperlukan

pada garis besarnya dibagi dalam buku-buku untuk pendapa-

tan dan buku-buku yang menyangkut biaya.

Buku-buku atau rekening-rekening yang diperlukan antara

Iain berupa :

a. Untuk rekening Pendapatan;

if Buku pen j us Ian (pendapatan dsri hssil penj uslsn) ,
if Buku pendapatan rups-rupa.

b. Untuk Rekening Biaya;

if Buku/ rekening bisys pembelisn bsrsng-bsrsng yang-
dijus 1f

t Rekening bisys penjus 1 an/pemsssrsn/promosi,
if Rekening bisys personalia (gaji pegsh/si/buruh) t
if Rekening biaya direksi (gaji, honorariumf taktis
dsn sebsgsinya)f

if Rekening biaya produksi (biays-biays dipsbrik, se-
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pertx pembelian bensin, olif solar dan sebagainySf
* Rekening biaya-biaya kantor (listrik, air dan-

perai^atan ) f
* Rekening biaya perai^atan kendaraan_,
* Rekening biaya rupa-rupa.

Dengan tersusunnya buku-buku tersebut secara rapi

dan teratur, akan mudahlah bagi bank mengadakan pengawa-

san oleh karena segala data-data yang diperlukan bank

dapat dengan mudah dipenuhi oleh nasabah.

(10: 272-276)

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa, pembi-

naan kredit oleh suatu bank sangatlah penting, terutama

pembinaan terhadap nasabah. Karena pembinaan yang baik

terhadap nasabah akan membantu nasabah dalam memenuhi

kewajibannya sebagai debitur, sehingga proses penyelama-

I

tan atau pengamanan/pengendalian kredit suatu bank dapat

tercapai. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan adminis-

trasi yang diantaranya pembentukan buku-buku atau reken-

ing-rekening neraca dan rugi/laba yang disesuaikan dengan

kebutuhan perusahaan.

2.3.7.2. Penyelamatan atau Pengamanan Kredit

Pengamanan kredit merupakan salah satu mata' rantai

kegiatan bank. Langkah pengamanan ini dimulai sejak bank

merencanakan untuk meraberikan kredit. Dalam menyusun

neraca dan perhitungan plafond, bank telah memperhitung-

kan berbagai segi yang dapat dijangkau oleh kemampuan

operasional. Mengatur alokasi kredit kearah sektot—sektor
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yang favourable, diberikan ke nasabah-nasabah mana serta

dengan jumlah plafond berapa dan sebagainya, merupakan

langkah-langkah untuk menjaga keamanan kredit.

Menurut Drs, Muchdsrsysh Sinungan dalam bukunya yang

berjudul "Manajemen Dana Bank" pengama'--^n kredit

fneliputi :

1. Collectibility Kredit?

Dalam rangka penQ-manan kredit, perlu diambil lang
kah-langkah untuk mengkatagorikan kredit berdasarkan
kelancarannya. Karena itu kredit-kredit yang ada harus
dikumpulkan, dan disusun kriteria-kriteria tentang
masing-masing keadaannya. Titik tolak yang terpenting
daJam menentukan apakah kredit berjalan lancar atau tidak
apakah pemenuhan kei^aj iban-kewaj iban berupa pembayaran
bunga, angsuran dan setoran-setaran, berjalan lancar atau
tidak.

Pengelompokan seperti dimaksudkan adalah;

- Collectibility A, yaitu kredit-kredit lancar,

Bilamana kei^ajiban-kei^aj iban secara lancar dpenuhi oleh

nasabah/debitur dan tidak pernah terjadi penunggakan

berturut-turut selama 3 (tiga) bulan,

-  Collectibility B, yaitu kredit-kredit tidak-

lancar,

Bilamana bunga dan ket^aj iban-kei^faj iban lain selama 3

(tiga) bulan berturut-turut tidak dibayar, maka kredit

tersebut telah digolongkan tidak lancar.

-  Collectibility C, yaitu kredit-kredit yang-

diragukan,

/ipabila kredit tidak lancar (B) setelah sampai pad a masa

jatuh tempo ditambah dengan masa kesempatan mengusahakan

perbaikan selama 3 (tiga) bulan setelah masa jatuh tempo

tersebut, tetap juga kredit tidak dilunasi, maka tergo-

long kredit tersebut dalam katagori diragukan/debius.

Berarti kredit macet.
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2. Sifat Pengamanan;

Pengamanan kredit mempunyai 2 (dua) sifat yang

pokok, yaitu pengsmansn preventif dan pengamanan

refreshif. Pengamanan refreshif, adalah langkah pengama

nan Lintuk menyelesaikan kredit yang telah mengalami

ketidak lancaran ataupun kemacetan.

Dari 2 (dua) sifat pengamanan itu, maka tindakan preven-

tiflah yang merupakan langkah yang paling penting dari

pada mengobatinya.

3. Pengawasan;

Dal am rangka pengamanan fasilitas kredit, bank

melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit,

baik secara keseluruhan maupun secara individual per

nasabah/debitur, apakah pelaksanaan pemberian kredit

sesuai dengan rencan yang disusun atau tidak. Pengawasan

kredit yang dilakukan bank dapat bersifat aktif dan dapat

pula bersifat pasif.

1. Pengai^asan aktifj,

Dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu
ditempat usaha para debitur^ sehingga secara-
langsung akan dapat diketahui segala masalah yang
timbul,

2. Pengawasan pasif^

Dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertu-
lis yang dilakukan debitur seperti laporan keuangan
(neraca dan rugi/laba)f laporan penyaluran keuangan
(dari mutasi dan rekening pinjaman) laporan akti-
v'itas (dari keadaan stok dan perkembangan usaha) dan
sebagainya, (10:262-269)
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Sedangkan Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya yang

berjudul "Dasar—dasar Perkreditan" pengamanan atau penye-

lamatan kredit meliputi :

1. Rescheduling;

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu

kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah;

a. Nemperpanjang jangka t^aktu kredit,

b. Nemperpanjang jarak k/aktu angsuran, misalnya

semula angsuran ditetapkan setiap 3 (tiga) buJan,

kemudian menjadi 6 (enam) bulan,

c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang meng—

akibatkan perpanjangan jangka waAtu kredit,

2. Reconditioning;

Dalam hai ini, bantuan yang diberikan adalah berupa

keringanan atau perubahan persyaratan kredit.

3. Restructuring;

Jika kesuiitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor

modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kemba-

li situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti

dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa

barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya).

Tindakan yang dapat diambil dalam rangka restructuring

adalah :

.1. Tambahan kredit (inject ion/nursery operation

Ppabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu
dipertimbangkan penanaman modal kerja, demik ian juga
dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan
investasi,
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2. Tambahan Equity;

Apabils tambahan kred it memberatkan nasabahf sehu-
bungan dengan pembayaran banganya, maka perlu dipertim-
bangkan tambahan modal sendiri yang berupa;

a. Tambahan modal dari pihak bank dengan cara;

1, penambahan/penyetoran uang (fresh money),
2. konversi utang nasabah, baik utang btinga, utang

pokok atau keduanya,

b. Tambahan dari pemilik;

Kalau bentuk perusahaannya adalah PT, maka tambahan
modal ini dapat berasa 1 dari pemegang saham maupun peme-
gang saham barn atau keduanya,

4. Kombinasi

Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombina

si, misalnya rescheduling dengan reconditioning, re

scheduling dengan restructuring, dan reconditioning

dengan restructuring, serta gabungan dari rescheduling,

reconditioning, dan restructuring. (14: 115-117)

Dari kedua pendapat diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa dalam rangka penyelamatan atau pengamanan fasilitas

kredit, bank dapat melakukan kegiatan meliputi; mengkata-

gorikan keredit berdasarkan kelancarannya, melakukan

pengamanan preventif, melakukan pengawasan secara aktif

maupun pasif baik secara keseluruhan maupun secara indi

vidual per nasabah/debitur, dan atau memberikan keringa-

nan (memperpanjang jangka waktu kredit, angsuran, dan

lain sebagainya), keringanan perubahan persyaratan kred

it, tambahan kredit dan lain sebagainya.



B A.3 XXX

OBYEKl Di^M METODE EENELXTXAE

3.1. Qbvek oenelitian

Dalam melakukan penelitianj, obyek penelitian yang

penulis lakukan adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

cabang Bogor, yang berlokasi di JL. Pengadilan Bogor.

Dipilihnya PT. Bank Tabungan Negara [BTN] Persero

cabang Bogor sebagai tempat melakukan penelitian didasar—

kan pada pertimbangan bahwa PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) cabang Bogor merupakan anak cabang (cabang

kelas inti/kelas I). PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

ini merupakan Bank umum Devisa milik Pemerintah yang

mempunyai jaringan 48 kantor cabang, 18 kantor cabang

pembantu, 67 kantor kas dan 32 kas cepat [ATM] yang

tersebar diseluruh Indonesia yang setiap saat siap sedia

melayani masyarakat dalam rangka aktivitas usahanya.

Pertimbangan lain dalam memilih PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) cabang Bogor sebagai tempat penelitian

adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor

merupakan pelopor utama dalam pemberian kredit pemilikan

rumah [KPR] untuk segala lapisan masyarakat. Selain itu

PT. Bank Tabugan Negara (Persero) cabang Bogor sebagai

tempat penelitian adalah mempunyai iokasi yang strategis

bagi penulis, serta keterbukaan dari manajemen perusahaan
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sehingga dapat memberi kesempatan bagi penulis untuk

mengadakan penelitian, wawancara, observasi dan mengum—

pulkan data sebagai bahan untuk penyusunan skripsi ini.

Aktivitas perusahaan yang dipilih menjadi obyek

penelitian dalam studi kasus ini dititik beratkan pada

masalah pemberian kredit pemilikan rumah [KPR] pada

perorangan atau individu.

3.1.1. Sejarah sinokat PT. Bank Tabunoan Neoara (Persero)

cabana Booor

Bank Tabungan Negara bermula dari Postpaar Bank

didirikan Koninklinik Bestluit No. 27 pada tahun 1897.

dan ditetapkannya Postpaar Bank pada tanggal 1 Juli 1890,

yang berdasarkan keputusan Besluit Vanden Coorperation

Neurgeneral Van Nederlan Indie tanggal 30 Mei 1898 No.

102.

Bidang dan tugas Postpaar Bank adalah menghimpun

dana dari tabungan dan dengan Surat keputusan Gubernur

Jendral tanggal 9 Naret 1898 No. 50 maka, penabungan dari

pembayaran kembali dapat ditunjuk oleh direktur umum.

Maksud dan tujuan didirikan Postpaar Bank adalah ;

1. Menciptakan suatu lembaga yang berusaha mendidik

masyarakat untuk gemar menabung dan hidup hemat serta

berpandangan jauh kedepan secara tidak langsung penge-

nalan terhadap perbankan.
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2. Menyediakan tempat menabung yang aman dan mudah dengan

jamina pemerintah.

3. Dengan dana yang terkumpul dari masyarakat penabung

akan dijadikan modal dasar yang dlperbungakan dengan

kertas berharga.

Postpaar Bank yang didirikan yang didirikan dengan

Postpaarbank ordonantie (Staatsblad 1934 No. 653) yang

diubah beberapa kali , terakhir dengan undang-undang No.

9  Drt tahun 1950 nama Postpaar Bank diganti dengan Bank

Tabungan Pos.

Karena dalam beberapa hal undang-undang No. 9 Drt

tahun 1950 tida sesuai lagi dengan keadaan, maka undang-

undang Ini diperbaharui dengan undang-undang No. 36 tahun

1953. Selanjutnya, dengan undang-undang No. 4 Prp tahun

1963 nama Bank Tabungan Pos diganti dengan Bank Tabungan

Negara. Kemudian dengan undang-undang No. 2 tahun 1964

dasar hukum pendirian Bank Tabungan Negara diperbaharui

lagi agar lebih sesuai dengan keadaan.

Berdasarkan Penetapan Presiden No 17 tahun 1965,

Bank Tabungan Negara dilebur kedalam Bank tunggal Bank

Negara Indonesia dan menjalankan usahanya denagn nama BNI

Unit V. Selanjutnya berdasarkan undang-undang No. 14

tahun 1967 dan undang-undang No. 13 tahun 1968 BNI Unit V

dipisahkan kembali dari Bank Tunggal dan dengan undang-

undang No. 20 tahun 1968 didirikanlah sebuah Bank
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Tabungan milik Negara dengan nama Bank Tabuingan Negara

(BTN).

Hingga saat ini undang-undang No. 20 tahun 1968 dan

surat keputusan mentri keuangan No. B49/MK/IV/1/1974

merupakan dasar hukum kegiatan BTN sesual dengan undang-

undang No. 20 tahun 1968. Tugas dan usaha BTN diarahkan

pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi

Nasional dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat

terutama dalam bentuk tabungan, selain itu dengan surat

keputusan Mentri Keuangan No. B49/MK/IV/1/1974 tanggal 29

Januari 1974, BTN ditunjuk sebagai wadah pembiayaan

proyek perumahan rakyat, Berdasarkan undang-undang No. 7

tahun 1992 manajemen BTN menjadi PT.

3.1.2. Struktur Qroansasl PT. Bank Tabunoan Neoara

(Persero > Cabana Booor

Organisasi sebagai unsur pertama dari sistem pengen-

dalian intern merupakan suatu alat pengawasan/pengendali-

an yang paling mendasar. Umumnya suatu organisasi harus

sederhana/fleksibel, artinya dapat disesuaikandengan

keadaan perusahaan dimana mungkin berubah tanpa harus

mengadakan perubahan total. Struktur organisasi tersebut

harus dapat menunjukan garis wewenang dan tanggung jawab

yang jelas diantara bagian-bagian dalam organisasi.
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Setruktur organisasi pada PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) cabang Bogor adalah berbentuk garis,, dimana

menunjukan hubungan seorang atasan yang mempunyaj. wewe-

nang langsung terhadap satu atau beberapa bawahannya dan

tiap-tiap bawahan hanya mempunyai tanggung jawab langsung

terhadap seorang atasan saja.

Adapun tugas dari masing-masing departemen adalah sebagai

beriki.it :

Brance manager/Kepala Cabang

Bertugas, merumuskan sasaran cabang, mengkoordinasi-

kan dan mengendalikan kegiatan operasi perusahaan, serta

perkembangannya sesuai dengan kebijakansanaan-kebujaksa-

naan yang telah ditetapkan dari pusat.

Brance manager membawahi langsung departemen-departemen,

Retail Service, Operation, Accounting and Control, Loan

Recovery- Juga membawahi Kacapem (kepala cabang

pembantu), Kankas (kantor kas).

Retail Service

Retail service membawahi langsung Teller service.

Customer service, Loan Service, Comercial Service (Mar

keting unit).

Adapun tugas dan tanggung jawab adalah;

-Teller service / bertugas penyetaran dan penarikan dana

nasabah, adminsrasi kas, transaksi valaSf proses tunai,

- Customer service / bertugas memberikan informasi kepada
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nasabah/calan nasabahf pembukaan dan penutupan rekening

nasabahf transfer rekeningf membantu nasabahf pelayanan

permahonan ATM,, dan penjualan praduk,

-  Loan service / bertugas melayani permohonan kredit,

Mahfancara kredit, akad kredit, klaim,, alih debitur,

konsultasif dan pelunasan kred it,

- Cameraial service/Marketing unit i bertugas pengemban-

gan bisnis,, penj ualan silang, dan penj ualan praduk,

Operations/ABM Operatios

Operations membawahi langsung bagian transaction

unit, loan administration, general brance adminstration.

Adapun tugas dan tanggung jawab adalah;

- Transaction unit ; bertugas dalam prases kliring,, entri

data, adminstrasi dana, prases NPK/NPUf prases khusus

(buku cekf sertif ikat depasita) _, dan pemel iharaan-

hardMare/saftware,

- Loan administration ; bertugas dalam proses aplikasi

kreditf dokumentasi kredit, dan administrasi umum

kredit,

- General brance administration / bertugas dalam manaje-

men personal iaf pemel iharaan gedung,, keamananf manaje-

men arsip dan pajakf mengelola anggaran, dan kesekre-

tariatan.
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Accounting and Control

Accounting and control membaMahl langsung departemen

book keeping and control dan financial reporting.

Adapun tugas dan tanggung jawab;

- Baak keeping end control / bertuges mengelole date

trenseksi herieOf mengelole GL cebeng, mengelole bukti

pembukuan, memantau dan merekonsiliasi rekeninpf memantau

dan memeriksa kegiatan operasi cabanpf dan melakukan

pengkajian ketaatan prosedur.

- Financial reporting / bertugas dalem mempersiapkan

laporan keuanganf anlisa laporan keuanganf menerima dan

mengecek kebenaran pelaporan ke BI dan kantor pusat,

memantau laporan jaminan dan dokumen kred it, sis tern

informasi manajemen cabang, dan mengkoordinir laporan

cabang.

Loan Recovery

Loan recovery membawahi langsung departemen collec

tion and workout.

Adapun tugas dan tanggung jawab;

- Col lection and i^orkout / bertugas dalam pengai^asan dan

pemantauan kred it, penagihan kred it, pembinaan kred it,

dan penyelama tan kred it.
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3.2. Metode Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan data dan informasi

yang mendukung sesuai dengan sifat, permasalahan dan

tujuan dilakukannya penelitian, sehingga dari data dan

informasi tersebut penulis dapat melakukan berbagai

analisa untuk mencapai kesimpulan.

Sebagaimana telah diuraikan dalm Bab I., bahwa metode

yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

metode studi kasus, sedang teknik pengumpulan datanya

dilakukan dengan cara s

1 - Studi kepustaksan

Dimaksudkan untuk mendapat data skunder, yang nanti-

nya digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa

inti permasalahan. Penelitian kepustakaan dilakukan

dengan cara mempelajari teori-teori berbagai literatur

serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan

dengan penulisan skripsi ini khususnya teori-teori yang

berhubungan denggan pengendalian pada pemberian kredit.

Berdasarkan data skunder tersebut penulis akan dapat

melakukan penilaian sejauh mana perusahaan dapat menetap-

kan teori yang ada. Sebagai hasil akhir, diharapkan

penelitian kepustakaan ini dapat memperkuat hasil peneli

tian laporan yang penulis lakukan.
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Penelitisn Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-

data primer, tentang sasaran yang dituju untuk diteliti.

Penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah sebagai

berikut :

a. Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan

pihak-pihak yang ada diperusahaan, terutama pihak-pihak

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini,

b. Dokumen

Cara penelitian ini dilakukan dengan mempelajari

dokumen yang diberikan, prosedur dan kebijaksanaan peru-

sahaan yang tertulis dan dokumen lain yang memiliki

relevansinaya dengan skripsi ini.

c. Observasi

Yaitu cara penelitian dengan mengadakan pemantauan

langsung terhadap aktivitas perusahaan dibagian-bagian

yang diteliti.



BAB IV

hasil dan BKMBAHASAN

4.1. Aktivitas Perusahaan

Seperti yang telah kita ketahui, PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) merupakan Bank umum Devisa yang mempun-

yai jaringan 4B kantor cabang, IS kantor cabang pembantu,

67 kantor kas dan 32 kas cepat (ATM) yang tersebar dise-

luruh Indonesia yang setiap saat slap sedia melayani

masyarakat dalam rangka aktivitas usahanya. Begitu pula

dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor

yang merupakan anak cabang, untuk melayani kebutuhan

masyarakat, balk perorangan maupun badan usaha (perusa

haan ) , telah menyediakan berbagai fasilitas produk, dari

produk KPR, Produk Dana, dan Produk Kredit lainnya sampai

dengan produk jasa pelayanan.

Produk-produk tersebut diantaranya :

a. Produk Dana;

1. Giro : (Rupish/Valss)^

2. Deposito : (Rupiah/Valas),

3. Sertifikat Deposito,

4. Tabungan s a. Tabungan Batara,,

b, Tabanas Batara,
5. Taperum-PNS.

b. Produk Kredit;

1. KPR Paket s a. KPR Paket R - 1,

b. KPR Paket A - 2,
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2. KPR Paket B,

3- KPR Paket C,

4. Kredit Pemil ikan Rcunah Usaha (KP—RUHR),

5. Kredit Griya liulti (Kredit Rumah Produksi),

<5. Kredit Swa Griya (Kredit Membangun Rumah)f

7, Kredit Griya Sembada (Kredit Rumah Seh/a)f

B' Kredit Yasa Griya (Kredit Konstruksi),

9. Kredit Triguna (Paket Kredit Trepadu),

10. KPP (Kredit Perumahan Perusahaan)f

11. Kredit Modal kerja i

a. KMK Kantraktor,

b. Konstruksi nan Perumahan,

c. KMK Permanen,

d. KMK lain,

12. Kredit Investasi,

13. Kredit Suadana,

14. Kredit lain s — Guarantor,

- Modal Ventura,

- Factoring,

- Kredit Frofesi,

15. KUK Batara.

c. Produk Jasa;

1. RTM Batara (Rutomated Teller Manchine},

2. SDB (Safe Deposit Bo>:),

3. Kiriman (Jang (K.U. Rp/ valas),

4. Inkaso (Tanpa Dokumen Dalam Negri),

5. Garansi Bank,

6. Collection (Inkaso Luar Negri),

7. Setoran ONH,

8. Setoran Pajak dan Non Pajak,

9. Remittance Service,

10. Ekspar,

11. Impor,

12. Jual/Beli Valuta Rsing (Money Changer},

13. Travel ler Check,

14. Surat Perintah Femindahbukuan (SPPB).
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4.2. PengBndaJian Intern Pemberian Kredit Pemilikan Rumah

4.2.1. Kebliakan dan Prosedur Pemberian kredit Pemi

likan Rumah

Kebijakan Umum

1. Kerangka Manajemen

Kerangka Manajemen Kredit FT. Bank Tabungan Negara

(Persero) terdiri atas 3 (tiga) fungsi yang saling ter-

kait dengan tujuan untuk mencapai laba yang maksimal

dengan tetap memperhatikan resiko. Kerangka manajemen

kredit BTN dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Manajemen Kredit;

a. Proses Kredit;

* ̂ nalzsa kredit,
f Keputusan kredit,
* Realisasi kredit,
t Administrasi kredit,
* Pembinaan kredit,
$ Penyelama tan kredit,
t Pelunasan kredit.

b. Manajemen Kredit;

* Manajemen Portafolio dan penentuan suku bunga,
* Desain produk kredit,
t Kebijakan dan prosedur kredit,
* Sistem informasi manajemen.

c. Kontrol Kredit;

* Audit kredit,
* Kontrol ketaatan,
* Pencadangan untuk kredit bermasalah.

2. Garis Besar Proses Kredit

Garis besar proses kredit pada FT. Bank Tabungan

Negara (Fersero) adalah sebagai berikut :
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1. Pengslolaan proses kredit dilaksanakan diksntor
cabang, mulai dari tahap analisis kredit sampai dengan
pelunasan kredit,

2. Penetapan, pengai^asan dan pemutakhiran kebijakan dan
prosedur kredit retail dilaksanakan dikantar pusat
aleh Biro Kredit Perumahan (BKP) dan Biro Pembinaan
dan Penyelamatan Kredit (BPKR),

3. Penga»asan dan kontrol ketaatan atas kebijakan dan
prosedur kredit retail dilakukan oleh Biro Penga»asan
Intern (BPI), dibantu oleh BKP dan BPKR.

Garis besar proses kredit meliputi;

1. Pnalisis kredit,
2. Keputusan kredit,
3. Realisasi kredit,
4. Pdminstrasi kredit,
5. Pembinaan kredit,
6. Penyelamatan kredit,
7. Penyelesaian kredit,
B. Pelunasan kredit,

3. Ketentuan Umum Kredit Retail

Pada FT. Bank Tabungan Negara dalam penetuan kredit-

retail mempunyai 7 (tujuh) ketentuan umum, diantaranya;

1. Jenis/produk kredit}, ditawarkan 7 (tujuh) jenis produk
kredit perorangan dengan agunan tanah dan bangunan.

2. Suku bunga} digunakan non-fixed rate yang dapat beru-
bah sepanjang masa kredit sesuai ketetapan bank :
Perhitungan pembungaan pinjaman dengan sistem 'Anuitas
tahunan' yaitu;

* tahun pertama; bunga pinjaman dikenakan atas mak-
simal kredit yang disetujui,

t tahun selanjutnya; bunga pinjaman dikenakan atas
sisa pinjaman diawal tahun tersebut.

3. Jangka i^aktu; sesuai sistem anuitas tahunan dapat di-
berikan kredit selama maksimum 20 tahun.

4. (Jang muka} minimum 10 7. dari maksimal kredit yang
disetujui dan ketentuannya berbeda untuk setiap
produk.
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kemampuan
perbulan-

pemohon ber—

pemohon ber-

(dilLiar pa-

5. Msksimal angsuranf ditentukan berdasarkan
pengembalian kredit pemohon dimana angsuran
nya :

* harus < 1/3 penghasilan bersih untuk
penghasilan tetap.

* harus < 1/4 penghasilan bersih untuk
penghasilan tidak tetap.

* maksimal 60 '/. dari disposible income
ket- A / B).

6. Harga juai; ditetapkan harga jual maksimal untuk pro-
duk-produk kredit konsumsi masyarakat menengah kebawah
yang merupakan ketetapan langsung dari pemerintah.

7. Batas penghasilan; ditetapkan batas penghasilan maksi
mal untuk produk-produk konsumsi masyarakat menengah
kebawah sehingga diperoleh pemerataan kesempatan memi-
liki rumah.

4. Pengajuan Permohonan (Credit

Dalam hal pengajuan permohonan kredit oleh calon

nasabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), mempunyai

persyaratan permohonan kredit meliputi :

A. Persyaratan Pemohon;

a, Perorangan,
Pinjaman hanya diberikan kepada perorangan untuk

keperluan pemilikan rumah, pembangunan rumah, renovasi
rumah untuk meningkatkan nilai rumah dan keperluan-

keperluan lainnya dengan mengagunkan tanah dan bangunan.

b- k/NI (hfarga Negara Indonesial^
Pihak Bank hanya dapat memberikan pinjaman kepada

Warga Negara Indonesia sesuai SE BI No.5 908/UPK/KPD
yang mengatur bahwa Bank tidak diperkenankan memberikan

kredit kepada perorangan maupun perusahaan yang tidak
berdomisili di Indonesia.

c- Bercisla minimum 21 tahun/ telah menkahf

Minimum 21 tahun atau telah menikah pada saat permo
honan diajukan dan maksimal 65 tahun pada saat pinjaman

jatuh tempo, kecuali untuk peminjam yang mendapat reko-
mendasi ASABRI usia 21 tahun ditentukan berdasarkan usia

dewasa menurut hukum di Indonesia dan usia 65 tahun

adalah rata-rata usia hidup.
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d. Mempunysti ri»ayat kredit baik^
Tidak pernah masuk dala/n daptar kredit macet Bank

Indonesia atau keredit bermasalah BTN. Hal ini untuk

flielihat itikad membayar pemohon (karakter).

e. Mempunyai NPMP (Namar Pokok Uajib Pajak),

Mempunyai NPWP bagi peminjam yang mengajukan permo-

honan kredit diatas Rp. 50 juta.

f. Mempunyai rekening di BTN,
Mempunyai rekening giro/tabungan di BTN yang ber—

fungsi antara lain;

- memudahkan pembayaran angsuran,

- menampung dana peminjam termasuk biaya realisai

kredit.

B. Persyaratan Dokumen

a. Kartu identitas,

Kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang masih berlaku Majib dimintakan pada saat peminjam

diberikan disamping untuk mengetahui identitas pemohon

Juga sebagai alat verifikasi tanda tangan.

b. Surat Bukti Keh/arganegaraan Republik Indonesia

(SBKRI),

SBKRI ini diperlukan khusus bagi WNI Non-Pribumi

sebagai bukti bahwa pemohon telah menjadi Warga Negara
Indonesia.

c. Kartu Keluarga,

Kartu keluarga diperlukan untuk mengetahui Jumlah
tanggungan peminjam^ karena Jumlah tanggungan akan mem-

pengaruhi biaya hidup peminjam yang akhirnya akan
mempengaruhi penghasilan bersih peminjam.

d. NPMP (Nomor Pokok kfaj ib Pajak}^

Sesuai ketentuan BI bahwa untuk setiap peminjam

diatas Rp, 50 juta harus dilampirkan nomor pokok wajib

pajak (NPWP) yang masih berlaku untuk peminjam yang
bekerja disuatu instansi/perusahaan yang berfungsi sebagai
waJib pungut (WAPU) dan telah memotong paJak atas penda-
patan karyawannya, maka peminjam dapat menggunakan NPWP

atas nama perusahaan dimana peminjam bekerja.
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e. Surat Keterangan PenghasiIan/Surat Keterangan Be/ferja,
Untuk peminjam berpenghasilan tetap, yaitu karyawan

tetap disuatu perusahaan maka diperlukan slip gaji atau

surat keterangan penghasilan untuk mengetahui pendapatan
bersih peminjam. Sementara untuk peminjam berpenghasilan

tidak tetap maka besar penghasialan bersih dapat diketa-
hui melalui neraca dan laporan laba/rugi, surat pemberi-

tahuan pajak tahunan (SPPT) atau melalui mutasi rekening
giro.

f. Surat IJxnf Surat I Jin Usaha^

Fungsi surat ijin usaha bagi bank yaitu diperlukan
sebagai;

-  Meyakinkan bahwa usaha yang bersangkuatan sudah
mempunyai ijin yang syah dari pemerintah yang barwenang.

Ppabila usaha tersebut tidak mempunyai ijin, dikhawatir-

kan seuaktu-i^aktu usaha tersebut ditutup aleh yang be rue-

nang sehingga mengakibatkan kontinuitas usah/pembayaran
terganggu.

- Plat verifikasi/in\/estigasi terhadap usaha pemin
jam. Ppabila ijin ini telah jatuh tempo/kadalu^arsa, maka

perpanjangannya h/ajib diperoleh pada saat kunjungan
lapangan ataupun jika ada penambahan fasilitas.

g. Surat Ijin Praktek,

Surat ijin praktek adalah merupakan ijin yang diber-
ikan kepada para pekerja profesi (profesional) misalnya;

* Dokter untuk menjalankan praktek disuatu tempat
tertentUf

t Notaris/pengacara untuk penempatan daerah praktek,
* Ppoteker untuk pengelalaan apotek.

h. Pkta Pendirian Perusahaan^

Apabila pemohon berprofesi sebagai wira swasta maka
harus dimintakan akta pendirian perusahaan yang bersang-
kutan berikut akta perubahan—perubahannya yang telah
disyahkan oleh;

t Nentri Kehakiman untuk perusahaan yang berbadan
hukum PT.,

* Mentri kaperasi untuk perusahaan yeng berbadan
hukurn Koperasi,

t Pengadilan Negri untuk perusahaan yang berbadan
hukum.
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5. Penilalan Perroohonan Kredit

Penilaian permohonan kredit oleh PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) dilakukan :

Atas permohonan kredit yang telah memenuhi syarat

pengajuan permohonan sebagai sarana analisis kredit untuk

menghasilakan suatu keputusan kredit yang sehat dan

memperhatikan batas-batas resiko yang wajar bagi bank.

Penilaian permohonan kredit dapat dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut :

1. Netode Penilsisnf

* Wawancara, wajib dilakukan atas semua permohonan
kredit yang memenuhi syarat;

- Msh/sncsra, bertujuan untuk mendapatkan gambaran atas;

a.' kebenaran data isian formulir permohonan,
b. kesesuaian antara isian formulir permohonan dan

data pendukung yang disampaikan,
c. pemahaman pemohon tentang hak dan kewajiban,

d. pemahaman pemohon tentang sanksi apabila terjadi

cedera janji.

* Kunjungan On The Spot (OTS), jika hasil wawancara
belum cukup meyakinkan dan wajib bagi pemohon ber—

profesi wiraswasta;

- Kunjungan On The Spot , bertujuan untuk mengetahui;
a. keberadaan dan kelayakan usaha pemohon,

b. keberadaan dan kondisi agunan.

» Verifikasi data keberbagai sumber selain pemohon

jika diperlukan;

- Verifikasi data kesumber Jain, bertujuan untuk memas-

tikan;

* keabsahan dan keakuratan data pendukung yang

disampaikan,

* kredibilitas pemohon.
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2. Aspek Penilaianf

Aspek yang dinilal dalam melakukan kegiatan mengi-

dentifikasi, menganalisis dan mengkuantitatifkan dampak

dari seluruh resiko pemberian kredit terheiJap pemohon.

Aspek penilaian tersebut meliputi;

* Characterf bertuju-tirt untuk mengetahui itikad
membayar pemohon dalam upaya pengembalian
kred'.lnya,

- Faktor- penilaian;
■z. kebenaran pengisian formulir,
b. kredit macet di BI/BTN/Bank lain,
c. daptar hitarn BI,
d. Pernyataan SI untuk angsuran dari yang ber—

sangkutan,
e. referensi bank,
f. tingkat pengertian terhadap hak dan kewajiban

membayar kredit,
g. lainnya (tingkah laku yang dapat diinformasikan).

* Capacity, Capital, Conditionf bertujuan untuk me
ngetahui kemampuan membayar pemohon kredit agar
menjamin kepastian pengembalian kreditnya,

- Faktor penilaianf
a. penghasilan pemohon per bulan,
b. rasio angsuran terhdap sisa penghasilan,
c. tempat bekerja,
d. SLimber pendapatan,
e. pengalaman kerja,
f. posisi/jabatan,
g. pendidikan,
h. umur,
i. status perkawinan,
j. jumlah tanggungan.

* Collateral; untuk menilai keandalan agunan, seba-
gai pengamanan terhadap resiko pemberian kredit
apabila nantinya kredit tidak dapat dikembalikan
sepenuhnya,

- Faktor penilaianf
a. jenis agunan,
b. nilai agunan,
c. status kepemilikan serta kondisi agunan.
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6. Penilaian Agunan

Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui niali pasar

wajar dan nialai liquidasi agunan. Kegiatan ini wajib

dilakukan untuk setiap permohonan kredit oleh Appraiser

profesional anggota (BAPI) kecuali diwilayah kantor

cabang belum ada Appraiser profesional anggota GAPI,

petugas teknis kantor cabang dapat melakukan penilaian

agunan.

Jenis agunan :

Agunan yang dapat diterima sehubungan denga pemberi-
an kredit retail di BTN adalah Tanah dan Bangunan yang
memenuhi persyaratn sebagai berikut ;

a, Mempunysi nialai ysng dapat dihitung dengan uang
(nilai ekanomi)f

h. Dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak lain.

% Nilai agunan :

Nilai agunan mempengaruhi permintaan maksimal kredit
yang dapat diberikan, namun setelah dilakukan penilaian
atas itikad membayar dan membayar pemohon.

t Status kepemilikan ;

Kehandalan agunan akan lebih baik jika setatus
kepemilikan agunan atas nama pemohon kredit itu sendiri,
jika satatus kepemilikan agunan bukan atas nama pemohon
atau sedang dijaminkan ditempat lain, maka perlu diwaspa-
dai karena rawan terhadap gugatan.

7. Rekomendasi Kredit

Rekomendasi kredit dituangkan kedalam paket analisis

kredit yang merupakan kesimpulan yang pokok dalam anali

sis kredit serta pendapat dan saran-saran kepada pemutus

kredit sehubungan dengan permohonan kredit tersebut.
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8. Keputusan Kredit

Setiap keputusan kredit diberikan oleh komite kredit

sesuai dengan wewenang untuk memutuskan, yang telah dite-

tapkan sebagai berikut :

1. Direktur hiding *■ Biro ; Diatas Rp. 400 juta.
2. Kepala Biro/ s/d Rp. 400 Juta.
J. Komite kredit cabang kelas utama; s/d Rp. 300 juta.
4. Komite kredit cabang kelas I ; s/d Rp. 200 Juta.
5. Komite kredit cabang kelas II / s/d Rp. ISO juta.
6. Komite kredit cabang kelas III / s/d Rp, 100 juta.

* Cara pengambilan keputusanf melalui rapat komite
kredit.

^ M/aktu pemberian keputusan proses kredit dikantor
cabang adalah maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

* Setiap keputusan kredit (disetujui/ditolak) di-
beritahukan kepada pemohon melalui surat.

9. Realisasi kredit

1. Setiap permohonan kredit yang disetujui untuk

dilakukan realisasi kredit maka, pengikatannya dihadapan

notaris yang melibatkan dua pihak yaitu BTN, pemohon

melalui penandatanganan dokumen kredit sebagi berikut :

* Perjanjian kredit,
* Akta kuasa membebankan akta tanggungan,
* Akta pengakuan hutang,
* Akta jual beli.

2. Pada saat realisasi kredit maka pihak debitur

harus telah melunasi kewajiban prarealisasi sebagai

berikut :

* Angsuran bulan ke-1,
* Provisi bank,
* Biaya Notaris,
* Asuransi t^ajib tahun ke-1.
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* Bisya penilaian agunsrtj
* Biaya untu/i mamasang hak tanggungan,
* Pengendapan tabungan selama jangka waktu kredit
(kecuali KP-KSB dan Paket- PI).

3. Pencairan dana realisasi kepada penjual/pengem-

bang dapat dilakukan apabila :

* Penjual/pengembang telah menandatangani dokumen/
Burat yang barkaitan dangan kepemilikan agunan^

* Debitur telah menandatangani perjanjian kredit^
* Penahanan Babagian dana realisaBi (tidak dicair—

kan) apabila penjual/pengembang belum memenuhi

ke»ajibannya penyeleeaian dokumen pokok dan fisik

bangunan.

10. Asuransi

* Penutupan asuransi terhadap agunan kredit peroran-

gan BTN, adalah pertanggungan asuransi yang memberikan

jaminan kepada BTN qq. debitur penerima fasilitas kredit

perorangan BTN dari kerugian akibat timbulnya resiko

terhadap rumah atau bangunan lain yang dijadikan agunan

kredit.

*  Maksud penutupan asuransi terhadap agunan kredit

perorangan BTN adalah untuk mengurangi resiko yang mung-

kin timbul karena musnahnya barang jaminan,, rusak atau

resiko lainnya.

Mekanisme Pengelolaan Asuransi

1. Penanggungf adalah perusahaan asuransi kerugian
(Asuradur) yang telah disetujui sebagai rekanan PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) dan telah mengadakan
perjanjian kerja sama penutupan asuransi kebakaran
serta resiko tambahan (seperti banjir, angin topanj,
gempa bumi, dan tanah longsor), terhadap setiap agu

nan fasilitas kredit perorangan BTN yaitu PT.
Asuransi Binagriya Upakara.
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2. Broker^ adalah perusahaan perantara asuransi, dalam

hal ini PT. Binasentra Purna yang telah ditunjuk
sebagai broker tunggal PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) dalam penutupan-penutupan asuransi atas

harta benda dan kepentingan-kepentingan PT, Bank

Tabungan Negara (Persero) lainnya.

3. Unit Pemassran Brokerf adalah perpanjangan tangan dari
PT. Binasentra Purna yang ditempatkan dikantor—

kantor cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

yang melakukan kegiatan teknis pengurusan asuransi

atas agunan fasilitas kredit perorangan PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) dan melaksanakan seluruh

fungsi broker dikantor cabang PT. Bank Tabungan
Negara (Persero).

4, Tertanggungf adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
qq. debitur penerima fasilitas kredit perorangan PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) yang mempertanggung
resiko kebakaran atau diperluas dengan resiko tamba-

bahan atas rumah debitur sebagai agunan kreditnya.

Catatan:

< Perhitungan Premi Asuransi Tahunan =
(Harga Pertanggungan k llOX >: Rate } -f- Biaya administrasi

t Perhitungan Asuransi Single Premium =
(Harga Pertanggungan >: Faktar eskalasi ke-n x 1007. - dis
count) *■ Biaya adminstrasi

11. Administrasi Kredit

Administrasi Pemberian kredit; adalah kegiatan untuk

mengadministrasikan dokumen kredit yaitu meneliti keleng-

kapan dokumen tersebut untuk :

- menjamin dipenuhinya syarat-syarat kredit^

- dimilikinya informasi debitur yang terbaru untuk
mengevaluasi posisi kredit debitur,

- melindungi bank apabila terjadi perkembangan yang
kurang baik.
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Administrasi Dokumen Kredit; adalah penatausahaan

seluruh dokumen file dan surat menyurat agar dapat dike-

lola dengan tepat dan aman serta dipelihara sehingga

memudahkan penggunaannya. Terdiri atas dua macam file :

- Dossier Debiturf dokumen kredit ysng merefleksi-
ksn hubungsn an tare bank dengan debitur,

- Dokumen Pokokjf semua dokumen yang terjadi/berhu-
bungan dengan adanya perjanj ian kredit, jaminan
dan pengikatannya yang dibuat/dikeluarkan oleh/di-
hadapan pejabat/instansi yang berwenang,

12. Pembinaan dan Penyelamatan Kredit

Kegiatan pembinaan dan penyelamatan kredit meliputi

pemantauan atas pengembalian kredit serta upaya pembinaan

dan penagihan secara dini atas keterlambatan pengembalian

kredit untuk memastikan agar kualitas kredit yang diberi-

kan tetap sehat.

Pembinaan dan Penyelamatan Kredit,

Pembinaan dan penyelamatan kredit retail adalah
proses yang standar dan dilakukan sedini mungkin berda-
sarkan umur tunggakan. Bagi debitur yang diyakini masih
dapat mengembalikan kreditnya dilakukan upaya penagihan
dan tindak lanjut pembinaan yaitu penyelamatan kredit
sebagai berikut :

Keterlambatan Tindakan Pembinaan dan

Pembayarant Penyelamatan:

- s/d. tanggal 15 - kirim surat konfirmasi
- 1 bulan - antarkan surat penagihan 1
- 2 bulan - hubungi dan tagih melalui-

telepon
- 5 bulan - kunjungi dan tagih lang-

sung kelapangan
- 4-6 bulan - penyelamatan kredit (PUL.-

alih debitur.
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Denda

Denda dibebankan kepada seluruh debitur jika debitur

lalai membayar angsuran sampai dengan akhir bulan yang

bersangkutan. Denda dikenakan mulai pada tanggal 1 (satu)

bulan berikutnya sebesar 1,5 dari jumlah tunggakan pada

bulan yang bersangkutan dan dihitung secara komulatif

mulai dari saat menunggak sampai dengan saat membayar.

13. Penyelesaian Kredit

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit

yang bermasalah sejak debitur menunggak 9 (sembilan)

bulan setelah usaha-usaha pembinaan dan usaha alternatif

penyelamatan kredit yang ditawarkan ternyata belum menda-

patkan hasil sehingga dapat mencegah resiko bank semakin

besar dan berlarut-larutnya masalah yang dihadapi dengan

tindakan penyelesaian kredit sebagai berikut;

* Eksekusi hstk tanggungsn^

* Penyerahan hutang ke BUPLNf

* Gugatan ke pengadilan Negri,

* Subrogasif

^ Penjualan tunai.

14. Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit dapat terjadi secara otomatis yaitu

sesuai masa jatuh tempo pinjaman atau pelunasan diperce-

pat yaitu sebelum masa jatuh tempo pinjaman tanpa dikena

kan penalti.
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Setelah pelunasan kredit dilakukanj, maka pihak bank

menyerahkan kembali kepada debitur;

* Seluruh dokumen pokok debitur,

* Seluruh dossier debitur, kecuali formulir permoho-
nan kredit dan paket analisis kredit.

4-2.2- Analisa Kredit Pemilikan Ruroah

A. Pengajuan Permohonan Kredit

a. Kebijakan;

i- Setiap permohonan kredit harus diaj ukan dengan
menggunakan formulir permohonon kredit ysing
telah disediakan bank dan ditandatangani diatas
meterai cukup disertai dengan pendukung,

2. Setiap permohonan kredit yang diserahkan kepada
bank wajib diteliti dan diperiksa kebenaran dan
kelengkapan isian formalir permohonan serta data
pendukung yang diserahkanf

3- Hanya permohonan kredit yang telah memenuhi sya—
rat dapat diterima oleh bank untuk diproses lebih
lanjut dan diberikan keputusan kredit selambat-
lambatnya 10 hari kerja,

4. Setiap permohonan kredit (kecuali Paket- A/B) di-
kenakan biaya administrasi Rp. 25.000.

b. Prosedur;

1. Penjelasan. Produk.

a. Jelaskan kepada calon pemohon mengenai;

- Produk kredit yang diminatif
- Cara pengisian formal ir permohonan kredit f
- Data pendukung yang harus diserahkan,
- Biaya administrasi yang harus dilunasi (kecuali
Paket- P/B).

2. Pemeriksaan Formulir Permohonan Kredit.

a- Periksa kelengkapan isian formulir permohonan dan
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kelengkatpan dakumerif

h. Perlkss kecukupsn meteraif

c. Periksa letak tanda tangan diatas meteral,

cf' Periksa kelengkapan dokumen inti permohonan sesuai
cek lis untk syarat entry data yaitu_f
- kartu identxtas pemohon (KTP),
- kartu keluarga,
- surat keterangan penghasialan (slip gaji),
- surat keterangan bekerja,
- bukti pelunasan biaya administrasi (kecuali Paket-

A dan B).

e. Kembalikan berkas apabila kekurangan data inti,

f- Periksa pendukung dokumen inti pemahon lainnyaf
- surat nikah (untuk pemohon yang masxh bersuami

atau beristri),
- SBKRI (bagi pemohon non pribumi),
- NPWP pribadi (untuk pemohon kredit Rp. 50 juta ke-

atas),
- rekening tabungan/giro.

3. Penerimaan Formulir Kredit.

a- Catat nama dan tanggal penerimaan berkas permohonan
kredit dari pemohon (untuk developer, langsung dengan
surat permohonan ufat^ancara pemohon/SPM Paket- P/B),

b. Periksa kesamaan jumlah permohonan kredit dengan tanda
terima.

4. Tindak Ianjut Berkas.

a. JadMalkan untuk hfaknancara kepada pemohon (Paket P/B)

kepada developer yang memenuhi syarat dan sampaikan
surat tentang jadt^al hari dan tanggal serta tempat,

Berikan slip jadwal t^at^ancara kepada pemohon sebagai
bukti penerimaan berkas dan rencana hfawancara serta

kelengkapan dokumen inti permohonan,

c. Serahkan berkas permohonan kepada peMawancara pada
hari yang sama untuk dipelajari.
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B. Wawancara

a- KebiJakang

It Set zap pemohon kred it yang telah melengkapi do—
kumen inti harus dihfaMancara, selambat-lambatnya
hari kerja H-5 sejak tanggal penerimaan berkaSf

2. Pemohon kredit harus hadir dan tidak boleh diwa-
kilkan pada saat Mahnancaraf

J- Set zap haszl wawancara haras mencantamkan rekomen
dasZf yaztuf
- Lintuk disetujui,
- ditinjau kelapangan (on the spot/OTS),
- ditolak.

b, Prosedurg

1. Perencanaan jadwal wawancara.

a. Lakukan penyasanan rencana harzan hfah/ancara dalam satu
perzode tertentu dengan mempertzmbangkan kecepatan
pelayanan, J ami ah petugas pet^auancara yang ada dan
dan Jami ah pemohon yang masakf

b. Tanjak petugas pewafi/ancara antuk penjadi^alan hfahiancara
pemohon kredit, tempat dan tanggal Mauancara,

2. Penerimaan dan pemeriksaan berkas yang akan diwa-
wancara.

a. Lakukan pemeriksaan kesamaan/kecocokan pengisian data
permohonan dengan data pendukungnya yaitug Jumlah peng
hasilan, aJamat tempat tinggal, alamat tempat kerja,
dan Iain-lain,

b, Identifikasikan dan catat data yang harus dikonfirmasi
kan kepada pemohon secara lisan sebagai bahan peria-
nyaan dalam wawancara berdasarkan kelengkapan isian
dan data pendukung serta kesamaan isian formalir de
ngan data pendukung antara lainf
- kewajaran pangkat/golongan/jabatan pemohon dengan

penghasialan,
- masa laku ijin usaha/praktek pemohn,
- kewajaran pengeluaran dengan Jumlah tanggungan.

c- Hi tang pemohon yang telah siap t^auancara untuk menentu
kan jumlah petugas i^ai^ancara yang hadir dengan pertim-
bangam dasarg pelayanan yang cepat, tempat h;ai^ancara
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ysng representatif, kenyamanan jalannya i^/ati/ancara dan
kerahasiaan data/informasi lisan hasiJ wawancara-

d. Siapkan formal ir wanfancara sebagai media penuangan
hasil i^/iai^ancara,

3. Kedatangan pemohon.

Tulis nama dan tandatangan daptar hadir hian^ancara berda-
sarkan urutan kedtangan pemohon,

4. Penjelasan umum wawancara.

Jelaskan kepada pemohon maksud dan tujuan t^hfancara
dengan memakai siide/ilustrasi gambar untuk memudahkan
pemahaman terhadap hubungan antara bank, pengembang, dan
pemohon serta hak dan kei^ajibannya masing-masing,

5. Ulawancara individual.

a, Lakukan wawancara tiap pemohon dengan sikap meiayani,
menerangkan dan mayakinkan untuk menggali scJalam mu~
kin data/informasi untuk kepentingan bank dalam meni-
lai kelayakan kredit pemohonf

b. Lakukan verifikasi/pencocokan data (paraf bila cocok^
d-zn koreksi bila tidak cocok pada formal ir permohonan
dsin data pendukung.

6. Penutupan wawancara.

a. Berikan daptar kuesioner yang diisi pemohon untuk in
formasi pemahaman penjelasan i-^at^ancara untuk bahan
hasil wawancara,

b. Sampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dalam
pelaksanaan wawancara kepada pemohon.

7. Tindak Ianjut hasil wawancara.

Keputusan hasil wawancara harus ditulis/dibubuhkan secara

jelas dan disetujui Kasie pada lembar hasil wawancara.

C. Kunjungan/On The Spot (OTS) Penghasilan Pemohon

a. Kebijakanf

1. Pelaksanaan OTS tempat bekerja dan penghasilan

tidak dilakukan oleh pen/auancaraf
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2. Hssil QTS adalah merupakan data penilaian peker-

jaan dan penghasilan saat peninjauan bukan pros—

pek yang akan da tang,

3, Hasil OTS harus disampaikan paling lambat H~6

setelah tanggal penerimaan berkas permohonan

kred it.

h. Prosedurf

1. Perencanaan jadwal OTS.

Buat jadwal pelaksanaan OTS berdasarkan pertimbangan
jumlah pemohon yang harus di OTS, waktu pelaksanaan dan
petugas OTS.

2. Persiapan OTS.
Siapkan memo per kriteria objek/pekerjaan pemohon yang
akan diperiksa untuk penilaian kemampuan angsuran maupun
itikad membayar.

3. Pelaksanaan OTS.

Lakukan pengisian masing-masing formalir sesaai dengan
yang ditemukan/keadaan dilapangan sesaai petanjak pengi
sian masing-masing formalir yaitaf

Periksa kebenaran nama, bidang usaha, jenis usaha
dan alamat perusahaan atau pekerjaan pemohon sesuai
dengan data permohonan dan wawancara yang telah tersedia

kepada sumber informasi yang dapat dipercaya.

4. Pembaatan hasil OTS.

Saat hasil/kesimpalan/penilaian sesaai formalir OTS tanpa
merekomendasikan jumlah prak iraan kredit yang dapat
d iajakan.

5. Tindak Ianjut.

Serahkan kepada anal is kredit antak bahan pertimbangan
rekomendasi kredit pemohon.

D. Pengumpulan Data dari Plhak ke Tlga

a. Kebijakan;

1. Jika diperlakan, permintaan data dari pihak ke-
tiga/selain pemohon haras dilakakan antak bahan

pertimbangan kepatasan kredit.
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b, Prosedur;

1. Persiapan permohonan data kepada pihak ke tiga.

L&kuk&n identifikssx data yang perlu didapat untuk ke-
lengkapan informasi/data pemahon yang tidak dapat dari
hasil »ai^ancara ataupun OTS penghasilan,

2. Permohonan data kepada pihak ke tiga.

a, Buat permohonan data sesuai sumber data yang akan di-
ambil dan cantumkan apa yang ingin didapat dari permo
honan tersebut yaitu melalui karespondensi kepada BanA'
Indonesiaf bank lain yang dipertimbangkan kemungkinan
ada hubungan dengan pemohonf maupun informasi/komuni-
kasi antar unit dikantor cabang bank sendiri,

b. Tulis data pihak ke tiga (bila ada keterkaitan dengan
ket^ajiban lain) mengenai jumlah hatangf jangka waAtu
angsuran dan kolektibilitas pemohon,

3. Tindak lanjut.

Teliti dan serahkan kepada pe»a»ancara sebagai bahan
untuk rekomendasi paket analisa kredit,

E. Penilaian Agunan

a, Kehijakan;

1. Pelaksanaan penilaian agunan harus didasarkan
atas surat perintah kepada appraiser atau petugas
teknisi seteJah i^ahfancara,

2. Pelaksanaan penilaian agunan dilakukan oleh app
raiser profesional anggota GAPPI dengan tarif
yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh bank

sesuai jenis paket kredit (kecuali bila diwilayah
kantor cabang belum ada appraiser profesional
anggota GAPPI, petugas teknisi kantor cabang
dapat melakukan penilaian agunan

3. Setiap hasil taksasi agunan yang dilakukan oleh
pihak appraiser harus dinilai ken/ajarannya oleh
petugas teknisi kantor cabang^

4. Hasil penilaian agunan harus disampaikan selambat
lambatnya hari ke 6 ('H-6) setelah tanggal peneri-
maan berkas.
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b, Prosedurf

— Penilaian agunan oleh teknisi kantor cabang

1. Perencanaan jadwal OTS/taksasi agunan.
Bust jadi^al pelaksanaan taksasi agunan berdasarkan per-
timbangan Jumlah pemohon yang harus ditaksasif waktu
pelaksanaan dan jumlah teknisi/appraiser.

2. Persiapan penilaian agunan.
Siapkan surat tugas dan formulir penilaian agunan per
kriteria object agunan yang akan diperiksa yaituf
Surat tugas dan laporan pemeriksaan akhir (LF/i} untuk
penilaian agunan tanah dan bangunan dengan metode s

3. Pelaksanaan penilaiaan agunan.
Lakukan penilaian berdasarkan keadaan lapangan, sesuai
petunjuk pengisian formulir yaitu^

— Penilaian agunan oleh Appraiser Profesional

1. Penerimaan berkas hasil penilaian agunan dari

Appraiser.

Periksa kelengkapan pengisian formul ir penilaian agu
nan dan tanggal penyerahannya,

b. Periksa nilai kewajaran agunan dengan membandingkan
dengan harga menurut pemda.

2. Tindak lanjut.

a. Serahkan kepada pe»a»ancara untuk bahan pertimbangan
rekomendasi kred it pemohonf

b. Bayarkan biaya Appraiser sesuai jumlah penilaian agu
nan dan tarif yang telah dinilai wajar oleh bank
(Teknisi Kantor Cabang).

F. Penyusunan Paket Analisa Kredit

a. Kebijakanf

1. Setiap permohonan kredit yang telah diMawancara
dan atau OTS harus dibuat analisa kelayakan per-
mohonan kreditnya,

2. Setiap keputusan kredit harus mempertimbangkan
hasil analisa yang telah disusun.
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3, Setlap hasil analisa permohonan kredit harus di-
lengkapi (sesuai paket ana2isa kredit) untuk
dapat dijadikan bahan utama dalam keputusan
kredit,

b. Prosedurf

Persiapan penyusunan paket analisa kredit,
Susun hasil MaMancar, hasil OTS dan data pihak ke Tiga
dalam paket analisa kredit,

2. Cantumkan data~data pokok hasil pengumpulan data
untuk disusun paket analisa,

3. Tindak lanjut.

' Teliti dan serahkan paket analisa kredit sebagai bahan
untuk keputusan permohonan kredit pemohon^

2, Buat cek 1 is isi dosier debitur (berkas permohonan dan
serahkan dengan tanda terima untuk proses pengajuan
keputusan kredit.

4.2.3. Administrasi Kredit Pemilikan Rumah

A. Administrasi pemberlan kredit

a. Kebijakan;

* Setiap pemberian kredit harus diadminstrasikan
dengan baik sebagai media monitoring performance

kreditur dan data historis,

b , Prosedurf

1. Penerimaan daptar realisasi dan biaya realisasi.

a, Periksa kelengkapan isian data untuk pengisian bukti
real isasi debitur untuk memastikan bahn/a para debitur

telah menandatangani akte-akte pengikatan kredit dan
mencatat pada kartu posisi dokumenf

b, /^dministrasikan rekening kredit debiturf

c, Catat dalam daptar kei^aj iban kepada pihak ke tiga atas

terjadinya pengikatan kredit.
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B. Adminxstrasi dokumen kredit

a. KeblJskanf

1. Administrssi dokumen kredit harus dipisahkan men-
Jadi 2 yaitUf dosier debitur dan dokumen pokok.

2. ̂ ministrasi Dosier debiturf

a. Dosier A terdiri dari :

- formulir permohonan kredit dan dokumen kredit
serta ceklis permohonan kreditf

~ lembar hasil i^ai^ancaraf
- lembar hasil OTS (bila ada),
- 1embar hasil analisa kredit,
- lembar hasil penilaian agunan,
- SF3K beserta lampirannyaf
~ surat pernyataan menerima rumah (untuk KPR),
- berita acara penjualan rumah (untuk KPR_^bila ada) f
- tembusan perjanjian kredit,
- surat kuasa pemotongan gaji,
- copy SPPB (jika ada).

b. Dosier B terdiri dari :

- surat-surat yang berhubungan dengan perjanjian
kredit yang terjadi setelah ditandatanganinya pet—
janjian kredit antara lainf
* surat pemberitahuan angsuran II,
$ surat konfirmasi angsuran,
* surat penagihan 1,2 dan 3,
t rekening koran tahuanan debitur,
* kartu rit^ayat penagihan,
t surat-surat lain yang berhubungan dengan pembi—

naan debitur.

3. Adminstrasi dokumen pokok terdiri dari dokumen
aslif

a. perjanjian kredit,
b. akta jual beli (untuk KPR, KP-Ruha, KP-Rusun),
c. akta pengakuan hutang dan kuasa menjual,
d. surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT),
e. sertifikat tanah,
f. ijin mendirikan bangunan (IMB),
g. perjanjian avalist (jika ada),
h. sertifikat hak tanggungan,
i. polis asuransi,
j.semua dokumen lain yang berkaitan dengan agunan kredit.
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4. Penyxmpsnsn dokumen debiturf

a. dokuemn pokok masing-masing debitur harus dimasukan
kedalam amplop tebal, kemudian simpan dalam lemari
tahan api,

b. dosier debitur (dosier A dan B),
c. dosier A harus dimasukan kedalam amplop tebal,
d. dosier B harus dimasukan kedalam snalhecter.

5. Setisp peminjsmsn dsn pengembalisn dokumen kredit
hsrus mempergunsksn tsnds terims peminjsmsn/pe
ngembal isn sehingga keamansn dsn kershsiaan doku
men terjsmin,

<5. Penerimasn dokumen kredit hsrus menggunsksn tsnds
terima.

7.Pemutshiran dokumen kredit hsrus dilakuksn dengan;

a. Mempertimbangkan Jadual retensi (jika terjadi pengu-
rangan/pemusnahan) sesuai petunjuk retensi dari BPP,

b. Memasukan kedalam dosier /dokumen pokok (jika diterima
dokumen kredit baru).

b. Prosedurf

1. Penerimaan dokumen kredit.

- Dokumen pokok dsn dosier debitur yang diterima dari no-
tsris/pihsk lain (sesuai tsnds terima) dicatat pads
register dokumen pokok dsn register dosier debitur,

- Simpan copy tsnds terima dokumen pokok atsu dosier ma
sing-masing debitur pads map snalhecter.

2. Cara penyimpanan dokumen.

a. File dokumen pokok;

* Dokumen pokok masing-mssin debitur dimasukan keda

lam amplop tebal dsn ditulis pads halsman depan

(daptar isian amplop) antara lain :

- jenis paket kredit,

- nama debitur,

- nomor debitur,

- lokasi proyek perumahan,

- blok kavling,

- nomor dan tanggal perjanjian kredit,

- nomor dan tanggal SKMHT,
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- nomar dsn tsnggsl sertifikst ha tanggungsn,
- nomar dan tanggal akta pengakuan hutang dan kuasa

menjua1,

- nomorf tanggal dan luas tanah sretifikatf
- nomar GS, tanggal dan lakasi sertifikatf

- nomar, tanggal da lakasi INB,
~ tanggal perjanjian ai^al ist,

kemudian disimpan dalam roll opack/lemari tahan api

dengan disusun menurut nomor urut debitur.

b. File dosier A;

* Semua dakumen yang termasuk dosier P (setelah dica-
cakan denga daptar isian pada map permahanan kredit)
dimasukan kedalam amplop tebal dan ditulis/diberi
tanda dihalaman depan amplop antara lain :
- nama debitur,
- namor debitur,
- tanggal realisasi,

c. File dosier B;

* Semua dakumen yang termasuk dosier B dimasukan keda
lam map snelhecter menurut urutan waAtu dakumen/
surat tersebut,

d. Dosier A dan B bersama-sama disatukan dalam satu map
gantung kemudian dikelompokan per proyek perumahan dan

disusun menurut abjad nama debitur untuk selanjutnya
disimpan dalam filing cabinet,

e. Bagian luar map gantung dibubuhi catatan yang memuat
nama debitur, nomor debitur, nama proper (bila ada),
nama lokasi proper dan blok serta nomor kavling.

3. Pemeliharaan dokumen.

a. Peminjaman/pengembalian dokumen;

t menerima formulir peminjaman/pengembalian dokumen

yang telah diisi dan ditandatangani oleh peminjam

dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
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if menyerahksn dokumen dan mencatat pada kartu kan-

trol dokumen dengan diparaf penerima/peminjam
dokumenf

* menerima kembali (sepengetahuan pemimpin) dan men

catat pada kartu kontrol dokumen dengan diparaf

peminjam,

b. Pemutakhiran dokumen;

* melakukan pemutakhiran (menytisutkan dan memasukan)
dokumen kredit sesuai dengan jadual retensi yang
telah ditetapkan,

$ memutakhirkan daptar isi dokumen atas dokumen yang
baru selesai.

C. Penanganan debitur kolektif

a- Kebijakan;

1. Setiap debitur baru yang pembayaran angsuran kre-
ditnya disepakati secara kolektif harus ditindak
lanjuti sebagai berikutjf

* berikan surat pemberitahuan kepada kolektor/
bendaharaMan instansi jika terdapat penambahan
debitur yang akan melakukan pembayaran angsuran
secara kolektif,

* berikan surat kerjasama pembayaran angsuran ko
lektif kepada kolektor/bendaharawan instansi
apabila belum ada pembayaran angsuran kolektif
pada instansi tersbut.

2. Ketentuan pembayaran fee angsuran kolektif;

a. Atas dilakukannya pembayaran kolektif, kolektor dibe-
rikan imbalan berupa fee,

b. Untuk kolektor selain PT. Pos Indonesia, fee baru
diberikan apabila jumlah debitur yang melakukan pemba
yaran secar kolektif minimal 5 (lima) orang,

c. Besarnya fee yang diberikan ;
- untuk PT. Pas Indonesia (selaku kolektor) fee yang

diberikan sebesar 0,7 % dari jumlah angsuran yang
dibayar melalui kantor Pos dan Giro,
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— untuk kalektor seisin PT. Pas Indonesia, fee ysng
diberikan sebessr 1 X dari jumlsh sngsuran yang di
setor kepada bank.

d. Fee yang diberikan kepada kolektor dipotong oleh bank
sebesar 15 '/. sebagai pajak penghasilan kolektor sesuai
dengan pasal 23 undang—undang No.7 tahun 1983 tentang
pajak penghasilan.

Penanganan debitur kolektif menunggak harus dila—
kukan aleh Loan Recovery,

b. Prosedurf

1. Pembentukan dan administrasi debitor kolektif;

a. Tentukan debitor yang akan dikolektifkan pembayaran
sogsLirannya berdasarkan daptar realisasif

b. Boat surat kerja sama pembayaran angsuran kolektif
dengan kolektor debitor yang bersangkotan,

c. Boat sorat pemberitahoan kepada kolektor jika terdapat
penambahan debitor yang akan melakokan pembayaran
secara kolektif,

d. Lakokan koordinasi dengan kolektor mengenai cara pem
bayaran angsoran kolektif,

e. Boat register debitor kolektif per instansi,

f. Pantao pelaksanaan pembayaran angsoran kolektif.

2. Tindak lanjut debitor kolektif menonggak;

<3- Tentokan debitor kolektif yang menonggak atas dasar
debitor kolektif,

Serahkan daptar debitor kolektif menonggak kepada
Loan Recovery.

D. Penyampaian baki debet

a. Kehijakanf

1. Kepada setiap debitor haros diberikan baki debet
setahon sekali posisi pads akhir bolan Desember.

2. Ppabila debitor menghendaki baki debet setiap
saat ontok mengetahoi posisi pinjamannya, maka
dapat diberikan salinan baki debet.
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b, ProsBdurf

1, Cet&k bakl debet seluruh debitur posisi pada
akhir bulan Desember,

2. Nasukan baki debet kedalam amplop kaca tertutup
bertuliskan atau dengan kata-kata "Rahasia'%

3- Baki debet dapat disampaikan da lam 2 (dua) cara /

a. Disampaikan langsung kepada masing-masing debitur baik
dirumah (sesuai lokasi proper) maupun dikantor (sesuai
pengelompokan per instansi),

Disampaikan melalui jasa Perum Pos dan Biro bilamana
data statis non financial khususnya alamat debitur
dengan kode Pos telah dilengkapi, atau melalui benda-
harawan kolektor (bagi debitur yang membayar angsuran
secara kolektif).

4. Dalam hal debitur tidak ditemui (baik dirumah mau
pun instansi) karena alasan tertentu, baki debet
dapat disampaikan melalui keluarga yang bersang-
kutan dengan tanda terima seperlunya.

5. Apabila debitur tidak ditemui karena tidak meng—
huni rumah KPR^ baki debet hendaknya disampaikan
kealamat lama (alamat debitur sesuai formulir
permohonan kredit ) atau instansi / perusahaan
tempat bekerjaf bilamana perlu dengan surat
tercatat.

E. Penyampaian perjanjian kredit kepada debitur

a. Kebijakan;

- Setiap perjanJian kredit yang telah dilegalisasi
aleh notaris harus disampaikan salinannya kepada
masing-masing debitur,

b. Prosedur;

1. Terima perjanjian kredit yang telah dilegalisasi
oleh notarisf

2. Periksa kelengkapan tanda tangan pada perjanj ian
kreditf

o# Siapkan I (satu) salinan perjanjian kredit yang
ditandatangani diatas meterai cukup oleh bank
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4. Mssukan salinan perjanj ian kredit kedalam amplop
kaca tertutup dan dikirim via pos kilat,

5. Masukan asJi perjanj ian kredit kedalam dokumen
debitur.

F. Pengiriman surat Pemberitahuan angsuran II

a. Kebijakanj

Dalam rangka mengingatkan debitur baru untuk merne-

nuhi kehfaj iban pembayaran angsuran kedua^ maka kepada

setiap debitur baru harus diberikan surat pemberitahuan

angsuran 11, dilampiri dengan perhitungan amortisasi

angsuran debitur, yang dikirim paling lambat 2 (dua) hari

setelah akad kredit.

b. Prosedurf

1.Cetak surat pemberitahuan angsuran II dan perhitu
ngan amortisasi debitur atas dasar daptar reali
sasi debitur baru,

2. Tandatangani surat pemberitahuan angsuran 11,

3. Masukan surat pemberitahuan angsuran II dan per—
hitungan amortisasi dalam amplop yang pada sisi
depannya bertul iskan "Rahasia".,

4. Kirim surat pemberitahuan angsuran II dan perhi
tungan amortisasi angsuran debitur melalui pos
kilat,

5. Simpan tembusan surat.

G. Pembebanan hak tanggungan

a. Kebijakanf

1. Batas i-Maktu penggunaan surat kuasa membebankan hak
tanggungan sesuai peraturan mentri negara Agraria/ke-
pala badan pertanahan nasionaJ nomor 4 tahun 1996 ten
tang "Penetapan batas waktu penggunaan surat kuasa
membebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan
kredit-kredit tertentu" tanggal 8 Nei 1996 ditetapkan
sebagai berikut :

Surat kuasa membebankan hak tanggungan berlaku
sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjan-
Jian pokok untukf
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* Kredit pemiliksn ruunah yang diberikan untuk pe-
ngadaan perumahan :
a- Kredit yang diberikan untuk membiayai rumsh

intif rumah sederhana atau rumah susun de-
ngan luas tsnah maksimum 200 m2 dan luss
den luas bangunan tidak lebih dari 70 m2f

b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan kav~
ling siap bangun (KSB) dengan luas tanah
54 m2 s/d 72 m2 dan kredit yang diberikan
untuk membiayai bangunannya,

c. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemu-
garan rumah sebagaimana dimaksud pada " a "
dan " b " .

t Kredit produktif lain yang diberikan Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat dengan plafon kre
dit tidak melebihi Rp. 50 juta^ antara lain
kredit kelayakan usaha (yang disalurkan oleh
bank pemerintah).

B. Rpabila pensertif ikatan da lam pengurusanf surat
kuasa membebankan hak tanggungan berlaku sampai
3 bulan sejak tanggal dikeluarkan sertifikat hak
atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan^
- Kredit produktif dengan plafon kredit Rp.50
juta keatas s/d Rp. 250 juta,

- Kredit pemilikan rumah toko dengan luas tanah
maksimum 200 m2 dan luas bangunan rumah dan
toko tersebut masing-masing tidak lebih dari
70 m2 dengan plafon tidak melebihi Rp.250 Juta,

I. Kriteria debitur yang harus dipasang pembebanan hak
tanggunganf

a. Debitur diluar ketentuan kebijakan butir A,

b. Debitur sesuai kebijakan butir A, dengan kriteria
antara lain ;

- menunggak >= 6> bulan, mampu dan bandel.
- Debitur dengan maksimal kredit >= Rp. 50 juta

tanpa melihat umur tunggakan.

c. Debitur sesuai kebijakan butir B.

r. Besarnya nilai pertanggungan adalahf

a. 150 y. dari out standing saat dilakukan pembebanan
hak tanggungan untuk debitur menunggak >= 6 bin.

b. 150 '/. dari maksimal kredit untuk debitur dengan
maksimal kredit >= Rp. 50 juta.
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4. Biays pembebanan hak tanggungan diambil dari dana debi
tur yang ditahan untuk pembebanan hak tanggungan, Ppa
bila tidak mencukupi maka kekurangannya dapat ditanggu
langi dahulu oleh bank.

b. Prosedurf

1. PenentLian debi tur :

Tentukan debitur yang akan dibebankan hak tanggungan
dengan sumber data darif
* DDkl (daptar debitur menunggak) dengan umur tung—

gakan >= 6 bulan,
t Daptar reaJisasi baru untuk debitur dengan mak-
simal kredit >= Pp. 50 juta.

2. Persiapan pemberkasan :

Siapkan dakumen/berkas yang diperlukan dalam rangka
pembebanan hak tanggunganf yaitu;
* Perjanjian kredit,
* Surat kuasa membebankan hak tanggungan,
* Sertifikat tanah,
$ Surat pengantar pengurusan beserta lampirannya.

3. Proses pembebanan hak tanggungan :

a. Semua dakumen yang dipelukan dalam rangka pembebanan

hak tanggungan, dibawa ke PPAJ (pejabat pembuat akia

tanah) untuk dibuatkan akta pembebanan hak tanggungan,

b. Terima akta pembebanan hak tanggungan untuk ditanda-

tangani,

c. Kembalikan akta pembebanan hak tanggungan untuk didap-
tarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuA dibuatkan

sertif ikat hak tanggungan,

d. Terima setifikat hak tanggungan. Pkta pembebanan hak

tanggungan dan dakumen pakak lainnya yang telah dise-
rahkan dalam rangka pemasangan hak tanggungan,

e. Bayarkan biaya pembebanan hak tanggungan,

f. Buat register debitur yang telah dibebankan hak tang
gungan.
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4.2.4. Penoawasan Kredit Pemilikan Rumah

4.2.4.1. Pembinaan Kredit

A. Pengiriflian surat konfirfflasi angsuran

a. Kebijakanf

1. Dalam rangka tertibnya pembayaran angsuran maka kepada
setiap debitur tidak menunggak yang sampai dengan
tanggal 10 be1 urn terbuku adanya pembayaran angsuranf
dikirimi surat konfirmasi angsuran selambat-lambatnya
tanggal 15 bulan yang bersangkutan,

2. Pengiriman surat konfirmasi angsuran harus dilakukan
melalui pos dan ditujukan kealamat untuk dihubungif
apabila debitur tidak/belum tercapai maka surat kanfir
masi agunan dikirimkan kealamat dimana debitur berada
atau alamat dimana agunan berada.

b. Prosedurf

1. Tentukan debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi
angsuran berdasarkan daptar debitur menunggak posisi
tanggal 10 bulan bersangkutanf

2. Cetak surat konfirmasi angsuran,,

5. Tandaiangani surat konfirmasi angsuranf

4. Masukan surat konfirmasi angsuran kedalam amplop yang
pada sisi depannya tertera kata "Rahasia".,

5. Kirim surat konfirmasi angsuran melalui pos kilat dan
simpan tembusannya.

B. Klaim debitur

a- Kebijakanf

Klaim dapat dilakukan debitur apabila terjadi perbe-
daan antara data yang ada di bank dengan data dari
debitur.

b, Prosedurf

1, Terima pengajuan klaim debitur beserta dokumen pendu-
kung untuk membutikan kebenaran data debitur.

2. Lakukan pengecekan kebenaran atas bukti yang diajukan.
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3, Temukan penyebab terjadinya klaim dengan membandingkan
data ysng ada pada bank dengan buhti yang diajukan
debitur^

4, /ipabila ternyata data debitur benar, maka;
Berikan tanda terima klaim kepada debitur,

,b. Sampaikan pengajuan klaim berikut copy bukti yang
telah dicap " sesuai aslinya " untuk dilakukan
koreksi,

c. Sampaikan kepada debitur baki debet hasil koreksi

5, Catat klaim debitur da lam register klaim.

C. Denda tunggakan

a. Kebijakan;

1. Setiap debitur yang tidak membayar angsuran sampai
akhir bulan yang bersangkutan maka dikenakan sanksi
berupa denda tunggakan.

2. Besarnya denda sebulan sebesar 1,5 Z dari saldo tung
gakan komulatif dengan rumus;

$ Denda = (I >: pi) -f- (I >i p2) +■ (1 « p3)......(! x pn)
dan dibulatkan lOO keatas.

- Catatan s
I  = suku bunga denda
pi = saldo tunggakan bulan ke-1
p2 = saldo tunggakan bulan ke-2
p3 = saJdo tunggakan bulan ke-3
pn = saldo tunggakan bulan ke-n

b. Prosedur;

i' Periksa kartu rihfayat penagihan pembayaran/debitur,

2. Lakukan penagihan denda pada saat penagihan tunggakan
angsuran sebesar yang tercetak direkening koran baik
saat pembayaran dilokasi maupun diloket cabang,

3. Catat hasil penagihan dikartu rit^ayat penagihan.

D. Penggunaan kartu riwayat penagihan

b. Kebijakanf

1. Setiap debitur menunggak harus dibuatkan kartu rih>ayat
penagihan.
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Setiap tindsiisn ysng dilakukan bankJanJi/parnyataan
debltur, informasi tentang debitur yang berkaitan ds-
ngan perjanj ian kredit harus dicatat dalam kartu rit^a
yat penagihan,

3. Surat—surat yang dikeluarkan bank maupun debitur sehu—
bangan dengan perJanJian kredit, merupakan lampiran
kartu rin/ayat penagihan.

4. Kartu rih/ayat penagihan dan lampirannya harus disimpan
dalam tempat yang aman namun mudah diambil guna kepen—
tingan pembinaan dan penyelamatan.

5. Kartu rih/ayat penagihan dan lampirannya harus disimpan
dalam dosier B debitur setelah satu siklus pembinaan
atau lunasnya kredit. (Siklus pembinaan dimulai sejak
debitur menunggak sampai dilunasinya tunggakan).

6. Kartu rii^ayat penagihan merupakan sarana monitoring
atas kegiatan pembinaan dan penyelamatan.

b. Prosedurf

1. Buat kartu rih/ayat penagihan untuk debitur menunggak
dengan mengisi data-data debitur sesuai pada formalir
kartu rih/ayat hidup,

2. Catat rencana tindakan pembinaan/penyelamatan,

3. Catat hasil/tanggapan debitur atas tindakan pembinaan/
penyelamatan,

4. Simpan surat—surat yang dikeluarkan bank atau yang di—
terima bank dari debitur sebagai lampiran kartu riwa
yat penagihan.

E. Pengiriman surat penagihan 1

a. Kebijakanf

1. Setiap debitur menunggak I (satu) bulan harus
diberikan surat penagihan 1.

2. Surat penagiihan 1 harus disampaikan langsung
LAO dengan menggunakan tanda terima.

b. Prosedurf

1. Tentukan debitur yang akan dikirimi surat penagihan 1
dengan menggunakan daptar debitur menunggak umur tung
gakan 1 bulan posisi EON,
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2. Cetak surat penagihan 1,

3. Tandatangani surat penagihan If

4. Masukan surat penagihan 1 kedalam amplop yang pada
sisi depannya tertera kata "Rahasia".,

5, Sampaikan surat penagihan 1 kepada debitur,

6, Lakukan penagihan apbila dalam penyampaian surat pena
gihan 1 LAO dapat bertemu debitur,

7, Apabila dalam penyampaian surat penagihan 1 LAO tidak
dapat bertemu debitur, maka surat penagihan 1 dapat
disampaikan kepada keluarga debitur atau orang lain
dengan ketentuanf

a- Dapat dipastikan bah»a surat penagihan 1 akan di-
terima debitur,

b. Dapat dipastikan bah^a isi surat penagihan 1
tidak diketahui orang lain tanpa sepengetahuan
debitur.

B. Apabila diperlukan, pengiriman surat penagihan 1 dapat
dilanjutkan dengan upaya penagihan lain, baik dengan
hubungan melalui telepon atau kunjungan langsung,

9. Simpan tembusan surat penagihan 1 dan tanda terima.

F. Hubungi debitur melalui telepon

a. Kebijakanj

Terhadap debitur yang menunggak 2 (dua) bulan harus
dilakukan tindakan penagihan dengan mengadakan hubu
ngan langsung dengan debitur melalui sarana telepon.

b. Prasedurf

•1' Tentukan debitur yang akan dihubungi melalui telepon
berdasarkan daptar debitur menunggak dengan umur tung-
gakan 2 bulan posisi EON,

2. Cek janji debitur (bila ada) yang terdapat pada kartu
rit^ayat penagihan,

3. Hubungi debitur melalui telepon,

4. Lakukan penagihan dengan mengunjungi debitur jika
debitur tidak dapat dihubungi melalui telepon.
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6. Mengunjungi debitur

a. Kebijakanf

1. Debitur yang menuggak >= 3 bulan barns dilakukan
penagihan dengan mengadakan kunj ungan langsung
kedebitur.

2. Harus dilakukan identifikasi atas terjadinya
tunggakan.

b. Prosedur;

Tentukan debitur yang akan dikunjungi berdasarkan dap-
tar debitur menunggak dengan umur tunggakan >= 3 bulan
posisi EONf

2. Cek janji debitur (bila ada) yang terdapat pada kartu
ri»ayat penagihan,

3. Tuangkan instruksi penagihan pada kartu ri»ayat pena
gihan,

4, Lakukan penagihan dengan kunjungan langsung ke debitur
dengan membahfa baki debet,

5, Lakukan identif ikasi sebab terjadinya tunggakan,

H. Pengiriman surat penagihan 2

a, Kebijakan/

1. Setiap debitur menunggak 4 (empat) bulan harus
diberikan surat penagihan 2,

2, Surat penagihan 2 harus disampaikan langsung oleh
LAO dengan menggunakan tanda terima.

b, Prosedurf

I. Tentukan debitur yang akan dikirimi surat penagihan 2
dengan menggunakan daptar debitur menunggak umur tung
gakan 4 bulan posisi EON,

2. Cetak surat penagihan 2,

3. Tandatangani surat penagihan 2,

4. Nasukan surat penagihan 2 kedalam amplop yang pada
sisi depannya tertera kata "Rahasia",
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5, Sampaikan surat penagihan 2 kepada debiturf

6, Apabila LAO dapat bertemu debitur makaj!
a. Lakukan penagihan atas tunggakan atau sisa hutang
b. Apabila penagihan atas tunggakan atau sisa hutang

belum berhasil, carikan jalan keluar untuk penye-
lesaian tunggakan atau sisa hutang seperti s
- penjadhfalah ulang,
- penj ualan agunanf
- alih debitur,

7, Apabila dalam menyampaikan surat penagihan 2 LAO tidak
dapat bertemu debitur, maka surat penagihan 2 dapat
disampaikan kepada keluarga debitur atau orang lain
dengan ketentuan^
a, Dapat dipastikan bahnfa surat penagihan 2 akan di-

terima debitur^
b, Dapat dipastikan bah»a isi surat penagihan 2

tidak diketahui oleh orang lain tanpa sepenge-
tahuan debitur,

B. Simpan surat penagihan 2 dan tanda terima,

I. Shock therapy

a. Kebljakanf

1, Salah satu upaya pembinaan kredit dapat dilakukan
melalui gerakan shock therapy dengan pemasangan
stiker (rumah masih dalam pengat-zasan BTN),

2, Pemasangan stiker dilakukan pada rumah-rumah debi
tur atas debitur-debitur :

- tidak pernah memberikan tanggapan atas surat
penagihan dan penai^aran penyelesaian kredit/
tunggakan yang disampaikan oleh pihak bank,

b. Prosedurf

1, Ambil kartu rii^ayat penagihan,,

2, Periksa janji waktu penyelesaiannya,

3, Setelah dilakukan beberapa kali kunjungan untuk
penagihan serta sampai pada surat peringatan III
juga belum ada penyelesaian tunggakan dari debi
tur, maka perlu diperingati dengan memasang
stiker/penyemprotan dengan tulisan " Tanah dan
Bangunan ini dalam Pengawasan PT. Bank Tabungan
Negara (Persero)
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J. Pendataan rutnah kosong

a, Kebxjakanf

1. Yang dimaksud dengan rumah kosong (rukos) adalah agu-
nan kred it yang berupa bangunan atau rumah dan tanah
yang dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh
BTN, tidak dipeliharaj dimanfaatkan, diusahakan atau
dihuni sesuai tujuan dari pemberxan kredxtnya dan
debxtur raib, sehxngga tidak/belum melakukan kewajiban
pembayaran angsuran sebagaimana disepakati dalam per-
janjian kredit selama dalam jangka h/aktu 6 (enam)
bulan berturut-turut.

2. Pendataan rumah kosong dilakukan oleh LAO bersamaan
dengan kegiatan penagihan (kunjungan langsung).

b. Prosedurf

1. Nendata rumah kosong/rumah yang ditelantarkanf

a. Lakukan ki.(njungan dan foto setiap ditemukan adanya
rumah Hosong,

b, Catat dan tempelkan foto rumah kosong tersebut pada
kartu riwayat penagihanj

2. Nelacak debiturf

Nelacak kealamat lama sesuai copy KTP yang ada pada
dosier A t

- Apabila debitur ditemukan maka diminta untuk sege-
ra menyelesaikan tunggakan/hutangnya dan apabila
debitur sudah tidak sanggupf diminta kesediaannya
untuk datang ke notaris PPAT guna menandatangani
akta penterahaOf dan apabila berkeberatan pada
saat itu juga diminta ke notaris untuk membuat
kuasa menjual kepada BTN dengan biaya ditalangi
oleh BTN.

- Dilaporkan secara khusus kepada kantor Pusat, dan
minta pertanggungjah/aban kepada developer untuk di
lakukan Subrogasi atau penyelesaian dengan cara
lain.

■J. Up date master debitur^
a. Buat memo dan daptar rumah kosong,
b. serahkan kepada unit prosesing untuk dilakukan up date
c. Serahkan penanganan rukos kepada Legal Officier.
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K. Pengiriman surat penagihan 3

a- Kebzjakanf

1. Surat penagihan 3 harus diberikan kepada^

a. Debitur yang menunggak 9 (sembilan) bulan,
b. Debitur yang menunggak < P (sembilan) bulan tetapi di-

yakini sudah tidak dapat menyelesaikan tunggakan atau
sisa hutang^

2, Surat penagihan J (tiga) harus disampaikan lang-
sung oleh LAO dengan menggunakan tanda terima.

b. Prosedurf

1, Tentukan debitur yang akan dikirim surat penagihan 3f

2, Cetak surat penagihan 3,

3, Tandatangani surat penagihan 3,

4, Masukan surat penagihan 3 kedalam amplop yang sisi mu—
kanya tetera kata "Rahasia".,

5, Sampaikan surat penagihan 3 kepada debitur,

6, Simpan tembusan surat penagihan 3 dan tanda terima.

4.2.4.2. Penyelamatan Kredit

A. Rekalkulasi

a. Kebijakanf

1. Rekalkulasi hanya dapat dilakukan untukf
a. Nemperkecil angsuran kredit dan memperpanjang jangka

waA'tu, atau

b. Nemperkecil angsuran kredit dengan jangka hiaktu tetap.

2. Persyaratanf

a. Debitur tidak mempunyai tunggakan,
b. Debitur mengajukan permohananan rekalkulasi secara ter

tulis,

c. Debitur bersedia membayar angsuran KPR yang telah di-
jadual ulang secara baik,

d. Rekalkulasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
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e. J&ngks h/aktu rekalkulasi tidak baleh melebihx Jangka
hfaktu sertifikat tanah dan ttsia dabitur tidak melebihi
65 tahun saat kred it Jatuh tempo.

b. Prosedurf

•2' Terima surat permohonan rekalkulasi.

2. Hitung angsuran dan jangka waktunya,

>->» Buci addendum rekalkulasi yang terdiri darif
- perubahan maksimal kreditf
~ jangka Maktu kredit,
- besarnya angsuran per bulan.

4. Suku bunga tetap persetujuan rekalkulasi kepada

5. Asli addendum yang ditandatangani kedua belah
pihak disimpan oleh cabang dan disampaikan kepada
debitur untuk dipelajari, Apabila setujUf debitur
menandatangani addendum diatas meterai cukup^

6. Mintakan salinan addendum disampaikan kepada de
bitur yang bersangkutan.

B. Allh debitur

a. Kebijakan;

1. A1ih debitur dapat dilakukan dengan atau tanpa
sepengetahuan debitur lama.

2. Syarat dilakukan a lib debiturf

a, Apabila debitur lama ada :

* Ada kesepakatan antara debitur lama dengan calon
pengganti.

t Kei^aj iban debitur lama kepada BTN sudah diselesai—
kan.

* Calon debitur baru harus memenuhi persyaratan
untuk mengajukan permohonan kred it (seperti penga-
juan KPR baru).

* Biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan alih
debitur telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Pada dasarnya rumah KPR untuk debitur ASABR2 tidak

boleh diperjualbelikan kecuali mendapat ijin dari

Asabri pusat.
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bw Apsbila debitur lama tidak ada :

- Adanya keputusan dari pengadilan negri yang membe-
rikan hak kepada BTN untuk menjual dan/atau menga
Ixhkan rumah KPR sebagai agunan kred it atau akta
dari debitur lama yang dibuat secara notariil yang

memberikan hak kepada BTN untuk menjual dan/atau

mengalihkan secara sepihak tanpa sepengetahuan
debitur lama,

- Calon debitur baru harus memenuhi persyaratan un~
mengajukan permahonan kred it (seperti pengajuan
permohonan KFR baru).

~ Semua ka»ajiban yang timbul dari debitur lama diam
bil alih calon debitur pengganti,

- Harga jual untuk rumah KPR yang akan dialih debi-
turkan ditetapka oleh BTN dan tidak boleh lebih

rendah dari harga jual semula sesuai SPP yang ber-
sangkutan.

- Selisih antara harga jual dan jumlah pasisi sisa
hutang yang disetujui oleh BTN untuk dialih debi-

turkan kepada calon debitur pengganti merupakan
uang muka yang harus dilunasi oleh calon debitur

pengganti kepada BTN.

3. Ketentuan maksimal kredit, suku bunga, jangka
tvaktu dan angsuran kreditjf

a. Jangka t^aktu i

# Pada dasarnya jangka waAtu angsuran untuk jumlah

yang dialih debiturkan kepada debitur baru adalah

sama dengan sisa jangka »aktu sesuai dengan per-
janjian kred it.

b. Besarnya angsuran bulanan :

If Besarnya angsuran bulanan sesuai denga ketentuan

umum kreditnya berlaku pada saat dialih debiturkan

atau dilakukan penjadualan ualang.

c. Suku bunga :

* Pengenaan suku bunga dihitung sesuai dengan keten
tuan yang berlaku pada saat dilakukan alih debitur
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d. Kekfaj ib&n :

* Pads saat dilakakan alih debitur kewajiban (seper-
ti tunggakanf denda, asuransi tahun berjalan) yang
ada harus sudah diselesaikan.

e, Syarat-syarat umum lainnya :
* Untuk pengalzhan huiang ini berlaku syarat-syarat

umtm KPR yang ada sesuai dengan SP2flD.

h. Prosedurf

1. Alih debitur dilakukan dengan sepengetahuan atau
kehadiran debitur Ja/na/

a. Debitur lama mengajukan permohonan tertulis kepada kan
tor cabang denganf

b. Nempergunakan formulir J-IAD/KPR dengan melampirkan
foto copy KTPf

c. Calon debitur pengganti mengisi formulir 1-1AD/KPR de
ngan melampirkan dokumen inti (seperti permohonan KPR
ba ru } ,

d. Periksa permohonan debitur lama dan calon debitur
penggantif

e. Lakukan t^a»ancara dengan calon debitur pengganti,

f. Buat DUP untuk diaj ukan ke rapat komite kredit,

g. Apabila disetujui, terbitkan surat penegasan persetu-
tujuan alih debitur (SP2AD},

h. Apabila ketentuan dalam SP2AD dapat disetujui, maka
calon debitur baru dan debitur lama menandatangani lem
bar kedua SP2AD dan menyampaikan kembali kepada BTN
dalam jangka uaktu yang ditentukan,

i. Tentukan jadual pelaksanaan akad kredit alih debitur
dihadapan no taris.

2. Alih debitur dilakukan dengan tanpa sepengetahuan
atau kehadiran debitur Jama/

a. Calon debitur pengganti mengisi formulir I-IAD/KPR
dengan melampirkan dokumen inti (seperti dokumen per
mohonan KPR baru),

b. Periksa permohonan calon debitur pengganti,
c. Lakukan tva»ancara dengan calon debitur pengganti.
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d. Buat DUF untuk diajukan ke rapat komite kredit,
e. Apabila diseiiAjuif terbitkan SP2AD,
f. Apabila ketentuan dalam SP2FD disetujui, maka calan

debitur barn menandatanganz lembar kedua SP2/iD dan
menyampazkan kepada BTN dalam jangka f/aktu yang dzten-
tukan,

g. Tentukan jadual pslaksanaan akad kredit dzhadapan
notarzB dengan dasar keputusan darz pengadzlan negrz
atau akta notarzs yang memberz hak kepada BTN.

C. Penjadualan ulang (PUL)

a, Kebijakanf

Salah satu upaya kegiatan pembznaan kredit lanjutan
adalah dengan cara penjadualan nalang (PUL).
Syarat PUL i

t PUL diterapkan apabila dipenuhi persyaratan sbb. |i

1. Debitur menghuni rumah KPR yang bersangkutan,.

2. Debitur dikatagorikan sebagai tidak mampu tetapi menun
jukan itikad baik untuk menyelesaikan/membayar ke»a-
jiban angsuran KPR selanjutnyaf yang dapat dinilai
dari :

~ Keadaan rumah yang bersangkutan tidak menunjukan
adanya perombakan/perbaikan yang mencolok (memakan
biaya cukup besar).

- Debitur yang bersangkutan menunjukan sikap positif
atas surat-surat tegoran dan pendekatan yang dila-
kukan oleh pihak bank.

- Untuk selanjutnya debitur bersedia membayar angsu
ran (yang telah dijadual ulang) secara baik.

^ Penjadualan ulang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

1. Penjadualan ulang sisa pinjaman (PUSP)

Ketentuan dan syarat;

a. Persetujuan atas permintaan PUSP harus selektif,
sehingga PUSP merupakan pembinaan yang paling akhir
sebelum dilakukan penyelamatan,

b. Untuk dapat dilakukan PUSP debitur harus mengajukan
permohonan secara tertulis dan disetujui oleh pim-
pinan cabang,.
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c- Sebelum dilakuksn PUSP, debitur harus membayar /
- Tunggakan sebagian atau seluruhnyaf sesuaim kese-

pakatan dengan petugas BTN, yang minimal sebesar
25 % dari seluruh tunggakan.

- Seluruh denda tunggakan.

d. Pakok kred it baru :

~ Jumlah pakok kredit setelah dilakukan PUSP adalah
sisa pinjaman sebelum dilakukan PUSP ditambah
dengan tunggakan yang belum dibayar.

- Jumlah pakok kredit baru harus da lam bulatan se-
puluh ribuan, dengan pembulatan keba»ah.

e. Perhitungan angsuran baru :
Jumlah angsuran baru dihitung berdasarkan jumlah
pakok kreditdan jangka i^aktu baru dengan rumus s

(Pakok kredit baru x faktar anuitas)

12 bulan

f. Jangka Maktu :

- Ada dua jenis PUSP menurut jangka waktunya}

* PUSPf dimana jangka i^aktu kredit setelah PUSP
sama dengan jangka i-zaktu kredit (sesuai perjan-
jian kredit), sehingga jumlah angsuran bulanan
nya menjadi lebih besar.

* PUSP, dimana jangka »aktu kredit yang baru
lebih panjang dari jangka i^aktu kredit sesuai
dengan perjanjian kredit. Dengan PUSP jenis
ini, maka angsuran bulanannya menjadi lebih
kecil. Untuk PUSP jeis ini, maka :
- Jangka i^aktu keseluruhan (yang sudah dijalani

ditambah jangka i^aktu yang diperbaharui)
tidak melebihi 20 tahun.

- Apabila kemampuan debitur tidak memungkinkan,
maka jangka h/aktu yang baru tidak boleh lebih
dari 25 tahun.

- Apabila usia debitur, pada saat jangka i^aktu
kedit berakhir melampaui 65 tahun, maka debi
tur harus mengajukan ava1 is.

- Apabila masa berlaku sertifikat hak atas
atas tanah berakhir dalam masa kredit, maka
tiga bulan sebelumnya debitur wajib mengikat-
kan diri untuk memperpanjang jangka waktu ser
tifikat atas hak tanah. Biaya perpanjangan
sertifikat menjadi beban debitur.
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1. Penjadualan ulang sisa tunggakan (PUST);

Ketentuan dan syarat :

Untuk d&pst dilakukan FUST debitur harus mengajukan
permohonan secara tertulis dan disetujui aleh LAS/
senior LAO,

* Sebelum dilakukan PUST, debitur harus minimal memba-
yar 25 X dari seluruh tunggakan atau sebanyak 2
angsuran apabila nilai 25 X dari tunggakan < 2 ang-
suran.

* Setelah dilakukan PUST, maka debitur harus membayarf
~ angsuran regulernya atas pokok pinjaman,
- angsuran atas tunggakan,

* Jangka t^aktu PUST maksimal selama 12 bulan, apabila
jangka »aktu PUST tersebut mele»ati tahun, maka
debitur diharuskan membayar kapitalisasi setiap
bulannya,

b. Prasedurf

1, Debitur mengajukan PUL,

2, Pelajari kemungkinan diadakannya PUL dan temukan Jenis

PULnya,

3, Bila diperkirakan dapat dilakukan PUL maka lakukan per

tungannya, Untuk PUSPf

- Maksimal kred it baru,

~ Jumlah angsuran baru,

- Jangka i^aktu k red it baru,

* Untuk PUST, hitung angsuran tunggakan setiap bulan

nya,

4, Mintakan persetujuan PUL,

5, Beritahukan kepada debitur tentang persetuj uan PUL,

6, Lakukan up date master,

7, Monitoring pelaksanaan PUL. Dengan telah selesainya
proses PUL, maka untuk selanjutnya cabang harus memo-
nitor dengan baik pelaksanaanya, artinya sejak itu
debitur harus membayar kewajiban angsuran barunya
seuai dengan SPPUL yang bersangkutan.
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4.3. Pembshasan dan Pengujian Hlpatesa

4.3.1. Pembahasan

4.3.1.1. Penilaian atas Struktur Organisasi

Secara keseluruhan struktur organisasi yang ada pada

FT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor telah

disusun sesuai dengan kebutuhan yang disertai dengan

uraian tugas dan dinilai cukup memadai pada saat sekarang

ini.

Adanya job discription yang memuat uraian tugas

secara lengkap dari kepala cabang, sampai kepada urusan-

urusan yang memberikan gambaran yang jel'as mengenai batas

wewenang dan luas tanggung jawab yang jelas dan tegas

dari setiap personil yang terlibat dalam aktivitas peru-

sahaan, dalam hal ini kegiatan perkreditan.

Struktur organisasi yang disusun FT. Bank Tabungan

Negara (Fersero) cabang Bogor dirancang secara sederhana.

Bagian-bagian yang ada diselenggarakan sebatas kebutuhan

sehingga tidak ada satu bagian atau urusanpun yang

keberadaanya tidak dibutuhkan. Struktur organisasi ini

juga telah disusun secara fleksibel, sehingga apabila

dibutuhkan perluasan perusahaan tidak mengharuskan perom-

bakan secara menyeluruh dalam susunannya, tapi cukup

hanya dibutuhkan tambahan bagian-bagian yang baru atau

tambahan personilnya saja.
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4.3.1.2. Penilaian atas kebijakan dan Prosedur/Proses

Pemberian Kredit Pemillkan Rumah

Dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam hal ini

Perbankan yang bergerak dibidang jasa terutama dalam

aktivitas perkreditan tidak bisa lepas dari urutan kegia-

tan yang rutin, sehingga perlu adanya perlakuan yang

seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam

perusahaan tersebut. Untuk itu perusahaan perlu suatu

alat, dimana alat tersebut adalah prosedur yang memadai.

Karena dengan prosedur yang memadai tersebut akan menja-

min keseragaman kegiatan transaksi-transaksi rutin peru

sahaan .

Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan

oieh Dr, Zski Bsiridt^rif M.Sc, Ak., yaitu :

" Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan yang
biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu
bagxan atau lebih, disusun untuk menjamin adanya
perlakuan yang seragam terhadap transaksi-tran
saksi perusahaan yang terjadi. "

Secara keseluruhan prosedur/proses pemberian kredit

yang dilaksanakan oleh FT. Bank Tabungan Negara (Persero)

cabang Bogor dinilai cukup memadai pada saat sekarang

ini, hal ini ditunjukan dengan adanya pedoman tertulis

yang jelas dan tegas yang ditetapkan dari pusat yang

mengarah pada usaha-usaha pengamanan harta kekayaan

perusahaan, akurasi/kehandalan data, efisiensi operasi,

serta mendorong ketaatan atas kebijaksanaan perusahaan.
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Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

1. Analisa kredit ;

- pengajuan permohonan kredit,

- wawancara,

- on the spot (OTS),

- pengumpulan data dari pihak ketiga,

- penilaian agunan,

- penyusunan paket analisa.

2. Keputusan kredit ;

- persiapan Rakomdit,

- Rakomdit,

- proses hasil keputusan Rakomdit.

3. Realisasi kredit ;

- persiapan akad kredit,

- akad kredit,

- pencairan dana realisasi.

4. Administrasi kredit ;

- administrasi pemberian kredit,

~ administrasi dokumen kredit,

- penanganan debitur kolektif,

- penyampaian baki debet,

- penyampaian perjanjian kredit kepada debitur,

- pengiriman surat pemberitahuan angsuran,

- pembebanan hak tanggungan.

5. Pembinaan kredit ;

- pengiriman surat konfirmasi angsuran,

- klaim debitur,

- denda tunggakan,

- penggunaan kartu riwayat penagihan,

- pengiriman surat penagihan,

- hubungi debitur melalui telepon,

- mengunjungi debitur,

- shock terafjy,

~ pendataan rumah kosong.
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6. Penyelamatan kredit ;

- rekalkulasi,

- alih debitur,

- penjadualan ulang (PUL).

7. Penyelesaian kredit ;

- persiapan rapat komite penyelesaian kredit,

- rapat komite penyelesaian kredit,

- SLibrogasi,

- gugatan melalLti pengadilan negri,

- penyerahan piutang ke BUPLN,

- penjualan tunai,

- eksekusi hak tanggungan.

8. Pelunasan kredit ;

- pelunasan kredit jatuh tempo,

- pelunasan kredit belum jatuh tempo.

Hal-hal tersebut diatas secara umum/keseluruhan

selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Drs, Thomas

Suyatno dan kawan-kawan dalam bukunya Dasar—dasar

perkreditan prosedur umum perkreditan meliputi :

1. Permohonan kredit ;

- berkas,

- pencatatan,

- kelengkapan dan berkas permohonan kredit,

- formulir daptar isian permohonan kredit.

2. Penyidikan dan Analisis kredit ;

~ berkas dan pencatatan,

- data pokok minimal dan analisis pendahuluan,

- penilaian data.

3. Keputusan atas permohonan kredit ;

- wewenang mengambil keputusan,
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- laporan penggunaan wewenang,

- cara pengusulan,

- formulir usulan perpanjangan waktu kredit.

4. Penolakan permohonan kredit j

- oleh bagian kredit atau cabang,

- oleh bagian kredit atau cabang setelah mendapat

keputusan penolakan direksi (pusat).

5. Persetujuan permohonan kredit ;

- surat penegasan persetujuan permohonan kredit ke-

pada pemohon,

- pengikatan jaminan,

- penandatanganan perjanjian kredit,

- penandatanganan surat aksep,

- informasi untuk bagian lain,

- pembayaran bea meterai kredit,

- pembayaran provisi kredit atau commitment fee,

- asuransi barang jaminan,

- asuransi kredit.

6. Pencairan fasilitas kredit ;

- bentuk penyediaan fasilitas kredit,

- cara pencairan kredit,

- bukti pencairan kredit,

- verifikasi pencairan kredit.

7. Pelunasan kredit.
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4.3.1.3. Penilaxan atas Analisa Kredit Pemilikan Rumah

Dalam prosedur proses pemeberiam kredit langkah atau

kegiatan analisa kredit mempunyai peranan yang sangat

penting. Keputusan untuk memberikan fasilitas kredit

dilakukan hanya setelah analisis secara menyeluruh dan

lengkap atas informasi yang relevan dengan jenis kredit

tersebut, dan dengan analisis kredit yang memadai pen-

gambilan keputusan pemberian kredit akan cepat dan tepat

sehingga rentabilitas perusahaan dalam perkreditan akan

lebih terjamin.

Pada dasarnya analisis kredit ini dapat dilakukan

dengan 2 (dua) pendekatan yakni, analisis kualitatif

serta analisis kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan

oleh Dahlsn Siamat dalam bukunya Manajemen Bank Umum,

dalam melakukan penilaian kredit, pejabat kredit secara

umum menggunakan prinsip-prinsip klasik kredit yang

disebut dengan ; " 5 C + Constrain ". Prinsip- prinsip

tersebut yaitu :

1. Character yaitu5 tabiat, kebiasaan-kebiasaan cara

hidup calon nasabah,

2. Capacity yaitu; kemampuan, kesanggupan membayar

kembali hutang-hutangnya (dalam hal ini dapat di-

lihat dari semua kapasitas sumber daya yang

dimiliki oleh calon nasabah),



3. Capital yaitu; modal yang tersedia/ditanam dalam

perusahaan calon nasabah,

4. Collateral yaitu; nilai jaminan/agunan yang dimi-

llki oleh calon nasabah,

5. Condition yaitu; kondisi perekonomian pada umum—

nya, yang mempengaruhi kemampuan calon nasabah,

6. Constrain yaitu; merupakan faktor hambatan dan

keterbatasan yang dapat timbul dalam perkreditan.

Selain prinsip-prinsip tersebut diatas ada beberapa

aspek yang perlu dilakukan penilaian atau dianalisis

secara tepat dan akurat yaitu ;

- Aspek pemasaran,

- Aspek manajemen,

- Aspek teknis,

- Aspek keuangan,

- Aspek hukum,

- Aspek sosial dan ekonomi (prinsip constrain).

Secara keseluruhan analisa/analisis kredit yang

dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

cabang Bogor dinilai cukup memadai pada saat sekarang

ini. Hal ini ditunjukan dengan adanya kebijakasanaan dan

kegiatan/langkah meliputi ;

A. Metode penilsianf

1. Wawancara yaitu bertujuan untuk mendapatkan gam-

baran atas ;
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- kebenaran data isian formulir permohonan,

- kesesLiaian antara islan fomulir permohonan dan

data pendLikLing yang disampaikan,

- pemahaman pemohon tentang hak dan keMajibannya,

- pemahaman pemohon tentang sanksi apabila ter—

jadi cedera janji.

2. Kunjungan On The Spot (kunjungan langsung kelapa-

ngan) yaitu bertujuan untuk mengetahui ;

- keberadaan dan kelayakan usaha pemohon,

- keberadaan dan kondisi agunan.

3. Verifikasi data kesumber lain yaitu bertujuan

untuk memastikan ;

- keabsahan dan keakuratan data pendukung yang

disampaikan,

- kredibilitas pemohon.

B. Aspek penilaisnf

1. Character; bertujuan untuk mengetahui itikad mem—

bayar pemohon dalam upaya pengembalian kreditnya,

2. Capacity, capital, condition; bertujuan untuk

mengetahui kemampuan membayar pemohon kredit,

3. Collateral; untuk menilai kehandalan agunan meli-

puti :

- jenis agunan,

- nilai agunan,

- status kepemilikan.
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4.3.1.4. Penilaian atas Administrasi Kredit Pemilikan

Rumah

Sistem administrasi dalam hal ini administrasi

kredit dalam suatu organisasi atau perusahaan sangatlah

penting, karena dari data administrasi ini akan dapat

dlketahul penylmpangan-penylmpangan operaslonal yang

terjadl, dan sebagal umpan ballk bagl manajemen untuk

penentuan kebljaksanaan. Dengan sistem administrasi yang

memadai akan diperoleh data yang dapat diandalkan

sehingga akurasi informasi untuk kepentingan pengambilan

keputusan dapat terjamin.

Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan

oleh Drs. Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya Manajemen

Dana Bank dan Drs. Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya

Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial bahwa adminis

trasi kredit adalah suatu hal yang sangat penting karena;

- Dari data administrasi ini akan dapat diketahui

penylmpangan-penylmpangan operaslonal yang terjadi,

- Dari data-data administrasi akan merupakan umpan

balik bagi manajemen untuk penentuan policy dike-

mudian hari,

1. Untuk keperluan pengawasan perkreditan, maka ru-

ang lingkup pengawasan administrasi akan dibagi 2

kelompok yaitu ;

- kegiatan administrasi nasabah secara individual.



126

- kegiatan nasabah secara keseluruhan,

2. Kartu induk debitur yaitu merupakan data pokok

tentang kredit seorang debitur (dokumen pokok),

3. Laporan pemberian kredit (dosier debitur),

4. Laporan relisasi dan mutasi kredit,

5. Penggunaan filing cabinet (lemari besi tahan api)

,  pemberian kode-kode untuk arsip-arsip baik

untuk kepentingan cabang maupun pusat, dan perala

tan teknologi lain yang sesuai dengan perkem-

bangan perkantoran modern.

Secara keseluruhan/umum administrasi kredit yang

dilaksanakan oleh FT. Bank Tabungan Negara (Persero)

cabang Bogor dinilai cukup memadai pada saat sekarang

ini. Hal ini ditunjukan dengan adanya ;

1. Pemisahan adminisrasi dosier debitur dan adminis

trasi dokumen pokok,

2. Setiap dokumen pokok dan dosier—dosier debitur

dimasukan kedalam amplop-amplop tebal yang terpi-

serta diberi nama atau kode-kode khusus,

3. Penggunaan filing cabinet/roll opack atau lemari

besi tahan api,

4. Penggunaan Hardware yang cukup lengkap dan mema

dai dalam menunjang operasi perusahaan terutama

operasi perkreditan,

5. Adanya penyampaian baki debet kepada debitur se-
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lama setahun sekali posisi pada akhir bulan De-

sember atau setiap saat untuk mengetahui posisi

pinjamannya dengan diberikan salianan baki debet,

6. Penyampaian salinan perjanjian kredit yang telah

dilegalisasi oleh Notaris kepada masing-masing

debitur,

7. Pengiriman surat pemberitahuan angsuran II dalam

rangka mengingatkan debitur baru untuk memenuhi

kewajiban pembayaran angsurannya.

4.3.1.5. Penilaian atas Sistem Formulir/Dokumen Kredit

Pemilikan Rumah

Dalam suatu organisasi atau perusahaan informasi

yang akurat/handal mempunyai peranan yang sangat penting

terutama dalam hal pengambilan keputusan. akurasi/kehan—

dalan suatu informasi ditunjang oleh proses pengolahan

data dalam hal ini formulir yang memadai. Karena

dengan sistem formulir yang memadai akan sangat menunjang

dalam proses operasi perusahaan, dalam hal ini proses

pemberian kredit pemilikan rumah. Sehingga tujuan yang

diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai.

Ruchyat Kosasih dalam bukunya yang berjudul

Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan dan

Teguh Pud jo Muljono dalam bukunya yang berjudul

Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial mengemukakan
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"  Kebanyakan formalir terdiri dari empat eJemen pokok
yaita / pengenalan/introdaksi atau judulf instruksi, isi
atama (main body) dan kesimpulan

" salah sata ansar pengendalian kredit ialah dengan peng
gunaan berbagai bentak "standarlized forms" yang dipakai
oleh Bank yang bersangkatan dibidang perk reditan "

Dan dengan pemberian nomor urut serta kode-kode

tertentu akan menunjang proses pengolahan data yang

efektif dan efisien (memadai) sehingga akurasl informasi

yang diperoleh dapat terjamin.

Berdasarkan hal tersebut diatas secara keseluruhan

sistem formulir yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) cabang Bogor dinilai cukup memadai pada

saat sekarang ini, hal ini ditunjukan dengan adanya

penggunaan formulir yang cukup lengkap, bernomor urut,

penggunaan judul yang jelas, penggunaan formulir rangkap,

penggunaan kertas berwarna, sehingga proses pengolahan

data akan memadai. Dan informasi yang diperoleh untuk

pengambilan keputusan akan terjamin kehandalannya.

Formulit—formulir tersebut meliputi; formulir

permohonan kredit, ceklis kelengkapan dokumen kredit

perorangan, tanda terima perohonan kredit, rekapitulasi

nasabah, lembar hasil wawancara, lembar wawancara, isian

data pihak ketiga atau lainnya, surat permohonan OTS,

lembar hasil OTS, laporan prestasi pekerjaan, lembar

analisa kredit, daptar usulan pemohon, penegasan persetu—

juan penyediaan kredit (P3K), lembar persetujuan kredit,

pembritahuan permohonan kredit, register SP3K (surat
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penegasan persetujuan penyediaan kredit), SP3K yang

telah jatuh tempo, biaya realisasi kredit, rekapitulasi

debitur saldo kurang, memo pencairan dana realisasi,

perincian dan jaminan ditahan, perincian dana reallsasi,

permohonan penutupann pertanggungan asuransi, dosier

debitur,, dokumen pokok, kartu riwayat penagihan, klaim,

tanda teriam formulir klaim, berita acara perubahan baki

debet, surat penegasan alih debitur (SP2D), register alih

debitur, laporan realisasi anggaran, posisi dana jaminan

ditahan, rekapitulasi dana jaminan ditahan, laporan

dokumen pokok yang belum selasai, register pemantauan

debitur macet yang diserahkan ke Pengadilan Negri, daptar

debitur PUL, surat pernyataan kesanggupan membayar, serah

terima berkas dari tim penagih kepada tim penyelamatan,

analisa penyelamatan kredit, surat kuasa, daptar usulan

penyelamatan kredit, penyelesaian piutang negara, moni

toring penyelasaian kredit melalui Pengadilan Negri,

register biaya talangan, perincian pelunasan kredit,

permohonan penyerahan dokumen pokok debitur, berita acara

penyerahan dokumen kredit, register pelunasan, laporan

per dua pekanan realisasi kredit, realisasi kredit berda-

sarkan penghasilan, realisasi kredit berdasarkan profesi

pekerjaan, realisasi kredit berdasarkan umur debitur.
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4.3.1.6. Penxlaian atas Pengawasan Kredit Pemilikan Rumah

Pengendalian melalui pengawasan kredit merupakan hal

yang sangat penting, karena dengan pengawasan kredit yang

memadai akan sangat mendukung atas kelancaran proses

kredit terutama dalam hal kelancaran pembayaran angsuran

oleh nasabah, sehingga keamanan fasilitas kredit dan

rentabilitas Bank dapat tercapai.

Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukan oleh

MucMarsysh Sinungan dalam bukunya Manajemen Dana

Bank dan Drs, Thomas Suya'tno dalam bukunya Dasar~dasar

Perkreditan menyatakan untuk kelancaran proses kredit

dan rentabilitas perusahaan/Bank dalam perkreditan nasa-

bah perlu di control atau diawasi melalui tindakan

pendekatan pembinaan/penyelamatan kredit.

Tindakan-tindakan tersebut meliputi ;

- collectibility kredit yaitu mengkatagorikan kredit

berdasarkan kelancarannya,

- rescheduling/penjadualan ulang yaitu kebijakansa-

naan yang berkaitan dengan jangka waktu kredit

yang melalui; memperpanjang jangka waktu kredit,

memperpanjang jarak waktu angsuran, serta penuru-

nan jumlah angsuran sehinngga memperpanjang jangka

waktu kredit,

- reconditioning/keringanan atau perubahan persyara-

kredit,
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- restructuring yaitu penambahan modal kerja (penam-

bahan jumlah kredit).

S®cara keseluruhan tindakan pembinaan dan penyelama~

tan kredit yang dilaksanakan oleh PT. bank Tabungan

Negara (Persero) cabang Bogor dinilai cukup memadai pada

saat sekarang ini, walaupun belum ada kebjaksanaan/tinda

kan pendekatan dan bimbingan terhadap debitur/nasabah hal

ini ditunjukan dengan adanya suatu kebijaksanaan dan

prosedur yang meliputi 5

- pengiriman surat konfirmasi,

- klaim debitur,

- denda tunggakan,

- penggunaan kartu riwayat penagihan,

- pengiriman surat penagihan,

- menghubungi debitur,

- mengunjungi debitur,

- shock therapy,

- pendataan rumah kosong,

- rekalkulasi,

- alih debitur,

- penjadualan ulang.



132

4.3.2. Penaujian Hipotesa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pengenda-

lian intern pemberian kredit yang dijalankan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor adalah sesuai

dengan unsur unsur sistem pengendalian intern yang ada di

dalam 1iteratur-1iteratur.

Unsur tersebut meliputi :

1. Struktur organisasi atau bagan organisasi yang ada di

dalam perusahaan, khususnya organisasi pemberian kre

dit telah menunjukan pemisahan fungsi dengan pembagian

tugas yang sesuai dengan kemampuan personal dan keper—

cayaan pemimpin. Struktur organisasi yang dirancang

sesuai dengan kebutuhan dan dilengkapi dengan job

description yang tegas menetapkan batas-batas wewenang

dan tanggung jawab.

2. Pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dengan wewe

nang dan tanggung jawab yang jelas yaitu para pelak-

sana semua aktivitas perkreditan, khususnya kredit

pemilikan rumah (KPR), yang diperoleh melalui pelati-

han dan pengembangan pegawai.

3. Prosejur otorisasi yang jelas dan tegas.

4. Pcinbagian tugas yang jelas meliputi tugas menganalisa,

administrasi, penagihan, penyelamatan, dan pelaporan.

5. Kegiatan analisa kredit yang cukup memadai.

6. Sistem administrasi dan formulir yang cukup memadai.
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7. Prosedur yang jelas dalam proses pemberian kredit

yaitu mellpLiti; analisa kredit, keputusan kredit, rea

lisasi kredit, administrasi kredit, pembinaan dan pe-

nyelamatan kredit, penyelesaian kredit, pelunasan

kredit.

B. Adanya pengawasan intern/internal audit terhadap ke-

taatan pelaksanaan kebijaksanaan dan prosedur perkre-

ditan oleh pusat melalui Biro Pengawasan Intern (BPI)

dan dibantu oleh Biro Kredit Perumahan (BKP) dan Biro

Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (BPKR).

9. Adanya sistem Pengawasan Kredit melalui tindakan Pem

binaan dan penyelamatan kredit.

Berdasarkan uaraian diatas maka hipotesa yang diaju-

kan penulis pada Bab I terdahulu adalah ; " Aps bila

Sistem Pengendalian intern yang memadai telah diterapf:an

pada organisasi berikut prosedur pemberian kredit, maka

pengambilan keputusan pemberian kredit pada FT. Bank

Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor dapat dilaksanakan

dengan cepat dan tepat " dapat diterima.
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RANGKUMAN

Seperti yang telah kita ketahui tujuan akhir dari

Buatu perusahaan adalah mencapai laba yang optimal serta

berkesinambungan. untuk itu peranan pengendalian intern

yang baik/memadai mempunyai peranan yang sangat penting,

karena dengan pengendalian intern yang baik akan sangat

mendukung terhadap tujuan perusahaan tersebut.

lienurut Drs. Lamidjan. Ak. , unsur—unsur pengendalian

intern yang memadai meliputi; Adanya struktur organisasi

yang memadai (kerena dengan struktur oranisasi yang

memadai akan memberikan gambaran yang jelas mengenai

tugas dan wewenang suatu bagian/departemen atau adanya

pemisahan fungsi yang jelas meliputi; fungsi

penguasaan/operasi, fungsi pencatatan, fungsi penyimpa-

nan, fungsi pengawasan), Sistem pemberian wewenang dan

prosedur pencatatan, Unsui—unsur pelaksanaan yang wajar

(praktek yang sehat), Unsur kualitas pegawai, Adanya

suatu bagian pengawasan intern (internal audit).

Begitu juga dengan FT. Bank Tabungan Negara (Perse-

ro) cabang Bogor yang menyediakan berbagai macam fasili-

tas produk dari produk KPR, produk dana, dan produk

kredit lainnya sampai dengan produk jasa pelayanan.

Produk-produk tersebut meliputi;
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A. Produk Dana :

1. 6iro; (Rupiah/Valas)

2. Deposito; (Rupiah/Valas)

3. Sertifikat Deposito

4. Tabungan : a. Tabungan Batara

b. Tabanas Batara

B. Produk Kredit :

1. KPR Paket : KPR Paket A-1

KPR Paket A-2

2. KPR Paket B

3. KPR Paket C

4. Kredit Pemilikan Rumah Usaha (KP-Ruha)

5. Kredit 6riya Multi (Kredit Rumah Produktif)

6. Kredit Swa Griya (Kredit Membangun Rumah)

7. Kredit Briya Sembada (Kredit Rumah Sewa)

l^i^edit Yasa Griya (Kredit Konstruksi)

9. Kredit Triguna (Paket Kredit Terpadu)

10. KPP (Kredit Perumahan Perusahaan)

11. Kredit Modal Kerja;

a. KMK Kontraktor

b. Konstruksi Non Perumahan

c. KMK Permanen

d. KMK Lainnya

12. Kredit Investasi

13. Kredit Swadana
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14. Kredit Lain : - Guarantor

- Modal Ventura

- Factoring

- Kredit Profesi

15. KUK Batara

C. Produk Jasa ;

1. ATM Batara (Automated Teller Machine)

2. SDB (Safe Devosit Box)

3. Kiriman Uang (K.U. Rp/Valas)

4. Inkaso (Tanpa Dokumen Dalam Negri)

5. Collection (Inkaso Luar Negri)

6. Garansi Bank

7. Setoran DNH

8. Setoran Pajak dan Non Pajak

9. Remitence Service

10. Ekspor

11. Impor

Ix. Jual-Beli Valuta Asing (Money Changer)

13. Traveller Check

14. Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB).

Dan sebagai obyek penelitian penulis dalam rangka

penulisan skripsi ini, tidak bisa lepas dari kebutuhan

akan pengendalian intern yang memadai terutama dalam

rangka antisipasi terhadap persaingan pada saat sekarang

ini maupun masa yang akan datang.
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Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penuli-

san skripsi adalah dalam bentuk studi kasus, dimana data

dihimpun melalui :

1. Riset lapangan, yang melalui ;

Observasi atau pengamatan langsung kegiatan bank,

Wawancara dengan pejabat yang menangani pemberian-

kredit,

Mempelajari dokumen—dokumen milik bank serta per"a~

turan perbankan yang berkaitan dengan kredit.

2. Riset kepustakaan, terutama mengenai hal-hal yang rele

van dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, yang penulis

lakukan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

cabang Bogor, dititik beratkan pada produk jasa kredit

pemilikan rumah perorangan/individu (KPR Retail) karena

dalam hal ini produk jasa tersebut mempunyai porsi terbe—

sar yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang

Bogor.

Berdasarkan hasil penelitian pengendalian intern

pemberian kredit pemilikan rumah yang dijalankan/dilaksa-

nakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor

meliputi;

1. Adanya struktur organisasi yang jelas dan seder—

hana yang menggambarkan dengan jelas tugas dan

wewenang suatu fungsi atau departemen/bagian.
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2. Adanya sistem otorisasi yang jelas.

3. Adanya penempatan pegawai yang tepat dan kompe-
ten yang diperoleh dari penseleksian serta pelati

han dan penegembangan pegawai.

4. Sistem formulir yang cukup lengkap dan memadai

meliputi penggunaan formulir bernomor urut, judul

formulir yang jelas, penggunaan formulir rangkap,
serta penggunaan kertas berwarna sehingga membe-

rikan kemudahan dalam pengolahan data dan akurasi

informasi untuk pengambilan keputusan lebih

terjamin.

5. Adanya kebijaksanaan dan prosedur analisa kredit

yanh cukup memadai.

6.Sistem administrasi/dokumentasi yang cukup memadai

meliputi penggunaan filing cabinet/roll opack

atau lemari besi yang tahan api, dosier—dosier

debitur, penggunaan amplop-amplop tebal serta

diberi judul dan kode-kode tertentu untuk kemu

dahan dan keamanan data.

7. Adanya prosedur/proses pemberian kredit yang

jelas meliputi; Prosedur analisa kredit, kepu

tusan kredit, realisasi kredit, administrasi

kredit, penyelesaian kredit, pembinaan/penyela-

matan kredit, pelunasan kredit.
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8. Adanya sistem pengawasan intern dan kontrol ke-

taatan/internal audit terhadap pelaksanaan kebi-

jaksanaan dan prosedur perkreditan yang dilakukan

oleh pusat melalui Biro Pengawasan Intern (BPI),

dibantu oleh Biro Kredit Perumahan (BKP) dan Biro

Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (BPKR).

9. Dalam rangka pembinaan dan penyelamatan kredit

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor

mempunyai kebijaksanaan terhadap debitur/nasabah

yang menunggak membayar angsuran meliputi pengi-

riman surat peringatan, kofirmasi, penagihan,

alih debitur, penjadualan ulang, shock therapy,

serta denda, tapi belum ada kebijaksanaan atau

tindakan/1angkah pendekatan dan bimbingan terha

dap debitur/nasabah.

Dengan demikian secara keseluruhan pengendalian

intern pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor dinilai cukup

memadai pada saat sekarang ini, sehingga hipotesa yang

diajukan penulis pada bab 1 yaitu ;

i^pabila Sistem Pengendalian Intern yang memadai telah

diterapkan pada organisasi berikut prosedur pemberia

kredit , maka pengambilan keputusan pemberian kredit pada

F7. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor dapat

dilaksanakan dengan cepat dan tepat " dapat diterima.



BAB VI

SXMPUX.AN DAN SARAN

6.1. Siropulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada

Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. Bank

Tabungan Negara (persero) cabang Bogor meliputi 5

1. Bank Umum Devisa yang dalam aktivitas usahanya

memberikan produk jasa kepada masyarakat, produk

tersebut meliputi; produk dana, produk kredit,

dan produk jasa.

2. Pengendalian intern khususnya pengendalian intern

pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor meliputi ;

- Struktur organisasi yang jelas sehingga dapat

terlihat unsur fungsi dan tanggung jawab serta

wewenang dari setiap bagian/departemen dalam

perusahaan,

- Uraian tugas yang ada pada tiap—tiap bagian da

lam struktur organisasi perusahaan cukup jelas

yang memungkinkan tiap-tiap bagian dapat melak-

sanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan. Tugas-tugas

tersebut dipisahkan antara tugas analisa kredit

, tugas administrasi kredit, tugas pembinaan
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/penyelamatan, serta penagihan dan pelaporanj,

Adanya sistem otorisasi yang jelas dan tegas,

Adanya pedoman yang Jelas mengenai kebijakan-

kebijakan serta prosedur pemberian kredit sam-

pai pelunasannya yang ditetapkan oleh pusat,

Adanya kebijaksanaan dan prosedur analisa yang

cukup memadai,

Penggunaan sistem formulir yang cukup memadai,

Sistem administrasi dan dokumentasi arsip yang

cukup memadai meliputi penggunaan filing ca

binet/roll opack atau lemari besi tahan api,

dosier-dosier, serta penggunaan amplop-amplop

tebal yang diberi judul, nomor serta kode-kode

tertentu. Sehingga kehandalan data-data dapat

terjamin dan akurasi informasi dapat dipertang—

gungjawabkan,

Adanya proses/prosedur pemberian kredit yang

jelas meliputi; proses analisa kredit, keputu-

san kredit, realisasi kredit, adminstrasi kre

dit, pembinaan dan penyelamatan kredit, serta

pelunasan kredit,

Adanya pengawasan intern/internal audit dari

pusat untuk menilai ketaatan atas kebijakan dan

prosedur yang telah ditetapkan,
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- Adanya sistem pengawasan kredit yaitu melalui

tindakan pembinaan dan penyelamatan kredit

dengan adanya tindakan/kebijaksanaan terhadap

nasabah/debitur yang menunggak pembayaran ang-

sLiran yaitu; melalui pengiriman surat konfir—

"•^si j, surat penagihan, menghubungi dan menagih

melalui telepon, mengunjungi dan menagih lang-

SLing kelapangan, penjadualan ulang (PUL ) , alih

debitur, serta denda. Tetspi belLun ar/a kebija-

kan/langkah pendekstan dan bxmbingan terhadap

debitmr ataa nasabah.

6.2. Saran/Rekomendasl

Setelah memberikan suatu kesimpulan, selanjutnya

penulis akan memberikan sedikit saran/rekomendasi yang

mungkin berguna bagi perusahaan dalam hal FT. Bank

Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor untuk lebih

menyempurnakan aspek yang menunjang kepada perusahaan

untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

1. Dalam rangka pengawasan kredit melalui tindakan pembi

naan dan penyelamatan kredit sebaiknya perusahaan di

samping melaksanakan tindakan pengiriman surat konfir-

masi, surat peringatan, surat penagihan, menghubungi

dan menagih melalui telepon, mengunjungi dan menagih

langsung kelapangan, penjadualan ulang, alih debitur.
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serta denda, juga melaksanakan tindakan/langkah pende-

katan dan bimbingan terhadap debitur/nasabah terutama

untuk KP-Ruha (kerdit pemilikan rumah usaha). Artinya

melakukan pengawasan/pengendalian kredit sekaligus me-

ngadakan pendekatan serta bimbingan, dalam rangka

pembinaan nasabah. Nasabah perlu dibina agar usahanya

berkembang sehingga ia akan dapat memenuhi segala ke-

wajibannya secara baik, ini berarti memperlicin jalan

pencapaian rentabilitas Bank dan amannya fasilitas

kredit. Ini bisa dilakukan melalui memberikan bantuan

bimbingan/pembinaan terhadap manajemen dan adminis-

trasi perusahaan nasabah/defaitur, karena kita ketahui

bahwa dengan manajemen dan sistem administrasi (pembu-

kuan yang baik akan mendukung tercapainya tujuan

perusahaan.

Untuk tercapainya tujuan hal tersebut diatas sebaiknya

perusahaan membentuk biro/badan khusus yang membi-

dangi bidang tersebut yang dipegang oleh orang-orang

yang kompeten dibidangnya seperti, ahli pembukuan,

ahli manajemen atau paling tidak memahami tentang ilmu

manajemen dan pembukuan.



BAB. VII

RIKTGKASAN

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelum-

nya, bahwa Pengendalian Intern yang memadai sangatlah

penting bag! suatu organisasi/perusahaan dalam pencapaian

tujuannya. Begitu pula dengan PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara (Perse-

ro) cabang Bogor yang dalam aktivitas usahanya sebagian

besar memberikan jasa perkreditan terutama kredit peruma-

han. Karena usaha perkreditan mempunyai resiko cukup

besar terhadap keamanan harta dan kekayaan perusahaan dan

untuk kelangsungan hidup perusahaan oleh karena itu

perusahaan perlu suatu alat untuk mengamankan aktivitas

usahanya dalam hal ini aktivitas perkreditan. Alat yang

dimaksud adalah apa yang dikenal sebagai sistem pengenda

lian intern perkreditan.

Pembahasan mengenai sistem penegndalian intern

perkreditan didalam penulisan ini meliputi :

Penilaian atas struktur organisasi dilakukan dengan

mempelajari struktur organisasi pada PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) cabang Bogor.

Penilaian atas kebijaksanaan dan prosedur pemberian

kredit pemelikan rumah (KPR) dalam hal ini KPR Retail

atau kredit pemilikan rumah perorangan, yaitu dengan
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mempelajari kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-

prosedur pemberian kredit pemilikan rumah retail yang

ditetapkan dari pusat yang dilaksanakan oleh PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor.

Penilaian atas analisa kredit pemilikan rumah dalam

hal ini KPR retail yaitu dengan mempelajari kebijaksanaan

dan prosedLir analisa kredit KPR retail yang dilaksanakan

oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor

Penilaian atas administrasi/dokumentasi kredit

pemilikan rumah retail yaitu dengan mempelajari sistem

pencatatan atau administrasi kredit serta sistem dokumen-

tasi arsip yang dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) cabang Bogor.

Penilaian atas sistem formulir kredit pemilikan

rumah (retail) yaitu dengan mempelajari sistem formulir

retail yang digunakan dalam proses pemberian

kredit oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang

Bogor.

Penilaian atas pengawasan kredit pemilikan rumah

(kredit retail) yaitu dengan mempelajari kebijaksanaan-

kebijaksanaan atau tidakan—tindakan pembinaan dan penye-

lamatan kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) cabang Bogor, dalam rangka pengamanan

fasilitas kreditnya.
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Hasil penilaian-penilaian tersebut diatas, menunju-

kan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor

telah menerapkan sistem pengendallan intern perkreditan

dengan cukup memadai pada saat sekarang ini. Behingga

dengan adanya sistem pengendalian intern perkreditan yang

cukup memadai ini, maka pengambilan keputusan pemberian

kredit pemilikan rumah yang dilaksanakan oleh PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) cabang Bogor akan bisa dilaksa

nakan dengan cepat dan tepat.
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STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

Cabang: 015 Bogor Kelas : (Satu)
Posisi Per: 31-Mei-1997
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Book Keeping and
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PT. Bank Tabungan Negara (Persero),
Cabang Bogor

Alur Dokumen KPR (Retail)

Pengajuan Kredit PEMOHON

Berkas Permohonan Kredit

Loan Seivice Loan Admin

Form. Petmohonan Kredit
Form. I KPR

Photo Copy KTP Pemohon (suami istri
blla sudah menikah)
SBKRI

Surat Nikah (bila sudah menikah)
Surat Keterangan Penghasilan
Photo Copy NPWP Pribadi (Pemohon
Kredit > Rp 50 juta)
Photo Copy Rekening Tabungan

1. Analisis Kredit

Verinkasi

Data

Berlras Permolionan

Kredit

Wawanca

ra

>  On The Spot -■

Berkas Permohonnn
KredH

Lembar Haii l
Wawantara

L Lembar Veiifikasi Data

Anallsis Kredit

Berkaa Permohonan
KreOil
Lembar Hoai l
t/Vawancaia

leinbar Veifikaai Data

Haall O T S

Lembar Vergikaai Data

Penyusunan P A K

HaiilOTS

2. Keputusan Kredit

t r\Tanpa
Rakom

dit

7Rakom
dit

be r kaa

Permohonan
Kr Lembar Hasil

Wawancara

Lembar
VerifikasI Data

Hasll 0 T S
L a p 0 r a n
Aopraiasal

Penyusunan

SP3K

Doair A
Dokumen Pok

4. Admm
Kredit

3. Realiaaai
Kredit

[}d(umen Pokok

I
Dosir B

Bdts. Kredit

Lemoar Hasii

wayat
ombo7l?asil

Wawancara

SKMHT
SKMHTu r 0 t

AKMPenngatan Lemba r
Vertfikasi Data

L e m 0 a r
VeriTdcasI Data AJB

Sertifikatl

MB n
peqanjian

SertifikaUHoail O T S
L^L a p 0 ran

HaaQOTS

raiaaal
Perjanjian Avalisertyuaunan

PAK
ertyuaunan

SPdK SP3K

S. Proaea
pehjnaaan
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6. Pelimaaan
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Dokumon PokokDoair A
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Aopfoiaal SKMHT

B. Per. Kredit
Lbr. Hal
Wawartcara

Lbf. Ver. Data I Sertifikflll
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KETERANBAN ALUR DOKUMEN KPR Retail

1. PK = Perjanjian Kredit

2. PAK = Paket Analisa Kredit

3. SP3K = Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit

4. SKMHT = Surat Kuasa liembebankan Hak Tanggungan

5. AJB = Akta Jual Beli

6. AKM = Analisa Kemampuan Membayar

7. OTS = On The Spot (kunjungan lapangan)



KETENTUAN DAN SYARAT PRODUK KREDIT RETAIL

o

JENIS PRODUK

SUKU

BUNGA

(%)

MIN.

■JANG
MUKA

(%)

MAX,
JANGKA
WAKTU
(lahun)

MAKSIMUM KREDIT
(Rp. 000.000,-)

HARGAJUAL ?
(Rp. 000.000.-)

BATAS MAKS.
PENGHASILAN

KELUARGA
(RP. 000.000,-)

WIL 1 WIL. II WiL- III WIL 1 WIL. II WIL. Ill WIL. 1 WIL. It WIL III

K P R
Psket A 1 (RSS)
.  T. 21
.  T. 27
.  T. 36 .

c5
S.5
25

100
10.0
100

20
20
20

4.41
4 80
5.21

4.50
5.40
5.48

4.50
5.40
6.45

4 900
5.-;CG
6 900

5.000
5 000
7 200

5 000
5 000
7.200

0.200
0 225
0.250

0.225
0.250
0.275

0,225
0 25C
0275

Paket A II
•  T. 18
.  T. 21

.  T.27

.  T. 35

n.o
0

14.0
140

100
10 0

:oc
20,0

20
ir\

23
20

3.25

11.40
15.20

7.90
9.00
13.10
17,47

12.00
13.75
20.01
25.63

11 202

12 899
14,260
19.010

9.504

11.083
16.390
21.850

15.605

16 207
25 000
33.350

0.450
0 750
1.000
1.350

0.500
0 800
1.250
1.500

•

0.750
1 000
".250 i
2.30C i

Poket B
.  T.45
.  T. 54
.  T. 70

170
r 0
170

100
10 0
;0.0

20
20

20

22.11
25.53
30.00

19.93
23.98
28.42

30 00
30.00

30.00

24.570
29 4 = 4
38.220

22 207
26 C43
31.534

3'C91
44.509
52.752

1 350

V350
1.350

1.5C0

1,500
1.500

2 300 ]
2 3032,300 j

Pakal C
•  Gfiyatama I {<T. 70)
»  Gfiyatamall f>T.70)

15 5
•:-c

15 C
25 0

23 50 33
20') 00

50.00
300 00

50 CO
300 03

90 00 00.00 OO 30

KAPLING SIAP BANGUN
(K S B)

KSQ 54
KSD 60
KSB 72

; -

S e
4  -J

r

■■l-j
-  :o.r

•

7"^

_

i. •

2
- 2 r

2 01
2 20
2.75

1 S2

2 02
2.52

^-1..

2 "50
-5

2 2CC
2 400
3.050

.

2 250
2.500

0 1 o
0 175
0 ".75.,

0.1 i:
V • ^*-7

0 150 _

1

1

-

0 15^ ^

KP.RUHA
KP-Kios/ln(i
KP - RuV.o Madya
KP - Ruko Tama

16 5
•  r,

IOC
150
20 0

15
15
15

15 00

/G0-4Q0

15 00
15-200

200-400

15 00
15-22"

200-;r,u.

1
!
'

t

\'x'}'jal KfOcJit



KETENTUAN DAN SYARAT PRODUK KREDIT RETAIL

.J6NIS PRODUK

SUKU

BUNGA

(%)

MIN.

UANG

MUKA

MAX.

JAMGKA

WAKTU

MAKSiiyiUM KREDIT
(Rp. 000.000,-)

(%) (tahun)"
"f

WIL. 1 WiL. II WIL. Ill

KP - RUMAH SUSUN /
APARTEMEN

KP - Rumah Susun

.  T. 13

.  T. 21

KP - Apartanr^-

11.0

110

19.0

10.0

10.0

25.0

20

20

•J 48

9 53

300 00
'

9.30

10 50

300.0.--'

13.80

15 00

KREDIT SWA GRIYA
(KSG)

19.0 25.0 20 75% X

RAO

75% X

RAB

75% X

RAB

KREDIT GRIYA SEMBADA

(K G S)

19.0 25.0 15 7.S-.5 X

Harga Jual

75% X

Harga Jual
75% X

Harga Jual

KREDIT GRIYA MULTI 20.0 30.0 10 200.00 200.00 . 200 00

(K G M)

HARGA JUAL

(Rp. ooo.obo,.)

WIL. I WiL. II WIL, III

BATAS fMKS.

PENGHASILAN

KELUARGA

(RP. 000.000,-)

WIL WiL. II WIL.IIl

r,- .f: V Rvta:'
II G



PERMOHONAN KREDIT PERORANGAN
rT )AaiK4<^i«

Harap diisi dcngan hunif eetafc dan bsri tanda silang pada pilitian yahg scrt/.i/ NO. FILE

mmmkmmmmM
Jumlsfi

Pinjjman

Masa Pinjaniao

Tujuan

plnjaman

: "P. ..

: 1 , McmDcii

Rumah

2 Mcnibcli Rumah Usaha

* 3 1 Mcmbangur* Rumah

. <l I Mcmbanguh Rumah Sowa

5 • Rcnovasi Rumah

Folo Tcrhani

Pu.VOHON
; Kakslmnl Krodll ; Rp. : i.i

Wasa Piajaman :

UKufJh 3X4 ' Su)ju

IBunga :

I AngiiirarV'jln : Rp. ; ;.'
1

FotoTerSaru ! - - ■

SUAMI/ISTRI I KodflAplitasi : :

PEMOHOfl I

' Tip« Riim.ih : I

Ukuran 2 X 4 i OVouSulOiDh (P.arar>: ___

Nsrria Pemohon . Gol.ir :

TcmpJI Lahif

SIJlus Hcfk.iwiiian

'.•*n-7 jal l-.if'ir : / /

Jian; «h

1 Belum Mcnikah 2 Wptiik.ih 3 J.incla/Dii'Ja 1 ant^lutyj.itr

1 I. 3 P

Ho. NPWP/SPT

Alamat Pemohon

(Scsuai KTP!

1,53/52 2 51 3 DZICdA 4 ;;D ;;i.TA

Alatnal Uriluk GDiiiDungi

Kodi Pos

Tclepon ;

Tck'pon :

Tifnpal Tinggal Sa.al Ini *. 1 TAllik ScnuNri ^ 2 Scwa 3 f.ltiik Of.ingtuA'Kc!ua.-g.i 4 Ru.-ii.^h >

Urr.Rai LahirTatvjgal L.^ht^ : I i

■ 1 S3/S2 2: SI 3 CJ'f.M 4 SO-SLTA Pekuij.i.in : 1 Llokcii.a 2 :: I ;* i!eket]a

Kama Pcmsahaan :

JtnisUsah.i

'.A'acaat Pefusahaan :

Kodc Pos

JibJlaiVPangVal



m a:;' ; j Vi...vm'c .'•• »".••• *. />^ '••r, .V-^P? ^5i)>vl>;.•'•' 's-''-
m PT. BANK TABUNGAN NEGARA

{Pcrscro)

1>

f Nama Pemohon
Tanggal

mohon

Pekerjaan Pemohon

penariasilan Pemohon

YAKIN TIDAK

YAKIN
5.

6.

Sumber

PERFORMA BANK
lercatat | Kol 1 1 Kol.2

I = -

14,

15.

mohon

il kredi
■tnahaman ketentuan krecJit

tiad memenuhi kewajiban
m

!iik»i8hiaa»M8M-rt8i
Rekenir
Akiif

Pasif

Masa Debiiuf
Lama (>2lh)
Baru

wafcAaaViwiia^rYAKIN

SSSHlMTOa
|^o!ek_^f

ia. i SPP8 '
Send:ri

n  I
Korelasi penqhasilan & panqkat I
torelasi penqhasiian & jabalan I

)feiasi penqhasilan & penqalaman
koreiasi penqhasilan & pendidlkan
kelanqsunqan bekerja/pertghasllan
tofelasi penqeluaran & tanggunqan I
Kemampuan membayar anqsuran

DATA PENQHASILAN
Wawancara I OTS

GROUPING DATA PEMOHON

Anallsa

petnohon

Uin-lam

ToSi

26. Pekerjaan

I 27. Sumber

29. Posisiyjabatan
30. Pendidlkan
31. Usia
32. Status
33. Tanggunqan
34. % anqs/qa|i

'bieliBHBEnnSSH ble

BUMN

S kecil

Telap
>10in
Owner

ABRI I Prof.
I Wirausaha

Kreditur

Ptafon kredit

Jenis k.'edit

Angsuran/Duian
Sisa masa pinjaman

jian

>60

 <30 3

KEWAJIBAN/PINJAMAN LAIN
43.

44.

1  45.
46.

liniaiuan 47.

TIDAK DATA PENDUKUNG

"■•iengkapan dokumen agunan
•cveabsaban dokumen agunan
Kecocokan data agunan&'t^okumen

jjTewajaran Nilal Agunan
Kemampuan menutupi resiko kredit

fame

53. Hak kepemilikan SHM SHGB I Lainnya
54. Kepemilikan Send id isi'i/Svi 0'g;ua Peni^iOl
55. % Nilal agunan >200 150- too- <100

terbadap kredit 200 150

^fdasarkan hasll analisa yang telati kami lakukan, maka permohonan kredit ini direkomendasikan sbb .
56, Ditolak
Oisetujui dengan ketentuan sbb ;

Catatan Persetujuan Bersyarat:

(bila kurang. catat pada lembar seballknya)
Rakorndit Tanggal : Paraf Kelua Rakomdil

Biaya yang harus dilunasi sebelum akad kredit .
62. I Asuransi 1

Tanggunqan
DanaBlokir

Lainnya
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PT. BANK TABUNGAN NEGARA ( PERSERO)
KANTOR CABANG

DOSIER
o

DEBITUR

PAKET KREDIT1

NAMA OEBITUR• 2

NOMOR DEBITUR3

LOKASI PROYEK PERUMAHAN4

BLOK KAVLING5

DQS1EB_A36

CEK US KELENGKAPAN PEMOHON:ADATIDAKETERANGAN

FORM PERMOHONANeTIDAK DIKEMBALIKAN SAAT LUNAS

KARTU TANDA PENDUOUK7

KARTU KELUARGAa1

KETERANGAN PEKERJAANjs
KETERANGAN PENGHASILAN (SLIP GAJI)10

BUKTI PELUNASAN ADMIMISTRASI11

SURAT NIKAH ( DEBITUR MENIKAH)12

SKBRI ( NON PRIBLIMI)13

NPWP PRIBADI ( KREDIT 50 JUTA KEATAS)14

REKENING TABUNGAN/ GIRO15

KARTU PEGAWAI/ PENSlUN16

SK PEGAWAI/ PENSlUN/ PURN17

LEMBAR REKOM ( DEBITUR ASAERI)IB

SURAT KUASA POTONG GAJI19

SlUP/ SITU/TDP20

NPWP PERUSAHAAN21
SURAT IJIN PRAKTEK22

CEK US PPOSES KREDIT

LEMBAR WAWANCARA23TIDAK DIKEMBALIKAN SAAT LUNAS
LEMBAR HASIL OTS24TIDAKDIKEMBALIKAN SAAT LUNAS
LEMBAR PENILAIAN AGUNAN26

LEMBAR PRESTASI 3ANCUNAN26

LEMBAR HASIL ANALISA27TIDAK DIKEMBALIKAN SA/\T LUNAS
SP3K26

LEMBAR PERSETUJUAN PEMOHON29

TEM8USAN POLIS ASURANSI

BANGUNAN30

JIWA31

catatanPETUGASPIMPINAN

DITERIMA DARI LOAN SERVICE TANGGAL 32LOAN ADM!: CAN ADMIN

DISERAHKAN KE LOAN SERVICE KARENA3435

LUNAS/ ALIH DEBITUR TANGGAL 33

-PARAFPARAF



PT. BANKTABUNGAN NEGARA (PERSilRO)

KANTOR CABANG 1

DOKUMEN POKOK.

PAKET KREDIT

NAMA DEBITUR

NOMOR DEBITUR

LOKASI PROYEK PERUMAHAN

B1.0K KAVIING

2

3

4

S

6

DOKUMEN POKOK

PERJANJIAN KREDITNO. QjTANGGAL Q

SURAT KUASA t.'EMBEBANKAN HAK TAMGGUNGAN N0| 9ITAN0GAI. f 10

SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. | 11 [TANGGAL |. j 12 |

AKTA PENGAKUAN HUTAN6 DAN KUASA MENJUAL NO | I^TANGGAL 1 14
SERTIFIKAT

NO. I 15 ITANGGAL 5 ITANGI17LUASI 19 I
NO Gs I ibItanggal18UOKASI ~~120

[JIN MENOIRIKAN BANGUNAN

NO I 21 ITANGGAlf22 ILOKASI [|23

PERJANJIAN AVALIST TANGGAL24

CATATAN

DISERAHKAN KE LOAN SERVICE KARENA

LUNAS/ ALIH DEBITUR TANGGAL25

PETUGAS

LOAN ADMI

PIMPINAN

LOAN ADMIN

26 •

PARAF

27

PARAF
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Yang bertanda tangan dibawah ini:
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1. Menyatakan seluju ternadap fasilitas kredit yang disediakan oleh PT Bank Tabungan
Negora (petsero) sesuai dengan SP3K yaitu :
Plafon Kredit: Rp.... 

dengan ketsntuan iainnya tetap

2. Memberikan kuasa sepenuhnya kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) unlu
mendebet dan memblokir biaya-biaya yang menjadi kev/ajiban kami untuk realisasi
kredit dimaksud pada rekening kami N

o

3 Mohon realisasi kredit tersebut pada saat yang dianggap baik Bank

Surat pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dan siapa-
p'jn d

a
n
 dari pihak m

a
n
a
p
u
n
.

r/eng'ita''iui. menyetujui ikut be.'ianggungjawab
atas peinbayaran angsuran susuai dengan

dan syarat dalam S
P
3
K
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rtriJAtijiAri Ki'ucn

/.NTAnA

. PT. BANK TABUnC.AN MEGAHA (Pcrsfio)
DAN

rio.

Yaf'O bcftandatanyan di bnwah ini;

!. PT BANK TABUNGAN NEGARA (Peronrn) d:
Perusahaan Pofsoroaii (Porsoro) PT. RankTabunfiaii Ncg.na. bodtcdiiduKanc'i Jl. Grj.ih Mnda i•V''. 1 Jal.a.'a
Pusat,didirikandcngan Akta Pond-tiari r,'-). 1 OA i.-.r.gfjnl 31 Jnli 1932 yang dsbiia! diJindapan i'. Hni;:ri, GM.
Mctaris di Jakarta yaag rolinannya tc'r.l> (iijct-jjui Menlcri Kouangon Ri daiain iJa. 02-
e5a7.HT.01.01TH.92 tar.ggal 12 Ago.-.lir. 1932 dan diumumkan d.alaru noriin Noa.it.-i ncp-jk/V. indonc-n
Nomor": 73. Tambahan Bcrita Negarn Rdpn'olik Indonoraa Nomor: GA tahnn 1932. daki.-fi trril ini h-j.'d.T.atk.in
surat kuasa Dircksi No. tanggal d'v.
olch driiam i'. -; r!.i CC'b.'."a
PT. Dank Tabungnr Negara (Persoro) di di .'.gan d..;.!:'-::: -i r.o.-. ii
Pasal 10 ayat 2. 6 dan 7 Anggaran Daoar tcrscbut. inawakili Dirokni d.nri d.in otoli k.-ucnn itu iin'.sik d:!ri a;.-".;:

■ nania Pcrusntiann Pcrseroan (Pcrsoro) PT. Dank Tabungan Ncgara, sclanjutnya DANK.

I] Pckfrijaan
bcrnlarnat (aianial kantor) itngg.^i di
Jainn .-u r.

dalam hal ini bodindak untuk dirinya cenditi. .'.ct.ntv i'-.y.i disnbul DED1TUR.
Dcngan ini kodua bclah pibak Iclah scpnkn! mongad.ikan Purj.nnjian Km-: t. y .n i di. ; t
PerjanjianKredil Pornilikan Rumab dlfr..-) r: :i.,inkbi'jtiijurnciiiborikan pjni;ini.:n nan j t i p.aJ J Dct :..-r
dan dcngan ini piila Dcbilur mcnya!.-.- acrbutang kcpada D.ar.k dcng-in kot-r.!';.'-! r;:ko>. •-.■.bana: bcnkt.'. :

PA.SAL 1
JPMI.AH PtNJAWA.N

li) ; A'A ptri;a:i. in

12} Di:';ainping pokck plnjarnnn. jvinkiii pmi-iiran tiiv!c- i;i jm!.i prmibi.'lianan tuif'v:'' d.in !i. iv.: i.nn \
mennnil Pcfionji.in Krudil ini liaiur. nln!-, i'-.' iti;.-. tot.api IcrtunnO'-k-

l^kSAL 2
nUNGA ■ •

|1) Aiar. junilah pinj.ninan b.aik yang borwpa pokoK puij.nn.in rn;uipt;r> lanibatianny.i y/.n-i:( y idi r.-.-.i : •",.i ndnn. .'.
tunggakiin bunga dan biaya-biaya terutany, dobiiur dikcnakan bunna scbosar
pcrlabiin.

7) Suku bunga SRbagaiman.s dimaksnd dal.un .ly.d (1) p.''.r.,a! ini .iciiap s.iot d.!;- i; ">■ ;!i. ■ tci i.'i."-'; ."
kt'tentuan Dank.

PASAL 3

PEMGAYARAN KEMBAL! KREOIT DAN JANGKA WAKTU Kfu'-niT

(1) Jurntali pinjaman haais dibaynr kembaSi (dilun.'i;-i) otch Dobitur dongan pcnib.ayamn .apycmmn Pulanm
berdasarkancara pcrtiitungananuitas dan sopanjang lingkat suku bunga adalah san-.a r,o:;c::i t'-a;!
ayat (1) Pasal 2 perjanjian ini. maka junilah angsuran bulr.nan yang \v.-i;ib dibay.ir c;o!i Dnl tur k' r.:d.! G •.'-■k
adalah sobesar

soliap bulan dalam jangka v/aklu I it m
ECdcmikian rupa schingga pada akhir j.nngkn waktu. y.aitu pada tangyal :• V.v - i
pinjani.'in harus tcloti tlilunasi oleh Dcbiinr.

(2) Dicapainya akhir jangkawaktukredilscb.-igaiinana (lirnaksuddalam ayai (1) pa*.ai uii'. A t!..-i; vndinnv.-i
mcnycbabkan lunasnya pinjaman. kntcnn p'.Nunasan pinjaman akan terganSuiv!-.r.i! dim. i i hdur
laembayar dan rnolunasi ccluruh jiiml.iti |iii;j.-iir.;;r.nv.i i.ilman-i dibu' .
iiama Debitiii scsiial dcnp.nn pen.';.-.i.ii..n dan p. rtb-.ku it. !k nk.

r'ASAL 4

TANGGAL JATUH WAKTU PEr.tnAYAPAN ANGSUUAN UULANAN DAJi r.i.i.V. '.iGMI

(1) Dcbilur diwajil)kan untuk rnclun.ir>i kcwaiiban angyuran tiuiananriya dunul-.-i. inm;;; ;.i m.kjk I'l
pritama hams diluniisi bcrsaniaan dcnyan p-aian.d.dany.-man Pcjan.- an K;;: '.' -f.!, ar. n- n
tviil.Mi li'ilanborikiilnyi-i li-'uu.-. .siid.iti dtlii'M'.i • ••! Ill l-nl l.miti.iinv.i t iivi'i I I '' '■ ■ ' ■



t.

• (2) Keterlambatan dalam mcmenuhi kowajiban angsuran bulanan rrsenyebabkan tirr.l>u:!v/;i tiir.cr'kr.n.
(3) KetOflambatan pombayaran kewajiban angsuian bulanan (lunggakan) yang jneicbihi lar.ggri sorakltir! -j^nr!

yang bersangkutan dikenakan dcnda iungaakan scsuai dcngan kctenluan yang dilclapkan old". Dar.k,

PASAL 5

PnOVlS! DAh'.K DAN BIAYA LAINNYA

(1) Debilur wajib mcmbayar provid Da.nk scbccar
yaitu oobcsnr

dari
i , ha.'ur. diiuri-nri be:.'-;:T'. ;r.n dco'jD".
' penandatanganan Perjanjian Krodi!.

(2) Disamping pfovisi Bank, Dcbitur diwajibkan mombayar biaya-biayn lain ysirj c'ip- c'.ukriri (;.■ -;;r, prc.or
pcmbcrian krcdit dan pcngil;a'.an iarriinai. krccii; y.ar.g .-nelipt'ti tinlara inin, h- vv:; r . k. '. aye
taksosi, biaya akta-akta noians, biaya dm promi ar.urnnsi ata's barnrvj jaa.;; :::i k- ̂ dan ! ; • a.
sonuai fiengan kctcntuan Bank.

PASAl. r,

AGUNAN KfiEDIT

■M) Agunan (jaminan) uiarna slas pif.j.i.Tian yang linibul Varona Pcjanjian Krrdi; i: l ••

2j Disaniping jaminan ulair.a sebagaimana csinaksud dalam ayat (1) pasal ini [»:.n.k c.r:.! janrr ■
tarr.bahan lainnya.

PASAL 7
PENGGUNAAN PINJAMAN

(1) P'njaman pokok eob.a-Kamana diTi<-'K.v.!d d.ylan par.a! l ayat (1) Priirmi an Kr. • fit ;:i.. ; ,r c'; b C-1
u:'>tuk

(2) S':.'euaidf."ig:.inpoii'.i.ju.".aanpinjarr.an:.i;ba;:i!:n;:r-.aciiiaake!!dda!;in"i.T/a;(l)[ja? a
Pefjan)ian Krcdi! im Bank OKan segora moncai.'-kan. scsuai dencan kc'.crituan ;• r- 'a ': ■ "

PASAL 8
LA!N-LA!N ^

(1) Untuk Perjanjian Krodit in. berlaku scpenuhnya kdoniuan da.n syarat-syaral yang di.ne it:; entuan dan
Syaral-syarat Umum Perjanjian Kreciit Pc;ni!ika.n Rv-.-nah BankTabiingan IsJega'a y.': lorr.pirn.n
dan salu kesaluon yang tidak terpisatikan dnri Pcrianjian Krcdit ini.
Perjanjian Krodit ini muiai berlaku scjak dilandata.ngani oleh kedua belnb pihnk.

Pl.'tAKBANK PtllAK PLSiTUR

SPECIMEN



PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

BUKTI SETOR

Nomor TPA

PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

BUKTI PENERIMAAN

Nomor TPA

untuk debitor

DITERIMA DARI DITERIMA DARI

Nama Debltur Nama Debitur
Nomor Debitur Nomor Debitur
Alamat Debitur Alamat Debitur

Kode Pos Kode Pos
proper Proper
Nama Developer Nama Developer
Angsuran Ke Angsuran Ke

Bulan Bulan
Sejumlah Rp Sejumlah Rp

.19.

BiiKii sctor ini sah

li'-a'Jibijb'jhi cap lunao
kasir/cash rog-slet

Penguangan dor.gan gca'
ba'i; sah jika sudan dapat
d aur.ckan un;'jk

pembayaran tijlan ber^kul
bukti seiof ini haap diba.va

K A S I R

TEl^H

DIBUKUKAN

untuk BTN

K A S I R

.19.
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PT. BANK TADUNGAN NEGARA (PERSERO)

KANTOR CABANG
BIAYA REALISASI KREDiT

no;

DATARAJ!DEOlfuR
SALOO,;,;;

DataraC

JUMLAH.:.--

KEWAjiSAN ENDAPAN.

ANGSURAN ASURA^iSr
iMI

1

i

1 2 3 5 6 7 6 g 10 11 12 13

1

2

3'

DST

1

Petijqas Pra reialisasi paraf. . i Petugas

Prosesing
psraf'-:A.' Kasio Pfosessing

Jumlah lersobul (k!m 6/7) teiah
diblokil dan didebel unluk biaya

biaya rcalisasi kredil

Dimchon pembloKiran (solom 6<7)
dan pendcbetan untuk tiaya reolisasi

kredi! debilut tarsonijl d.a'.as

1

Page 1



PT, BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
1

NO. DEBITUR2

NAMA DEBITUR3

ALAMAT4 '

TANGGAL5

PERlNCiAN PELUNASAN KREDiT

BIAYA LA'N-LAINUAKTANGGUNGANRp6

ADM. BUPLN/PNRp7

SOMAS!Rd 8

ASURANSiRp9

DENDA TUNGGAKANRp10

SALDO HUTANGRp11

JUMLAH PELUNASANRp12

-

•

199...

PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Cabang

13


